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KEMENHUB. NSPK OSS bidang Laut.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR PM 89 TAHUN 2018
TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89,
Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan pengaturan
mengenai norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di
bidang Perhubungan Laut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);
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10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG NORMA,
STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR
PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
komitmen.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan
pendaftaran.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP

adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh
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Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah
melakukan Pendaftaran.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
melakukan Pendaftaran dan wuntuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau  operasional dengan  memenuhi
persyaratan dan/atau komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
Komitmen adalah pernyataan pelaku wusaha untuk
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin
Komersial atau Operasional.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya
disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang
digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan
pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang laut.
Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 2
Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang laut terdiri
atas:
a. Izin Usaha; dan

b. Izin Komersial atau Operasional.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Izin Pelabuhan Umum;
b. Izin Usaha Angkutan Laut;
c. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan
di Perairan); dan
d. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikelompokan menjadi:
a. Izin Komersial atau Operasional Bidang
Kepelabuhanan;
b. Izin Komersial atau Operasional Bidang Angkutan
Laut;
c. Izin Komersial atau Operasional Bidang Kesatuan
Penjagaan Laut dan Pantai;
d. Izin Komersial atau Operasional Bidang Perkapalan
dan Kepelautan; dan

e. Izin Komersial atau Operasional Bidang Kenavigasian

Pasal 3

OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi
perizinan yang sudah terintegrasi dengan OSS;

b. mengisi webform dalam hal perizinan belum
memiliki sistem aplikasi; atau

c. pengajuan permohonan secara manual kepada
Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b
belum dapat dilaksanakan.

OSS bidang perhubungan laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), menggunakan aplikasi perizinan OSS

dengan melampirkan:

a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;

b. nomor pokok wajib pajak; dan

c. surat keterangan domisili perusahaan.
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BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA

(1)

(2)

(1)

ELEKTRONIK DI BIDANG LAUT

Bagian Kesatu

Pengajuan Izin Pelabuhan Umum

Pasal 4
Izin Pelabuhan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:
a. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan;
b. Penetapan Lokasi Pelabuhan;
c. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut;
d. Izin Pengembangan Pelabuhan; dan
e. Pengoperasian Pelabuhan.
Untuk memperoleh Izin Pelabuhan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus melengkapi
persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengajuan Izin Usaha Angkutan Laut

Pasal 5

Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan di Perairan)

(SIUPAL); atau

b. Izin Operasi Angkutan Laut Khusus.

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha
harus melengkapi persyaratan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Bagian Ketiga

Pengajuan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran

Rakyat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Badan

Usaha harus melengkapi persyaratan tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(1)

(3)

Bagian Keempat
Pengajuan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan

di Perairan

Pasal 7
Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d,
terdiri atas:
a. Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/

Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;

e. Izin Usaha Tally Mandiri;
f.  Izin Usaha Depo Peti Kemas; atau
g. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan huruf g, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Terkait dengan
Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan Usaha harus melengkapi persyaratan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Kelima

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pasal 8
NSPK OSS Sektor Perhubungan di Bidang Laut tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Pasal 9
(1) OSS sektor perhubungan di bidang laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaannya harus
mengacu kepada Standard Operating Procedure (SOP)
perizinan berusaha dengan sistem OSS.
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Direktorat Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
BIAYA PERIZINAN

Pasal 10
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
dikenakan biaya perizinan.
(2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan ketentuan sesuai NSPK, yaitu:

a. sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk izin yang diberikan oleh Menteri; dan/atau

b. sebagai penerimaan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib  dibayarkan  sebelum Izin Usaha  atau

Komersial/Operasional Sektor Perhubungan di bidang

Laut diterbitkan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

-10-

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

Direktorat Jenderal melalui Direktorat Teknis dan

Unit Pelaksana Teknis bidang Laut, bertanggungjawab

untuk:

a. melaksanakan pengawasan pemenuhan komitmen
Izin Usaha oleh pelaku usaha;

b. melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan
standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi
dan/atau pendaftaran;

c. menyampaikan rekomendasi Izin Usaha ke sistem
OSS guna penerbitan izin;

d. menyampaikan notifikasi kepada sistem OSS
terhadap Izin Komersial atau Operasional yang telah
diterbitkan; dan/atau

e. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan
Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e,

mengacu pada rencana aksi implementasi pengawasan

yang telah disusun oleh Direktorat Teknis dan Kantor

Otoritas Pelabuhan dan/atau Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan.

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. mekanisme dan tata cara pengawasan;

b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana;

c. periode waktu; dan

d. parameter keberhasilan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan/atau

inspeksi.
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Pasal 12

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
yang dalam pelaksanaannya ditemukan
ketidaksanggupan pelaku wusaha atas pemenuhan
komitmen dan/atau pelanggaran atas pemenuhan
kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam pelaksaan izin yang diberikan
dikenakan sanksi.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Direktur Jenderal harus menyampaikan usulan
dan/atau pemberitahuan kepada Lembaga OSS untuk

mencabut izin yang telah diberikan kepada pelaku usaha.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Dalam hal terdapat hambatan dalam mengakses sistem OSS
yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan
permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional
maka permohonan dapat disampaikan kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal dengan menyampaikan permohonan izin

secara tertulis disertai dengan bukti hambatan dimaksud.

Pasal 14
OSS Sektor Perhubungan di Bidang Laut pelaksanaanya
mengacu pada Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin

sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap

diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan terhadap Izin yang telah diterbitkan tetap

berlaku selama masa berlaku izin tersebut.

(1)

(2)

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai  penyelenggaraan  perizinan di  bidang
transportasi laut masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk izin
komersial/izin operasional di bidang Laut dalam
bentuk standar/rekomendasi/pendaftaran/sertifikasi/
penetapan selain yang telah diatur dalam ketentuan pada
Lampiran Peraturan Menteri ini harus berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 89 TAHUN 2018

TENTANG NORMA,
PERIZINAN

KRITERIA
PERHUBUNGAN BIDANG LAUT

STANDAR,
BERUSAHA

PROSEDUR, DAN
SEKTOR

A. BIDANG KEPELABUHANAN
1. 1ZIN USAHA
Perizman
Berusaha ",‘,":_‘;”‘ ”3::’!"‘ Waka |y Biays | Peiobat Yang Masa Waltu
No | Yang ot | ity | Proses | Sl Persyaratan o) Verifikisi Checklist Verifikasi Pengimvasin Tata Cara Pengajuan
Dilaksanakan s S Persyaratan /Evaluasi
; oni
Melalui Oss*
T | Tan Tomboga Kepala Sesuai | Selama | Izn Pelabuban Umum dilaksanakan Pengevalunai -
Pelabuhan oss Lembaga | Denga | Badan | dengan  tshapan  persyaratan Lzin
Umum: 0ss an |n Usoha | pemenuhan  komitmen schagai Kepelabuhan
Menteri Sistem | menjala | berikut: an 1. lalcs Usaba ang teeh mendepnkan Izin
Perhubung | 0SS | nkan Rp.1.500 | Persyaratan: 30 Hari 5 ima) hari Pelabuhan  Umum oss
an usaha  |.1. Akta Badan Usaha Pelabuhan 000 Min.  Gol kerja dokumen
don/ata {satu m/a Dengan Komitmen kepada Kementerian
u Persyaratan: Juta Dengan Perhubungan
kegistan | Akt Perusshasn Yang Didiriken | Lima dan tahapan: 2.Kasi Jasa dan Tarif Pelsbuhan menekti
nya Khusus di bidang Kepelabuhanan | Ratus Knsi  Jasa | a. Paling kebenaran dokumen persyaratan.
dengan lingkup kegiatan usaha yang | Ribu dan  Tarif [ lama20 | a Verfikasi 3. Kasubdit Pelabuhan Pelayanan Jasa dan
tercantum dalam akta sesuai Pasal | Rupish) | Pelabuhan harikeja |  awal I hari Usaha  Pelabuhan  serta  Bimbingan
90 UU 17 Tahun 2008 dan Pasal 69 | atan pel b. Verifikasi Pengusshaan  memeriksa  dokumen
ayat (1) PP 61 Tshun 2000 tentang | sesusi dan usaha tahap kedua persyaratan
Kepelab yang  hanya | dengan menyerah | (apabila ada 4. Dicktur  Kepelobuhanan  menyetujui
mencantumkan kegiatan usaha jasa | ketenta | Kasubdit > perbaikan) Penetapan Pemenuban  komitmen  Akta
kepelabuhanan yaitu: n oy Pelayanan sesuai paling lama Badan Usaha Pelabuhan;
a penyediaan dan/atou pelayanan | mengatu | Jasa  dan |  komitmen | 1han 5.Bagian TU Dit Kepelabuhanan memberi
jasa dermaga untuk bertambat; « tentang | Usaha b. Dilakukan | c. Penetapan nomor Penetapan Pemenuban komilmen
b. penyedinnn dan/ atmu pelayanan P Pelabuhan werifikasi Pemenuhan Akta Badan Usaha Pelabuhan dnn
pengisian bahan bakar dan serta tahap komitmen menginformasikan kepada pelaku usaha
pelayanan air bersih; Bimbingan pertama, paling lama untuk membayar  PNBP  (menerbitkan
c. penyediaan dan/ atau pelayanan Pengusahaa dengan 3 hari Billing PNBF);
naik turun penumpang. ndan dibultikn 6.Sctclah pembayaran  PNBP telah
dan/ atan kendarasn; n hasil i, Bagian TU Dit
dan/ atau pelayanan dan perbaikan notifikasi
Perizinan ;
Berusoha lemba Feiabat | waken | e Biaga | Pricbat Yang Masa Walktu
No Yang _— :‘m s n:;:ala R Persyaratan (R"p’ Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Dilaksonakan | Mene! . el Persyaratan JEvaluasi
Melalui Osa* fein ngeni
Jawa dermaga untuk pelaksanann G ks Fomitmen Akta Badan Usaha Pelabuhan
kegiatan bongkar muat barang dan Direktur persetujua melalui_Sistem 0SS terintegrasi
petikemas; Kepelabuhan | n dengan Sistem Kementerinn Perhubungan.
e. penyediann dan/ atan pelayanan an
jasa gudang dan tem,
penimbunan barang, alat bongkar
‘muat, serta peralatan pelabuhan;
£ penyedinnn don/ stms pelayanan
jasa terminal peti kemas, curah
cair, curah kering, dmn ro-ro;
& penyediann dan/ atau pelayanan
jasa bongkar muat barang;
h. penyediann dan/ atau pelayanan
pusat distribusi dan konsolidasi
barang; dan/ atm
i penyediaan dan/atau pelayanan
josa penundsm kapal.
Hurf a sampai dengan i tercantum
dnlnm maksud dan tujuanakia
dibuat oleh notaris
o dinshiem oleh Kemeojcum HAM
3. Pelabuban Baru
2.1 Ponetapan Lokasi Pelabuhan
Fengeunbunsi
Persyaratan Komitmen:
1) Peta rencana lokasi pelabuhan | Rp. 0 Mpcln.hu.hl\n 6fenam) | 15 fima belas) . 1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin
dengan skala yang memadai dan ulan hri kezja Pelbubm  Umum el 088
‘menggambarkan lokasi Porayaatan: 3
dilengkapi dengan titik koordinat Min. Gol. Dengan komitmen Kopads | Kementerian
geografis, nama lokasi, dan letak 1/ a Paling tahapan: Perhubungan;
‘wilayah administratif serta. lama 3 a. Verifikasi 2. Kasi Tatanan e menelits
digambarkan dalam Peta Laut; dan bulan awal 5 hari kebenaran dokumen persyaratan.
2) Studi Kelayakan sesuai dengan pelaku b. Verifiknsi 3. Kosubdit Tatanan  dan  Perencanann
outline sebagaimana distur dalam Kosi Tatanan | ussha tahap kedua Felabuban
Pasal 37 ayat (1) huruf £ PM 51 Pelabuhan menyerah | (apabila ada dokumen persyaratan
: tentang perbaikan) 4. Direktur Kepelabuhanan mengetahui draft
Pen)eknggumnn Pelabuhan Laut; dan sesuai paling lrua penetapan Pemenuban Komitmen Lokasi
3) Salinan  Peraturan  Daer komitmen Pelabuhan:
(Peraturan  Gubernur  dan Kasubdit e Penﬂapm 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft
Peraturan Bupati/ Walikotn) Tatanan dan | b. Dilakukan |  Pemenuhan penetapnn Pemenuhan Komitmen Lokasi
tentang Rencana Tata Ruang Petencanasn | vesifikasi komitmen Pelabuhan;
Wilayah Provinsi dan Pengembang paling lama 6. Direlctur  Jenderal  Perhubungan  Leut
Knbupaten/Kota pertama, 5 hari menyctujui draft penetapan Pemenuhan
apabila Peraturan  Daerah Pelabuhan dengan Komitmen Lokasi Pelabuhan.
tersebut  belum  ditetapkan, dibultika 7. Bagian Umum dan Perlengkapan Setditjon
melempirkan Susat Keterangn dan n hasil Hubla memberi nomor Surat Penyampaian
i Gubermnur  danat: perbaikan draft penctapan Pemenuhan Komitmen
Bupati/Walikota bahwa rencana Direktur dan/atan Lokasi _Pelabul dan  mengirimkan
Iokasi  Pelabuhan tidak Kepelabuhan | persetujua kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro
dengan RTRV; an n Hukum
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Perizinan ;
Berusaha Lembaga | Peisbal | woktw | preea . Pejobat Yong | Masa Waktu
Yang. 08 ang Proses. Persyaratan ROy Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Dilaksonokan | Menerbitan | Megandata Beslaku ®p) | persyoraten /Evaluasi
f Izin ngani S
Melalui Oss %
) Benita acara  penmjauan_ dan 8 Piro Hukum memerksa draft_penetapan
evaluasi  rencana lokasi Pemenuhan Komitmen Lokasi Pelabuhan.
pelabuhan oleh Syahbandar pada 9, Sekretaris _Jenderal mengetabui  draft
pelabuban terdekat dan Distrik penetapan Pemenuhan Komitmen Lokasi
Navigasi setempat yang paling Polabuban
udiln'tmemum 10 Menteri  menyetwui  penetapan
) Alur-Pelayar; Pemenuhan Komitmen Lokasi
) Kedaloman kolam pelabuhan; Pelabuhun;
¢) Rintangan Navigasi-Pelayaran 11. Biro Umum dan Perengkapan memberi
nomor  Penctwpan  Pemenuhan
Komitmen Lokasi Pelabuhan:
12. Biro Hukum menyampaikan
persetujumn Maiub kepada Dien
13, mu-n Hubla menymmpaikan notifikasi
melalui Sistem 0SS yang_terintegrasi
de Sistem Kementerian
Perhubungan;
2.2 Pombangunan Pelabuhan T Pelaku Usaha yang (elah mendapatian zin
Persyaratan Komitmen: Pengevaluasi | 1,5 Tahun 10 (sepulub) Pelsbuhan  Umum  melalii 0SS
1) Salinan  dokumen  perjanjian Izin dengan hari kerja i dolcumen
konsesi e tahapan dan Bvalussi | komitmen Kepada Kementerian
sesuai ketentuan  sebagaimana an Pembanguna | Perhubungan;
diatur UU 17 Tahun 2008 tentang Persyaratan: Dengan n Pelabuban
Polayaran, PP 61 Tahun 2009 Min. Gol. a Paling tahapan: 2. Kasi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha
tentang, Kepelsbuhsnan dan PM m/a lama 1 a. Verifikasi serta i
15 Tahun 2015, dan tahun. awal 2 hari Kepengusahaan  meneliti  kebenaran
untuk b. Verifiknsi dolumen persyaratan;
2) Salinan dokumen Rencana Induk Kasi Tata pelak tahap kedua
Pelabuhan; Guna Tanah, | usaha {apabila ada 3. Kasubdit Pelayanan Josa dan  Usaha
3) Rencana  teknis  bangunan Persiran dan | menyerah | perbaikan) Pelabuhin serta Bimbingan Pengusahasn
pelabuhan yang paling  sedikit Usaha kan paling lama memeriksa dokumen persyaratan;
memuat: Kepelabuhan | persyarata | 3 hari
a)gambar yang memuat situasi serta nsesuai | c. Penetapan 4 Disokuur Kopelabuhanan mengatahui deel
atan rencann tapak, denah. Bimbingan komitmen |  Pemenuhan penetapan  Pemenu
tampak dan potongan: Kepengusah Komitmen Pembangunan Pelabuhan:
bjgambar  rencana  pondasi oan b. Dokumen paling lnma
termasuk detailnya; diverifikas | 5 hari 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft
) gnmbar rencana kolom, balok. dan ioleh tim penetopan  Pomenuhan  Komitmen
bl de ety Ditien Pombangunan Polabuhan;
d)Kon: tanah Kasubdit dengan
(hnrlog/smm afi). Pelayanan hasil 6. Dircktur  Jenderal  Perhubungan  Leut
Afncac penspatsn faiiess Jusa dan perbaikan menyetsjui  penetspan  Pemenuhan
Usaha / Komitmen Pcnbu.lnnu Polabuhan;
9 Roordinat geografis minimal 4 Pelabuhan persetujun
fempan) titik yaitu 2 (dus) titk serta o 7. Bagian Umum dan Perlengkapan memberi
di sisi dermago/ perairen dan 2 Bimbingan nomor Penetapan Pemenuhan Komitmen
(dua) titik di d Fengusahaa Pembangunan Pelsbuhan
4) Kin Liagoungon edi dengan n menyampoikan notifikasi melalui Sistem
ketenmuan perundang-undangan 0SS yang terintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan,
Perizinan ;
Berusoha lemba Feiabat | waken | e Biaga | Pricbat Yang Masa Walktu
Yang _— ‘:‘;*‘m s m:‘:am R Persyaratan (R"p’ Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Dilaksonakan | Mene! . el Persyaratan JEvaluasi
Melalui Osa* fein ngeni
dan
Direktur c. Paling
Kepelabuhan | lama 6
n bulan
pelaku
usaha
melakuka
a
perbaikan
3. Pengoperasian Pelabuban T. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan [zin
Persyaratan Komitmen: Pengevahunsi 30 (tign 10 sepulub) | Monitoring & | Pelabuhan _ Umum  melalii 0SS
1) Berita ncara pemeriksaan fisik, uji | Rp. 0 Lzin puluh) hari bari kerja | Evaluasi dokumen
coba sandar/ lepas dan olah gerak Kepelabuhan Pengoperasia | komitmen kepada Kementerian
kipal oleh tim teknis terpadu an Dengan Dengan 1 Pelabuhsm Perhubungan;
yang  terdii  dari  unsur Persyaratan: | tahapan: tahapan:
Sekretariat Jenderal, Direktorat Min. Gol. a Verifikasi 2. Kot Tt G Tenah, Persiren den Usaa
Jenderal Pertubungan Laut yang mja a. Paling amwal 2 hari
paling sedikit memuat: lama20 | b. Verifikasi Kepengasahaan  menclii  kebonan
& Fembagunan pelabutin ot dan hari kerja tahap kedua dokumen persyaratan;
selesai pelaku {apabila ada
sesuni dengan Kasi Tata usaha perbaikan) 3. Kasubdit Pelayanan Jasa dan  Usaha
GunaTanah, | menyerahk | paling lama Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahann
fasilitas untuk Perairan dan | an sesuai 3 hari memeriksa dokumen persyaratan;
menjamin  kelancaran  arus Usaha komitme | c. Penetapan
penumpang dan barang, Kepelabuhan | b. Dilakukan Pemenuhan 4. Direktur Kepelabuhanan mengetahui draft
¢ Kecepatan sandar dan kondisi serta verifikisi komitmen
rmoga soat disandari kapal Bimbingan tahap paling lama Pongoporasian Polabuhan:
(defleksi dermaga, bollard, dan Kepengusah |  pertama, 5 hari
fendes) aan dengan 5. Kepala Bagian Hulum mengetahui draft
2) Daftar SDM dibidang teknis dibuktikan penctopan  Pomenuhan  Komitmen
pengoperasian  pelabuhan  yang dan hasil Pengoperasian Pelabuhan;
memilili  kualifikasi  dan perbaikan
kompetensi _ yang  dibuktikan Kasubdit dan/atau 6. Direktur Jemleml Ferhubungan  Laut
dengan sertifikat Pelayanan persetujua menyetujui netapan  Pomenuhan
3) Sistem dan prosedur pelayanan Jasa dan n Komitmen Pengoperasian Pelabuban.
kapal dan harang, Usaha
Pelabuhan 7. Bagian Umum dan Perlengkapan memberi
serta nomor Penetapan Pemenuhan Komitmen
Bimbingan Pengoperasian Pelabuhan dan
Pengusahas menyampaiken notifikesi melahii Sistem
n 0SS yang terintegrasi dengan  Sistem
Kementerian Perhubungan,
dan
Direktus
Kepelabuhan
an
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2. 1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Perizinan Berusaha "’,‘f"“‘ Pejabat Yang Wakeu s s Pejabat Yang Masa Waktu
No | Yang Dilaksanakan | . +4VE Menandatangan | Proses | poiod Persyaratan “’f") Verifikasi Checklist | Verifikasi Pengemvasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** ‘mm i P Persyaratan /Evaluasi
T leujum Fegintan | Kementerian | Direkmur T har | Maksimal Rp. Pengevaluasi 30 uga 0 Fengawasan Kegiatan Kerja Keruk
Kery Keruk | Perhubungan | Jenderal keia | 4 fempat) | . Kegiatan Kerja Keruk 1.500.000 | Bimbingan puluh) | (sepulub) | dilakukan oleh
dm/,.,.., Reklemasi Perhubungan untuk tahun Persyaratan Komitmen: fsatu juta | Usaha hari i ke di | 1. Pelaku Usaha yang telah
Laut  unwk | NIB 1. Peta  lat lima ratus | Pengerukan mendapatkan  Persetujuan
Persetujuan sengeubakt ocael | e dom Reklamasi | Dengan Kegiatan  Kerjn  Ke
Kegiatan  Kerja dan tempat | rupiah) | Persyaratan: | tahapan: dan/atau Reklamasi melalui
Keruk pembuangan  material Min. Gol. I1l/a o menyampuiken
10 hari keruk  yang  telah a. Paling dokumen pemenuhan
dan Kerja ‘mendapatkan dan lama komitmen kepada
untuk persetujuan dari 20 hari Kementerian Perhub:
Menteri tahepa Otoritas  Pelabuhan Kasi kesia 2. Kasi  Bimbingan  Usaha
Perhubungn atan Unit Bimbingsn pelaku Pengerukan dan Reklamasi
untuk poibi Penyelenggara Usaha usaha kedua ‘meneliti kebenaran
Persetujuan tan Pelabuben, yang Pengerukan menyer | (apabil dokumen persyaratan.
Kegiatan  Kerja | persetuj dilengkapi  dengan dan Reklamasi | ahkan aada 3. Kasubdit Pengerukan dan
Reklamasi uan koordinat geogeafis; sesuai perbuik Reklamasi memeriksn
2. peta pengukuran dan komitm | an) dokumen persyaratin;
alaman e paling 4. Dircktur  Kepelabuhanan
Kasubdit b. Paling lama 3 mengetshui deaft_penetapan
Pengerukan lama hari; Pemenuban  Komitmen
dan Reklamasi | 10 hari | c. Peneta Kogiatan Kerja Koruk.

3. profil/ potongan Dilakuk | pan 5. Kepaln Bagian Hukum
memanjang. dan an Pemen mengetahui draft penetapen
melintang, dan volume verifika uban Pemenuban
keruk: Direktur si komitm Kogiatan Kerja Koruk.

4. alignment alur- Kepelabuhana |  tahap en 6. Disektur
pelayaran: n pertam paling Perhubungan

5. o (slope) lama 5 menyetujui
alur pelayaran; dengan i Pemenuban

6. hasil  penyelidikan dibukti Kogiatan Korja oy
tanah  lokasi  yang kan 7. Bagisn  Umum  dan
akan dikeruk untuk hasil Perlengkapan memberi
mengetshui jenis dan perbaik nomor dan Bagian TU Dit
struktur dari tanah; an Kepelabuhanan
dan dan/at menginformasikan  kepada

7. hasil pengamatan arus au pelaku  ussha  untuk
untuk Tokasi persetu ‘membayar PNEP
pembuangan material juan (menerbitkan Billing PNBP);
keruk di laut. 8. Setelah pembayaran PNBP

8. dokumen lingkungan telah diverifikasi, Bagian TU
yang telsh Dit pelabubanan
oleh  pejabat  yang menyampaikan
berwenang  sesuai Pemenuhan Komitme
dengan  ketentuan Kogiatan _ Korja _Keruk
peraturan _perundang- melaln Sistem 0SS _yang
undangan di bidang terintegrasi dengan Sistem
linglungan hidup. Kementerian Perhubungan

. berita acara 9. Penetapan Pemenuhan
peninjanan  lapangan Komitmen Kegiatan Kesja

Tim  Teknis Keruk dan  menyampuiken

adu  Direktosat notifikesi melalui  Sistem
Jenderal Perhubungan 0SS ymg terintegras
Laut; dengan Snum Kementerian

10. Daftar pesalatan dapat Perhubuan,

berupa:
) jenis kapal keruk
‘hopper; dan/ atau

b} non hopper.

b Kegliton Kacie Rokinciont Pengevaluzsi 30 ftiga

laut  yang | 1.500. Bimbingan pulah) Kegiatan Kerja Reklamasi

mcnunmhnﬂmn lokasi | fsatu juta | Usaha hari
reklamasi yang telah | lima ratus | Pengerukan 10. Pelaku Usaha yang telah
‘mendapatkan ribu dan Reklamasi | Dengan
persetujuan duri | rupiah) Persysratan: | tahapan: Kegintan  Kerjn  Keruk
Otoritas  Pelabuhian Min. Gol. I/ a dan/atau Reklamasi melalui
atan Unit a. Paling 0ss ‘menyempuiken
Penyelenggara dan lama kasi dokumen pemenuhan
Pelabuhan, yang 20 hiri | b, Verifika | Keruk/reklamant komitmen kepada
dilengkapi  dengan kerja si Kementerian Perhubungan ;
koordinat geografis; Bimbingan pelaku tahap 11, Kasi  Bimbingan  Usaha

2. peta pengukuran Usaha usaha kedua Pengerukan dan Reklamasi
kedalaman awal Pengerukan menyer | (apabil meneliti kebenaran
(predredge  sounding) din Reldamasi | ahkan aada dokumen persyaratan.
dari Iokasi yang akan sesuai perbaik 12. Kasubdit Pengerukan dan
dikerjaken; dan komitm | an) Reklamasi memeriksa

3. dokumen lingkungan . paling dokumen persyaratan.
yang telsh  disahken Kasubdit b. Paling lama 5 13. Direktur  Kepelabuhanan
oleh  pejabat yang Pengerukan lama hari mengetahui draft_penetapan
berwenang  sesuai dan Reklamasi | 10 hari | ¢ Peneta Pemenuban  Komitmen
dengan  ketentan Dilakuk [ pan Esgieisa Kocje Reklamant;
peraturan perundang- dan an Pemen 14. Kepala Bagian
undangan  di bidang verifika | uhan mengetahui draft pemmp.m
linglungan hidup; Direktur si Komitm Pemenuban  Komitmen

4. berita acara Kepelabuhana | tahap en Kogiatan Kerja Roklamasi;
peninjanan  lapangan n Peitac paling 15. Disektur Jenderal
oleh  Tim  Teknis lama 5 Perhubungan Laut

Segin hari menyetujui draft penatapen
Jenderal Perhubungan dibukti

Laut; kan Kogiatan Kerja Rekiumaat
5. Daftar peralatan. hasil 16. Bagion  Umum  dan
perbaik Perlengkapan Setditjen
an Hubla memberi nomor Surat
dan/at Penyampaian draft
au penetapan Pemenuhan
persetu Komitmen Kegiatan Kerja
juan Roklamasi den
mengirimkan kepada
Sekretaris  Jenderal  cq.

Kepala Biro Hukum
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20,

N
N

Hukum memeriksa
draft penetapan Pemenuhan
Komitmen Kogiatan Kerja
Reklamasi.

Sekretaris Jendersl
mengetahui draft penetapan

den
memberi
Bagian TU Dit

Umum

g
nomor_dim
Kepe!
menginformasikan
pelaku  usaha  untuk
membayar PNBP
(menerbitkan Billing PUBP);
Biro Hukum

Kepada

menyampaikan
porsotujuan Menhub
kepada Ditjen Hubla
Setelah pembuyaran PNBP
telah diverifikasi, Bagian TU
Dit Kepelabubanan
menyampaikan  notifikasi
Pemenuhim Komitmen
Kegiatan Kerja Reklamasi
melalui Sistem 0SSy
terintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan

Terminal
ang
Bagi
Luar

Penetapan
Khusus
Terbuka
Perdagangan
Negeri

Kementerian
Perhubungan

Menteni
Perhubungan

15 hari
kerja
untuk
tahapa

n
penerbi
ton

persenj
uan

Selama

Usaha
menjalank
an usaha/
atau
kegiatann

Perayaratan:
Berita acara pemeriksaan
fisik, uji coba sandar/lepas
dan olah gerak kapal oleh

Kementerian Perhubungan,
Kementerian  Perdagangan
\Kementerian  Keuangan
yang i ik
‘memuat:
Aspek  Kesclamatan dan
Keamanan Pelayaran
a Kedalaman  perairan
minimal -6 LWS
b. Luas kolam

c. Sarana bantu navigasi

d. Fasilitas

SDM pandu

Rp-
1.500.000
fsatu juta
lima ratus
riby

u
rupish)
atou
sesuai
dengan
ketentuan

yang
mengatur
PNBP

Pengevaluas
Izin

Kepelabubana
n

Persyaratan:
Min. Gol. I1l/a
dan

15 flima
belas)
hari kerja

e

Monitoring_dan
evaluasi

penetapan
terminal khusus

yang  terbuka
bagi

perdagangan
Iuar negeri

Usaha yeng telah
netapan
Yang

Pelaku
me:

Khusus.

Tarif
meneliti
dokumen

Jasa  dan

persyaratan.
Kasubdit  Pelayanan  Jasa
dan Ussha Pelabuban serta
imbi Pengusahaan
dokumen

Kepelabuhanan
mengetahui draft penetapan
Pomenuhan  Komitmen
Terminal Khusus Yang
Torbuka Bagi Pordagangan
Luar Nogeri;

T Kapal patrol
dibutuhkan)
&  Menerapkan ISPS code

(bila

Aspek  Teknis  Fasilitas

Pelabuhan

a Dermaga beton
(minimal 1 tambatan)

b. Gudang tertutup

c. Perairan bongkar muat

d. Peralatan pencegahan
kebakasan

e Fasilitss pencegahan
pencemaran

Aspek Ekonomi
a Memunjang  industry

b. Ams
s

Kepala  Bagion  Hukum
mengetahui draft_penetapan
Pemenuhan Komitmen
Terminal Khusus Yang
Terbuka Bagi Perdagangan

Jenderal
Perhubungan Laut
menyewjui draft penetapan
Pemenuhan  Komitmen
Torminal Khusus Yang
Terbuka Bagi Perdagangan
Luar Negeri;
Bagian  Umum  dan
Pexlengkapim Setditjen
Hubla memberi nomor Surat
Penyampuian draft
Pemenuhan
Terminal

Khusus Yang Terbuka Bagi
Perdagangan Luar Negeri.
Sekretaris Jenderal
mengetahui draft_penetapan
Pemenuhan Komitmen
Terminal Khusus Yang
Terbuka Bagi Perdagangan
Luar Negeri,
Menteri menyetujui
penetapan  Pemenuhan
Komitmen Terminal
Khusus Yang Terbuka Bagi
Pordagangan Luar Negori:
Biro Usmum dan
Perlengk memberi
nomor dan Bagian TU Dit
Kepelabuhanan
menginformasikan  kepada
pelaly  ussha  untk
‘membayar PNBP
(menerbitkan Billing PNBP);
Biro Hukum
monyampaikan
rsetujuan Menhub
kepada Ditjen Hubla

. Setclah pembayaran  PNBP

telah diverifikasi, Bagian TU
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Kogiatan Korja Rokiamasi
melalui Sistem 0SS yang
terintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan

rminal

3 | zn Te Tembaga OSS | Kepala Lembaga | 1 han | 5 Tabun | 1. Terminal Khusus T. Pelaku  Usaha yang telah
Khusus/ TUKS oss an. | kerja mendapatkan  kzin  Terminal
Menteri untuk 1.1 Pombangunan atau 3 Pengevaluasi | 2 (dua) 10 Monitoring  dan [ Khusus/TUKS  melalui 08S
Perhubungan | NIB. Pengembangan Terminal | 3.000.000 | lzin Tahun (sepulub) | evaluasi menyampaikan dokumen
Khusus (Tign juta | Kepelabuhana hari kerja | pengembangan pemenuhan komitmen kepada
rupiah) n Dengan Tersus/ TUKS Kementerian Perhubungan;
Persyaratan Komitmen: atau tahapan: | Dengan 2. Kasi  Tata Guna Tanah,
10 hari 1) Nomor Induk Berusaha | sesuai Min. Gol. Ill/a | 1. Venfik | tahapan: Perairan dmn Usaha
kerja WIB): dengan asi 1. Verifik Kepelabuhan serta Bimbingan
untuk 2) kzin Usaha dengan bidang | ketentuan dan awal 1 asi Kepengusahaan meneliti
tahapa usaha imana | yang hari awal 2 kebenaran kumen
n tercantum dalam Peraturan | mengatur | Kasi Tata 2. Paling hari;
penerbi Menteri Perhubungan yang P Guna Tanah, lama 6 | 2. Verifik 3. Kasubdit Pelayanan Jasa dan
tan mengatur tentang Terminal Perairan dan {enam) asi serta
persetu Khusus dan TUKS; Usaha bulan tahap Bimbingan Pengusahaan
uan 3) Tanda  bukt Kepelabuhan waktu kedua dokumen
ke pemilikan hak atas serta perbai (apabil
atau tanda bukti perjanjian Bimbingan kan aada Kepelabuhanan
manfaatan tan; Kepengusahaa atan perbai mengetabui draft  penetupan
4) Kajian Teknis yang paling n melen kan) enul Komitmen
sedikit memuat: gkapi paling Pembangunan atau
&) Rencana  alur  keluar dan pesyar lama 3 Pengembangan Terminal
masuk Terminal Khusus; atan i sus.
b) Kedalaman Kolam Kasubdit 3. Paling | 3. Peneta 5. Kepala  Bagian  Hukum
inal Khusus; Pelayanan lama pan mengetahui  draft penetapan
<) Rencana volume Jasa dan 15 Pemen Pemenuhan Komitmen
muat, dan  frekuensi Usaha tahun uhan Pembangunan atau
kunjungan kapal serta Pelabuhan komit Pongombangan Terminal
rencana ukuran (tonase kan men Khusus;
dan  panjang)  kapal Bimbingan pemba paling 6. Direktur Jenderal
terbesar  yang  akan Pengusahaan nguna lama 5 Perhubungan Laut menyetujui
sandar/tambat; n hari Penetap Pomenuhan
d)Rintangan  Navigasi- dan fasilita Komitmen Pembangunan
Pelayaran; s atau Pengembangan Terminal
¢)Rencana  kebutuhan Direktur Tersus Khusus
Sarana Bantu Navigasi Kepelabuhana 7. Bagian Umum dan
Pelayaran; n Perlengkapan memberi nomor
5) Rencana teknis fasilitas dan jon  TU Dit
sandar/tambat yang paling Kepelabuhanan
sedikit memuat: menginformasikan kepada
a)Gambar denab, tampak, pelaku usaha untuk membayar
potongan dan ukuran PNBP  (menerbitkan i
(dimens)  serta jenis PNBP);
‘material konstruksi; 8. Setclah  pembayaran  PNBP
b)Koordinat ge: telah diverifikasi, Bagi
minimal 4 fempay) titik Dit Kepelabuhanan
yaitu 2 (dua) titik di sisi menyam) notifikasi
dermaga perairan dan 2 Pemenuhan Komitmen
(dua) titik di darat; Pombangunan atau
<) Peta Dacrah Lingkungan Pongombangan Torminal
Kega  dan  Daerah Khusus melalui Sistem 0SS
Lingkungan Kepentingan yang  terintegrasi  dengan
tertenn Sistem i
Khusus Perbabungan
d)Peta  situasi Terminal
Khusus terhadap
Instalasi/Bangunan lain
di sekitarnya:
6) Berita acara peninjauan
dan  evaluasi  rencana
pembangunan Tersus oleh
Syahbandar pada
pelabuhan terdekat  dan
Distrik Navigasi Setempat
yang paling sedikit memuat:
) Data fasilitas
sandar/tambat:
b) Koordinat geografis
minimal 4 fempat) titik
yaitu 2 (dua) titik di sisi
dermaga/ perairan dan 2
(dua) titik di darat;
) Rencana  alur  keluar
‘masuk Terminal Khusus
rencana
penempatan  Sarana
Bantu Navigasi-
Pelayaran;
7) kin lingkungan  sesuai
ketentuan perundang
undangan:
Pengoperasian Terminal 3 (tiga) 1. Pelaku  Usaha yang telah
Khusus hari selesai melaksanakan
kerja pembangunan/ pengembangan
1) Berita acara pemeriksaan Dengan Tersus menyampaikan
fisik, uji oba 3 dokumen pemenuhan
sandar/lepas  dan  olah . Verifik komitmen kepada Kementerian
gerak  kapal  oleh i Perhubungan;
Syahbandar o awal 1 2.Kasi Tata Guna Tanah,
pelabuhan terdekat yang hari; Perairan Usaha
dikit memuat: 2. Verifik Kepelabuhan serta Bimbingan
a Pembangunan  Terminal asi Kepengusahaan meneliti
Khusus telah  selesai tahap kebenaran dokumen
dilaksan sesusi kedua persyaratan.
dengan Penetapan {apabil 3. Knsubdit Pelayanan Jasa dan
Pemenuhan Komitmen aada Usaha  Pelabuhan  serta
Pembangunan atau perbai Bimbingan Pengusahaan
Pongembangan Terminal ko) memeriksa dokumen
Khusus. i persyaratan,
b.hasil pembangunan atau lama 1 4. Direktur Kepelabuhanan
pengembangan  Terminal hari; menyetujui penetapan
Khusus telah memenuhi 3. Peneta Pemenuhan Komitmen
aspek ke amansn, Pengoperasian Terminal
ketertiban, dan Pemen Khusus;
keselamatan pelayaran; uhan 5. Bagian TU Dit Kepelabuhanan
komit memberi nomor Penetapan
men Pomonuhan Komitmon

Terminal
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Tama 1 Khusus dan _menyampmkan

hari notifikasi melalui Sistem 0SS
yang  terintegrasi  dengan
Sistem Kementerian
Perhubungan

1.2 r-rpuu.-p. Izin
Komersial atau 5 flima) 1. Tehapan tata cara pengajuan
Operasionsl Tersus hari perpanjangan Izin  Komersial
Persyaratan Komitmen: kerja atau Operasional Tersus sesua

1) Nomor Induk Berusaha Dengan dengan tata
wB); tahapan: pengajuan pengoperasian

2) Izin Usaha dengan bidang | Rp. 1. Verifik Tersus;
usaha sebagaimana | 1.500.000 asi 2. Bagian TU Dit kepelnlmhmnn
tercantum dalam Peraturan | fsaru juta awal | memberi  nomor
Menteri Perhubungem yang | lima ratus hari; Pomenuhan nmun:m-n
mengatur tentang Terminal | ribu 2. Verifik Perpanjangan Izin Komersial
Khusus dan TUKS; rupiah) asi atau Operasional Tersus dan

3) Salinan Izin Pengoperasian | atau tahap menginformasikan  kepada
Tersus; sesuai kedua pelaku usaha untuk membayar

4) Tanda  buki  status | dengan fapabil PNBP  {menerbitkan
ke pemilikan hak atas tanah | ketentuan aada PNBP);
atan tanda bukti perjanjian | yang 3, Setel pembayaran  PNBP
pemanfastan tanah; mengatur nelnll diverifikasi, Bagien TU

5) Peta rah  Lingkungan | PNBP Kepelabuhanan
Kerja  dan Daerah nuym.mkm notifikesi

K hari: Pemenuhan Komitmen
tertentu Terminal Khusus; 3. Peneta Pecpmajuisies et Komersial

6) Berita acara peninjanan pan Operasional  Tersus

evaluasi  oleh Pemen uum Sistem 0SS yang
Syahbandar pada uhan terintegrasi  dengan  Sistem
pelabuhan terdekat  yang komit Kementerian Perhubungan
lmhﬂg sedikit memuat: men
abahwa fasilitas  Tersus paling
tidak ‘mengalami lama 3
rubahan  dari  lzin hari
sebelumnya;
b.bahwa  dari aspek
kese dan
keamanan  pelayaran
serta teknis
kepelabuhanan,  Tersus
masih layak digunakan;

1.3 Penyesuaian Izin 5 flima) 1. Tahapan tata cara pengajuan
Komersial atau hari penyesuaian  Izin  Komersial
Oporasional Tersus kerja atau Operasional Tersus sesuai
Persyaratan Komitme n: Dengan dengan

1) Nomor Induk Berusaha tahapan: pengajuan pengoperasian
WIB); 1. Verifik Tersus;

2) kzin Ussha dengan bidang asi 2. Bagian TU Dit Kepelahn.hman
usaha sebagai awal 1 memberi nomor  Penetapan
tercantum dalam Peraturan | Rp i Pu-'nuhu xo-mm.n
Menteri Perhubungan yang | 1.500.000 2. Verifik Penyesuaian lzin Komersial

ngatur tentang Terminal | fsatu juta asi atau Operasional Tersus dan
Khusus dan TUKS; Ema rams tahap kepada

3] Sahnan lzin Pengoperasian | nbu Tedua pelaku usaha untuk membayar
Tersus  atau  Surat | rupi fapabil PNBP  (menesbitkan Billing
Pemyataan bahwa Tersus | atau aada PNBF);
telah beroperasi sebelum | sesuai perbai 3.Setelash pembayaran PNBP
berlakunya PM 20 Tshun | dengan kan) telah diverifikasi, Bagian TU
2017; ketentuan Kepelabubanan

4) Tanda  buki  stams | yang lama 1 menyampaikan notifikasi
ke pemilikan hak atas tanah | mengatur hari; Pomonuhan Komitmen
atan tanda bukei perjanjion | PNBP 3. Peneta Penyesuaian Izin Komersial
pemanfaatan atau  Operasional Tersus
mndn hulm pengnlmm Pemen melalui  Sistem 0SS yang

pemilikan  aset terintegrasi  dengan  Sistem
ailten nm.s. komit Kementerian Perhubungan

5) Peta Daerah Lingkungan men
Ketja  dan Daerah paling
Lingkungan  Kepentingan lama 3
tertentu Terminal Khusus; hari

6) Berita acara  peninjauan

evaluasi  oleh
Syahbandar pada
terdekat  yang
paling sedikit memuat:
a Data fasilitas
sandar/ tambat;
b. Koordinat geoprafis
minimal 4 (empat) titik
vmm 2 (dua) titk di sisi
rmaga/ perairan dan 2
Hunl titik di darat;
cbabwa  dari  aspek
keselamatan dan
keamansan pelayaran
serta teknis
kepelabuhanan,  Tersus
‘masib layak digunakisn;
T | Terminal | Lemboga OSS | Kepala Lembaga | 1 han | 5 Tahun | 2. Terminal Tntuk | Rp. T Pelaku  Usaha  yang telah
Khusus/ TUKS oss an. | kerja Kopentingan Sendiri | 1.500.000 ndap Terminal
Menteri untuk (TUKS) (Tiga juta | Pengevaluasi | 2 (dua) 10 Monitoring dan |  Khusus/TUKS  melalui 0SS
Perhubungan | NIB. rupiah) Izin Tahun (sepulub) | evaluas menyampaikan dokumen
2.1 Pembangunan atau atau Kepelabuhana Hari pengembangan pemenuhan komitmen kepada
Pengembangan TUKS sesuai Dengan Tersus/ TUKS Kementerian Perhubungan;

dengan : tahapan: | Dengan 2.Kasi Tata Guna Tanah,

10 hasi Persyaratan Komitmen: ketentan | Min. Gol. lifa | 1. Verifik : Peraitan dan Usiaha
rja 1) Nomor Induk Berusaha | yang asi 1. Venifik Kepelabuban serta Bimbingan
untuk NIB), mengatur dan awal 1 i Kepengusahaan meneliti
tahapa 2) lzm Usaha dengan bidang P hari awal 2 kebenaran dokumen

sebagsimana Kasi Tata 2. Paling hari; persyaratan.

penesbi a8 dalam Peratusan Guna Tanah, lama 6 | 2. Verifik 3. Kasubdit m.ym Jasa dan
tan Menteri Perhubungan yang Perairan dan (enam) asi labuhan  serta
persetuj mengatur tentang Terminal Usaha bulan Bimbingm Pengusahaan
uan Khusus dan TUKS; Kepelabuban waktu kedua memeriksa dokumen

%) Tanda  buki  stawms serta perbai (apabil persyaratan.
ke pemilikan hak atas tanah Bimbingan kan aada 4. Direktur Kepelabuhanan
atau tanda bukti perjanjian Kepengusahas atau perbai mengetahui  draft  penetapan
pemanfaatan tanah; n melen kan) Pomonuhan Komitmen

4] Kajian Teknis yang paling i paling au
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sedilt memuat: dan pesyar Tama 3 Pongembangan TUKS.
a)Rencana  alur  keluar atan hari: 5. Kepala  Bagian  Hukum
masuk Terminal Untuk Kasubdit 3. Paling | 3. Pencta mengetabui  draft  penetapan
Kepentingan Sendii; Pelayanan lama pan Pemenuhan Komitmen
b)Kedalaman kolam Jasa dan 15 Pemen Pembangunan atau
Terminal Untuk Usaha tahun Pongombangan TUKS;
Kepentingan Sendiri; Pelabuhan komit 6. Direktur Jenderal
<) Rencana volume bongkar serta kan men Rrhuhungun Laut menyetujui
muat. dan  frekuensi Bimbingan pemba i netapan Pemenuhan
Jkunjungan kapal serta Pengusahaan nguna lama 5 Fomitmen Pembangunan
rencana ukuran (tonase n hari atau Pengombangan TUKS .
dan  panj kapal dan fasilita 7. Bagian Umum dan
terbesar  yang  akan s Perlengkapan memben nomor
sandar/tambat; Direktur TUKS Penetapan Pemenuhan
d)Rintangen  Navigasi Kepelabuhana Komitmen  Pembangunan
Pelayaran; n atau  Pengembangan TUKS
€)Rencana  kebutuhan an Bagian  TU  Dit
Sarana Bantu Navigasi. Kepelabuhanan
Pelayaran; menginformasikan  kepada
5) Rencana teknis fasilitas pelaku usaha untuk membayar
sandar/ tambat yang paling PNBP  (menerbitkan  Billing
sedikit memuar PNBF);
a)Gambar denah, tampak, 8. Setelah  pembayaran  PNBP
potongan dan ukuran verifikasi, B [
(dimensi) serta jenis epelabubanan
‘material konstruksi notifikasi
b} Koordinat geografis mmn-.m.u
minimal 4 fempar) titik
yaitu 2 (dua) titik di sisi Pengombangan TUKS melnlul
lermaga/ perairan dan Sistem OSS yang_terintegrasi
(dua) titile di darat; dengan Sistem Kementerian
©) Gambar situasi Terminal Perhubungan.
Untuk Kepentingan
iri ethadap
In:udu:ll!nngunm lain
di sekitarnya:
©6) Berita acara peninjanan
dan e rencana
pembangunan TUKS oleh
Syahbandar pada
pelabuban terdekat yang
paling sedikit memuat:
aj Data fasilitas
sandar/tambat;,
b)kooldmut geografis
4 fempan) titik
ymm 1 (dua) titik di sisi
dermaga/ perairan dan 2
(dua) titik di darat;
c)Rencana  alur  keluar
masuk Terminal Untuk
Kepentingan Scnd.iri dan
rencana nempatan
Satana Bants HNavigasi-
Pelayaran;
7) Izn  lingkungan  sesum
ketentuan perundang-
undangan;
3 figa) tata cara pengajuan
hasi Pengoperasian  TUKS  sesuai
Pengoperasian TUKS. kerja dengan  tahapan tata  cara
Dengan pengajuan pengoperasian
8) Berita acara pemeriksaan Tersus;

fisik, uji cobn sandar/ lepas
dan olah gerak kapal oleh
Synhhmdnr pada
tesdekat yang

pnlmg sedikit memuat:
a Pembangunan  TUKS
telah i

Pemenuhan Komitmen
Pembangunan atau
Pengembangan TUKS.

b hasil pembangunan atiu

Khusus telah memenuhi
ke,

aspek amanan, 3.
ketertiban, dan pan
keselamatan pelayaran; Pemen
uhan
komit
men
paling,
lama 1
hari
Rp.
1.500.000 1 tata cara pengajuan
2.1 Perpanjangan Izin fsatu juta 5 Qima) perpmjangan lzin Komersial
Komersial atau lima ratus hari atau Operasional TUKS sesuai
Operasional TUKS u kerja dengan tshapan tata  cars
Persyaratan Komitmen: rupiah) Dengan pengajuan pengoperasian
1) Nomor Induk Berusaha | atau rsus;
NB); sesuai 1. Verifik 2. Bagian TU Dit Kepelabuhanan
2) Izin Usaha dengan bidang | dengan i memberi  nomor  Penctapan
usaha sebagaimana | ketentuan awal 1 Pemenuhan Komitmen
tercantum dalam Peraturan | yang hari; Perpanjangan Izin Komersial
Menteri Perhubungan yang | mengatur 2. Veritik atau Operasional TUKS dan
PNEP asi menginformasikan kepada
pelaku usaha untuk membayar
) Salinan I kedua PNBP  (meperbitkan  Billing
a) {apabil PNEF);
aada 3. Setelsh  pembayaran  PNBP
atan tanda bukti perjanjian perbai telah diverifikasi, Bagian TU
pemanfaatan tanah; kan) Dit Kepelabuhanan
5) Berita acara peninjauan i menyampaikan notifikasi
dan evaluasi oleh lama 1 Pomonuhan Komitmon
pada hari; in Komersial
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‘pelabuban mdekm yang 3. Pencta atau  Oporasional  TUKS
paling sedikit pan melalui Sistem 0SS yang
babren fonihtm | TUKS Pemen terintegrasi _dengan  Sistem
tidak mengalami uhan Kementerian Peshubungan
perubahan  dari  lzin komit
sebelumnya; men
b.bahwa  dari  aspek paling
kesclamatan dan lama 3
keamanan  pelayaran hari
serta teknis
kepelnbuhmmn, Tersus
‘masih layak ;
Rp. 1. Tuhapan tatn cara penwum
2.3 Penyesuaian Izin 1.500.000 penyesusian Izin Komersial
Komersial atau fsatujuta atau Operasional TUKS sesuai
Operasional TUKS hmu ratus dengan tata  cara
Persyaratan Komitmen: pengajuan pengoperasian
1) Nomor Induk Berusaha rupmh) Tersus;
WNIB): atau 2. Bagian TU Dit Kepelabuhanan
2) Izin Usaha dengan bidang | sesusi memberi  nomor Penetapan
usaha sebagaimana | dengen Pomenuhan Komitmen
tercantum dalam Peraturan | ketentuan yesuaian Izin Komersial
Menteri Perhubungan yang | yang atau Operasional TUKS dan
mengatur te Terminal | mengatur menginformasikan  kepada
Khusus dan TUKS, PNBP pelals usaha untuk membayar
9) Salinan lzin TUKS atau e {menerbitkan  Billing
Surat  Pernyatasn  bahwa PNBF);
TUKS telah  beroperasi 5. Sotaloh pembayaran  PNBP
sebelum berlakunya FM 20 telah diverifikasi, B
Tahun 2017; Dit kepelnbuhmmn
4) Tanda  buki  stams menyampaikan notifikas
kepemilikin hak atas tanah Pomenuhan Komitmen
atan tanda bukti perjanjian Penyesuaian Izin Komersial
pemanfaatan tanah  atau atau  Operasional  TUKS
tanda bukti pengalihan 5. Penita melalui  Sistem 0SS yang
status  kepemilikan aset pan. terintegrasi  dengan  Sistem
fasilitas Tersus; Pemen Kementerim Perhubungan
5) Berita acara peninjmuan uhan
dan  evaluasi  oleh komit
Syn.hbsndur pada men
terdekat  yang i
Peling sedikit mesmuet: lama 3
a Data hari
sendar/tombat;
b. Koor ografis
minimal 4 (empat) titik
yaitu 2 (duo) titik di sisi
dermaga/ perairan dan 2
(dua) titik di darat;
c.babwa  dari  aspek
keselamatan dan
keamanan  pelayaran
serta teknis
kepelsbuhanan,  TUKS
‘masih layal di
3. Pondaftaran Tzin | Rp. - Pengevaluas: EXTTl - Tuhapan tata cara_pengajuan
Tersus/ TUKS yang masih Izin puluh) hari Puiuletacet il Terasal TUKS
berlaku ke sistom OSS. Kepelabuhana hari kerja sesuni dengan
Persyaratan Komitmen: n Dengan cara pengajuan pengoperaem
1) Nomor Induk Berusaha Dengan : Tersus;
WIB); Min. Gol. 1ll/a | tahapan: 1. Verifik
2) Izin Ussha dengan h-img dan asi Selanjutnya  menyampaikan
us\n.hn seb a. Paling awal 1 laporem/notifikasi atas i
um dalam Poratiran Kasi Tata lama hari; yang telah diterbitkan kepada
Mentesi Perhubungan yang Guna 20 2. Verifik mbaga 0SS
mengatur tentang Terminal Perairan dan hari asi
Khusus dan TUKS; Usaha kerja
3) Salnan  Irn  Operasi Kepelabuhan palak kedua
rmm/mm yang masih serta u {apabil
berlaku; Bimbingan usah noda
Kepengusahaa a perbai
n ny )
dan erahk paling
an lama 1
Kasubdit sesun hari;
Pelayanan i 3. Peneta
Jasa dan komit
Usaha me Pemen
Pelabuhan b. Dilak uhan
serta ukan komit
Bimbingan verifi men
Pen 0 ks paling
dan lama 1
perta heri
Direktur ma,
Kepelabuhana denga
n n
dibuk
tiken
hasil
perba
ikan
dan/
atau
perset
uj
Penetapan Kementerian | Menteri T han | Selama Fengovaluas Monitoring _dan
Kesja Badan Persyaratan Komitmen: 2 (dus) 15 flima | evaluasi
Wilayah Tertenta di unt Usaha 1) Nomor Induk Berusaha Kepelubuhana un belas) | Penetapan Tehapan tata. caza pevgium
Daratan NIB menjalsmk IB): hari kesja | Pembangunan Penetapan unén,
Perairan  sebagai o camtaf | 2) ik Vel Rl Dengan Wilayah Tertentu Wiy Teriond i Daratan
Pelabuban au U reyaratan : an: | Dengan [ di D: atan Perairan  sebagai
legiaionn | ) Perayaratan laicaye sesusi Min_Gol. lfa | 1. Verifi ;| Peroican sebogai | Pelabuban  sesusi dengan
15 hari | ya dengan persyaratan dan kosi | o Verifika | Fel tahapan tata cara pengajuan
kesja penetapan lokasi. Kasi Jasa dan awal si awal penetapan lokasi Pelabuhan,
untuk Pelabuhan, Pembangunan Tarif Ihari | 5 hori Pembangunan Pelabuban dan
tahapa Pelsbuhan Pelabuhan 2. Paling | b. Verifika Pengoperasian Pelabuan
n Pengoperasian Pelabuhan dan lama6 | si
penesbi Kasubdit {enam) Selanjutnya mnymnpmkm
‘ Pelayanan bulan kedua laporan/notifikasi atas
persetuj Jasa dan waktu (apabil yang_telah kepadn
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wn Usahn perbm | anda Tembaga 0SS
Pelabuhan kan perbaik
56 atay an)
Bimbingan melen | paling
Pe gkapi lama 5
dom pesyar
Direktur atan Penetapa
Kepelabuhana | Paling

n
lama 1.5 | Pemenuh

tahun an
dilakuka | komitmen
n

paling
pembang lama 5
unan hari
fasilitas
dermaga.
B. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
1. 1ZIN USAHA
Pejabat
Perizinan Berusaha 1‘",""’“ Pejabat Yang Waktu » " Yang Masa Waktu
No ‘ang Dil ang Proses. &":;‘u Persyaratan n‘g,‘ Verifikasi | Checkdist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melnlui Oss* o eni & Persyarata [ Evalussi
n
T. | Izin Usaha Angkutan | Lembaga Kepala 3 (tiga) jom | » Selama | L. Sesuai 0SS SIUPAL Petugas/ | 30  Hari | 3 Hani Keja | Evaluasi SIUPAL
Laut terdiri dari: 0SS Atas | Lembaga terhitung | perusah | IL Persyaratan Lainnya Rp.2.000.000 | Pejabat Kerja setigp 2 [ 1. Pemohon mengajukan|
Usaha | Noma 08S  an | sejak aan 1) Persyaratan fdun  juta | yang - 20 Hari Tahun permohonan  Giin  Usaha
Anghkutan  Laut | Menteri Dirjen pemenuha | masih #) memiliki paling sedikit 1| rupiah) Berkompet | untuk terhadap Angkutan Laut {Angkutan di
(Angkutn  di Perhubunga | 0 symat | melaku (satu) orang fenaga ahli en Pemenu pelaksannan Perairam) (SIUPAL) i/ atau
rair n Laut awal Kan di bidang pelayaran atan han n  Kegiatan Izin Operasi Angkutan Laut|
(SIUPAL); ateas lengkap kegiata perkapalan dengan Persyar Usaha Khusus (SIOPSUS}ke _aplikasi
dan n berijazah ANT I aten ATT atan SIMLALA setelah
erahkan | usahan Il atau D Ml Perkapalan - 5Hari NIB melalui sistem Onfine
nys surat | ya o, yang  dibuktikan dengan Verifikasi Single Submission (0SS)
pernyataa masil i ijazah yang 5 Hari 2. Pemohon menyampaikan surat
o memilik dilegalisir oleh instansi yang, Perbaikan permohonan kepada Direktur|
pemenuha | i kapal berwenang: Jenderal FPerhubungan  Laut|
n dan b) khusus  untuk  usaha dan  mengupload  berkas
komitmen | melaks patungan  (joint  venture i
PMDN dan PMA), komposisi
kewaiib saham  minimal 51 % 3
annya dikuasai  badan  usahn
sesuni nasional;
Izin ¢ memilili rencana usaha
yang dan rencana
diberika pengoperasian kapal 4
n. (shipping bussines
Perusah plan).dan
ann
pemegan | 2) Persyaratan teknis:
& I memilki  kapal bermotor 5. Kasubdit Pengembangan|
SIUPAL (memiliki mesin penggerak Ussha  Angkutan  Laut
Waiib sendiri) berbendera {pmsriken . “"“)":::
mengaju ? persyaratan trasi
Indodesle; youg, ek It teknis yang telah diupload dan
validasi eagen Uluian faling keck menginformasikan  kepada
SIUPAL GT 175 secara kumulatif ; pemohon untuk  membayar
sstiap: 2 atau PNBP.
tahun 6. Dircktur Lalu Lintas dan
sckali 2. memiliki  kapal  tunda Angkutan  Laut  mengetabui
Persetujuan Surat Izn Usaha
'::"“d"“ Indonesle,: yeng Perusahasn Angkutan  Laut|
Jak lwut  paling sedikic. 1 (SIUPAL) dan/ atau Izin Operasi
(satu) unit dengan ukuran Anglutan  Laut  Khusus,
paling kecil GT 175; atau (SIOPSUS)pada aplikasi
SIMLALA
7. Diselctur Jenderal
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3. memiliki_tongkang bermotor Perhubungan Laut menyetujui
(memiliki mesin penggerak Persetujuen Surat Izin Ussha
sendiri) berbendera Perusahoan  Angkutan  Laut
Indonesia yang laik laut (SIUPAL) dan/ atau Izin Operasil
paling sedikit 1 (satu) unit Angkutan  Lant  Khusus
dengan ukuran paling kecil (SIOPSUS)pada aplikas
GT 175 dan dilampiri dengan SIMLALA.
bar  Rencana  Umum 8. Pemohon me lakukan
(General Amrangement); atan pembayaran PNBP  melahui
4. memiliki kapal tunda Sistem online SIMLALA
berbendera Indonesia yang, 9. Pemberian  nomor  Surat
lak laut paling sedikit 1 Persetujuan Surat Izin Usaha
(satu) unit dengan  daya Perusahaan  Angkutan  Laut
motor  penggerak  paling (SIUPAL) dan/ atau Izin Operasil
kecil 150  tenaga  kuda Angkutan  Lmmt  Khusus
(TK/HP) ditambah paling (SIOPSUS)pada asi
sedikit 1 (satu) unit tongkang. SIMLALA.
berukuran paling kecil GT 10, Surat  Persetujumn  secara,
175; atan otomatis 1 o
5. Kepemilikan kapal ke sistem 0SS untuk
sobagsimana dimaksud butis diaktiflan ljin Berusahanya
a. b, c dan d harus dapat 11, mencetak surat Persetujuan
dﬂ)uku]mn melalui dokumen Surat Izin Usaha Perusahaan
grosse akta kapal: tan  Laut
6. Laik  laut  sebogaimana domfatan Izn
dimaksud butir 1. 2, 3 dan 4 Angkutan  Laut us
harus  dapest  dibuktikan (SIOPSUS) melolui  apliksi
melalui: SIMLALA: dasar
a) surat penerbitan Surat Izin Usaha
masih berlaku Perusahasn  Anghutan  Leut
b) Surat Tanda Kebangsann [SIUPAL)  dan/atau Iz
kapal yang masih berlaku; Operasi  Anglutan  Laut
©) Se Garis Muat yang. K lofat) “ai
‘masih berlak enterian Perhubungan
d) Sertifikat  keselamatan 12. Fermahon / penanggung juwab
kapal yang masih berlaku; dapat cndatangi
dan Kementerian _ Peshyubungan
o) Gt bagi tongkang untuk mengambil Persetujuan
SIUPAL dengan  membawa
7 umsm ik s patungan bukti  Pembayaran P
(joint venture FMDN dan PMA), Persetujuan Surat lzin Usaha
harus memiliki 1 (satu) unit Perusahaan  Anghutan  Laut
kapal bermotor berbenderal SIVPAL}  dan/atau  Izin
Indonesia  dengan  ukuran Operasi  Angkutan  Laut
paling kecil GT. 5000 dan Khusus (SIOPSUS)
diawaki  oleh  swsk  kapal 13, Surat persetujuan digunak;
berkewarganegaraan Indonesia untuk Log in  dengan
yang  dibuktiken  dengan| menggunakan users dan
dokumen : password di simlala
1. grosse akta kapal; 14. Selanjutnya _ menyampaikan
2. surat ukur kapal yang laporan/ notifikasi atas izin
masih berlaku; yang telah diterbitkan kepada
3. Surat Tanda Kebangsasn Lembaga 0SS
Kapal yang masih berlaku
4. sertifikat kesclamatan kapal
yang masih berlaku; dan
5. Se Klasifikasi kapal
b, Ian Operasi | Lembaga Kepala 3 (tign) jam | » Selama | I. Sesuai 0SS Rp. 1 Petugns/ 3 Han Kerja | Bvaluasi SIOPSUS
Anglutan  Laut [ 0SS Atms | Lembaga terhit perusah | 1L Persyaratan Lainnya: 500.000 Pejabat 30 Hari setiop 2
Khusus Noma 0SS an | sejak aan Gatu juta | yang Kerja Tahun 1. Pemohon mengajukim
(SIOPSUS) Menteri Disjen masih  [1) i ratus | Berkompet | - 20 Hari terhadap permohonan  fjin  Usahal
Perhubunga | n syarat melaku memiliki  win  usaha  atou| siburupish) | en untuk pelaksannan Angkutan Laut {Angkutmn il
n Laut awal kan rekomendasi  dari  mstansi Pemenu n  Kegintan Perairan) (SIUPAL)  dan/ atau
lengkap keginta pembina usaha pokoknya; han Izin Operasi Laut]
dan n b) memiliki g sedikt 1 Persyar Khusus (SIOPSUSHke apliknsi
diserahkan | usahan aty) orang tenaga ohli di atan SIMLALA setelah mendapatkan
nyasurat | ya . bidang, pelayaran atau - 5 Hari NIB  melalui  sistem  Onfine
peryataa | masih per dengan berijazah Verifikasi Single Submission (0SS).
n ‘memilik ANT Tl atau ATT 1II atau D 11 5 Hari 2. Pemohon menyampakan surat
pemenuha | i kapal Perkapaln_yang  dibuktikan Perbaiknn permohonan kepuda Direktus |
n dan dengan solinan jjazah yang Jenderal Perhubungan  Laut
komitmen | melaks dilgelisis_oleh insansi yang dan  menguplond  berkas
anaken berwenang: Persyaratan _administrasi dan
kewajib | ) khusus untuk usaha patungan teknis ke aplikasi SIMLALA,
wa (oint 3. Berkas persyaratan yang telah
sesuai komposisi saham minimal 51 % load perusahaan
Izin dikuasi badan usaha nasional; verifikasi oleh Pelaksana di
yang d) memiliki rencana usaha dan Subdit Pengembangan Usaha
diberika rencana pengoperasian  kapal anghkutan laut.
n {bussines plan); 4. Kasi Bimbingan Usaha dan
Perusah Tarif Angkutan Leut meneliti
aan 2)  Persyaratan teknis: ksbeneren dokumen
pemesn a. memili ing  sedikit 1 asi dan teknis yang|
fsatu) unit kapal telah d.mplond
Stwral berbendera Indonesia yang 5. Kasubdit Pengembangan
Wajib Lk laut dengan ukuran Usaha  Angkutan  Laut
mengaiu dan tipe apal memeriksn dokumen!
an disesuaikan  dengan jenis persyaratan administrasi dan
validasi usaha pokoknya; teknis yang telah diupload dan
SIUPAL b. Kepemilikan kapal dapat menginformas kepada|
setiap 2 dibuktiken melalui: pemohon ale  membayar
tahun 1) grosse akta kapal;
sekali 2) surat ukur kapal yang 6. Direktur Lalu  Lintas  dan
masih berlal; tan  Laut mengetahui
3) Surat Tanda Kebangsaan Persetujuan Surat Izin Usaha
Wymgmmh Perusahaan  Angkutan  Leut|
(SIUPAL) dan atau Izin Operasi
4y b Angkutan  Laut  Khusus
kapal yang masih (SIOPSUS)pada aplikasi
berlaku; dan SIMLALA.
5) sertifikat klasifikasi kapal 7. Direktur Jenderal
jika kapal masuk klas Perhubungan Laut menyetujui
l’exsel.ujnm Surat lzin Usaha
Peru: Angkutan  Laut|
(SIUPAL) dan/ atan Izin Operasi
Angkutan  Laut  Khusus
SIOFSUSipada aplikasi
5. Pembes

me Inkukan|
pembayaran PNBP  melaluil
Sistem online SIMLALA
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4. Selanjutnya

Pemberian  nomor  Surat
Persetujuan Surat Izin Usaha
Perusahaan tan  Laut
(SIUPAL) dan/ atau Izin Operasi
Anglkutan Laut Khusus
(SIOPSUS)pada aplikasi
SIMLALA.

Persetujuan secara
otomatis akan terkirim online
ke sistem 0SS

ifkcan ljin Berusahanya

mencetak surat Persetujuan

Angkutan  Laut  (SIUPAL)
dan/atau  Izin  Operasi
Angutan  Laut  Khusus
SIOPSUS) melalui  aplikasi
SIMLALAse bagai dasar
penerbitan Surat lzin Usaha
Perusahaan ttan  Laut
SIUPAL)  danfata  Izin
Operasi  Angkutan  Laut
Khusus (SIOPSUS) di

Kementerian Perhubungsn

2. Pemohon / penanggung jawab
dapat mendatang:
Kementerian  Perhubungan
untuk mengambil Persetujuim
SIUPAL  dengan  membewa
bukti Pembayaran  PNBP
Persetujuan Surat Izin Usaha
Perusahaan Anglutan  Laut

SIUPAL)  danjatau  lzin
Operasi  Angkutan  Laut
Khusus (SIOPSUS).

3. Surat persetujuan digunskan

untuk  Log in dengan
menggunaken username dan
password di simlala.

e nyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin
yang telah diterbitkan kepada
Lembaga 0SS

2 | Tzin Usaha Angkutan | Pemda Gubemnur 3 (uga) jam | lzn T, Memilik NIB. PNEP Petugas/ 3 (ga) hari |1 Bvaluasi | 1. Badan usaha mengajukan
Leut. Pelayaran atau terhitung | usaha 2. Memiliki kapal layar Pejabat kerja setiop 1 | permohonan kepada Gubesnur
Rakyat (Angkutan Di Bupati/Wali | sejak berlaku berbendera Indonesia yang laik yang (satu) atau  Bupati/Walikota  sesuai
Perairan) kota pemenuha | selama laut dan digerakkan Berkompet 7 hari Ketja Tahun dengan kewenangannya disertai

0 syarat | badan sepenulnya  dengan  tenaga en Dengan terhadap dengan dokumen persyaratan;
awal usaha gin. tahapan: pelaksann | 2. Berdasarkan permohonan,
lengkap masih 3. Memilki ki layar motor 1. Verifikasi aan Gubernur atau Bupati/ Walikota
dan menjala tradisional berbenddera dokumen Kegiatan sesuai dengan kewenangannya
diserahkan | nkan Indonesia  yang laik laut kelengka Usaha melak penelitian
nya surat | kegiatan berukuransampai_dengan GT P oleh persyaratan
pemyataa | usahany 500 dan digerakkan dengan persyasat Gubernur | 3. Dalam hal berdasarkan hasil
a tenaga angin sebagai tenaga an [Peiabat penclitian  persyaratan  behum
penggerak utama dan _motor fdua) yang terpenuby,  Gubernur __ atan
) Shagm  tenaga | penggerak har berwenan Bupat/ Wallkota sesum dengan
komitmen bantu kerja: € kewenangannya mengembalikan
4. Memilli  kapal  motor 2. Permoho [2 Bvahuasi permohonan  secara tertulis
berbendera Indonesia yang laik n teshadap kepada  pemohon  untuk
laut berukuran GT 7 serta melengka | adanya melengkapic
paling besar GT 35, P pelanggar | 4. Permohonan yang dikembalikan,
kekurang an dapat diajukan kembali kepada
an kegintan Gubernur atau Bupati/Walikota
persyarat us: sesuai dengan kewenangannya
an paling setelah permohonan dilengkapi.
lama 2 oleh 5. Dalam  hal berdasarka  hasil
(dua) bari | Petugas penelitian  persyaratan  telah
kerj yang terpenuihi,  Gubernur  atau
3. Verifikasi berkompet |  Bupati/Walikota sesuai dengan
akhir en poling | kewenangannya  menerbitkan
kelengka lama 7 | winu
pan Hari Kerja | 6. Selanjutnya  menyampaikan
Inporan/ notifikasi atas izin yang
3. Pengawas telah  diterbitkan  kepada
an Lembaga 0SS
4.
Direktur
akan Jenderal
Disjen Perhubun
Hubla gan Laut,
paling Pemerinta
lama 1 b Daerah
(dua) hari
kerja Penyeleng
gara
Pelabuhan
setempat

3 Izin Usaha Jasa
Terkait  Dengan
Angkutan Di
Perairan, Meliputi:

T zin Usahia
Bongkar  Muat | Pemerintah | Gubernur lama |1 Sesuai 0SS Petugas/ 7 (tujuh) Evaluasi [ 1. Pemohon mengajukan
Barang; Daerah Melalui 0SS [ 1 (satu) | Menjalan [Il. Persyaratan Lain Pejabat hari Kerja setiap 1 permohonan izin usaha melahui
melalui 0SS hari kerja 1. Akte pendirian perusahasn yang Dengan (sat) aplikasi OSS;

yang didirikan khusus untuk Berkompet apan: Tahun 2. Petugas yang berkompsten
kegiatan  usaha  bongkar en 1. Verifikasi terhadap melakukan verifikasi dokumen
a muat; dokumen pelaksann permohonan, dan menyispkan

2. Memiliki bukti kepemilikan kelengka aan dokumen izin usaha;
mpat usaha/sewa minimal Kegiatan |3, Pejabat yang berkompeten
selama 2 (dua) Tahun; persyarat Usaha melakukann pemeriksaan

3. Memiliki Tenaga Ahli, dengan an oleh dokumen izin ussha;
syarat minimal: (dun) hari | Gubernur | 4. Gubernur/Pejabat yang
4. Pelsbuhan Utama : ANT II Kerja; [Pejabat berwenang ‘memberiken
dan/ atau DIt 2. Survey/T persetujuan/  penclakan  atas

Pelayaran/ Transpotrasi Laut injan berwenan Dol L agaha.
5. Pelabuhan Pengumpul : ANT Lapanga 8 5. Selanjutnya menyampaikan
m dan/atau DI n lama 3 P Evaluasi laporan/ notifikasi atas izin yang
Pelayaran/ Transpotrasi Laut; {satu) terhadap telah  diterbitkan  kepada

6. Pelabuhan : ANT hari adanya
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g dan/atan Dol ‘pelanggar Tembaga 08S
Pelayaran/ Transpotrasi Laut, an
7. Rekomendasi dari kegiatan
Penyelenggara  Pelabuhan usaha
setempat: dilakukan
8. Persyaratan Teknis: oleh
« Forklift, Petugas
« Paller. yang
o Ship side-ner, :"‘m"“
* Rope sting; lama 7
« Rope net; Hari Kerja
« Wire net Pengmvas
T an
lama 1| dilakukan
(dua) hari | Disektur
kerja Jenderal
Perhubun
gan Laut,
Pemerinta
b Daerah
dan
Penyeleng
gara
Pelabuhsn
setempat
7. Tzin Usaha Jesa
Pengurusan Pemerintah | Gubernur Selama | Izin usaha perusahann berbentuk Petugas/ 7 (wjub) 4 Evaluasi | 1. pemohon mengajukan
Transportasi; Doerah 1 fsatu) | Menjalan | patungsn  @oint Venture) atau Pejabat hari Kerja setigp 2 | permohonan izin usaha melahui
harikeria | kan Penanaman Modal Asing (PMA): yang Dengan (dua) aplikasi OSS;
Kegintan | 1. Sesusi 0SS Berkompet tahapen: Tabun 2.Petugas  yang  berkompeten
Usahany |11 Persyaratan lainnya en 1. Verifikasi terhadap melakukan verifikasi dokumen
a Akte Pendirian perusahaan dokumen pelaksann | permohonan, dan menyiapkan
yang didirikan khusus unutk kelengka e dokumen izin usaha;
usaha jasa  pengurusan pan 3. Pejabat  yang  berkompeten
wansportasi; melakukann pemeriksaan
2. kin  penanaman  modal dokumen izin usaha;
dengan  investasi g 4. Gubernur/ Pejabat yang
sedikit SUS4.000.000. berwenang memberikan
(Empat Juta Dollar Amerika persetujuan/  penolakan  atas
Serikat) dan paling sediti Dokumen izin usaha,
25% (dua puluh lma per 5. Selanjutnys  menyampaiken
seratus) dari modsl daser laporan/ notifikasi atas izin yang
harus  ditempatkan  dan telsh  ditesbitkan  kepada
disetor peruh dengan bukti Lembaga 0SS
penyetoran yang ssh atau
diaudit oleh kantor akuntan
publik;
3. Memiliki bukti kepemilikan
tempat usaha/sewa minimal
2 {dua) Tahun;
4. Memilki  keterangan  izin
tinggal  terbatas  dari
Kemenkumham bogi tenaga
ketja asing:
5. Memiliki izin an/ Penol lama 7
tenaga alan Hari Kerja
erja asing dan Kementerian Gubernu |6, Pengawas
Ketenagakerjaan; « paling | an
6. Memiliki_tenaga keria ahli tama 1| dilakukan
WNI berijezahminimun D-III (dua) hari | Direktus
Pelayaran/ Maritim/ Penerban kegja Jenderal
gan/ Transportasi/ IATA Perhubun
Diploma/ FIATA Diploma, S-1 gan Laut,
Logistik  atau  sertifikat Pemerinta
kompetensi profesi di bidang h Daerah
forwardes _atau jemen dan
supply chinn atau sertidfikat Otoritas
ahli pabeanan  atau Transport
kepelabuhmnan  falternatif s
atau kumulatif); setempat.

1. Persyaratan Telknis:
1. Memiliki

kendaram operasional
minimal roda 4 {empat) yang
dibuktikan  de ukti
kepemilikan atmu sewa yang

Memilikis sitem peralatan
perangkat lunak dan keras
serta sistem informasi dan

perkeratapian sesuai dengan
perkembangan teknologi.

Izin usaha perusahaan nasional

1. Sesusi 0SS

1I. Persyaratan lainnya
1. Akte Pe 1 perusahasn

yang didirikan khusus unutk
usaha  jasa  pengurusan
tansportasi;

2. Memiliki Modal
1.200.000.000 (satu milyar
dua ratus lima pulh juta

pish) dan paling sedikit
25% (dua puluh lima per
seratus) dari modal dasar
harus  ditempatkan  dan
disetor penuh dengan bukti
penyetoran yang sab atan
diaudit oleh kantor akuntan
publik;

3. Memiliki bukti kepemilikan
tempat usaha/sewa minimal
2 {dua) Tahun;

4. Memiliki keterangan izin
tnggal  terbatas  dari
Kemenkumham bagi tenaga
kerja asing;

5. Memiliki izin
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memperkerjaken_ten:
kerja asing dari Kementerian

Ketenagakerjoan;
6. Memilki tenaga kerja ahli
‘WNI berjjezah minimun D-11T
Pelayaran/ Maritim/ Penerban
Transportasi/ IATA
Diploma/ FIATA Diploma. S-1
istik  atan  sertifikat
kompetensi profesi di bidang
forwarder atau manajemen
supply chinn atau sertidfikat
hli  kepabeanan  atau
kepelabuhanan  (alternatif
atau kumulatif)
1. Persyaratan Telknis:
1. Memiliki atau menguasai
kendaraan operasional
minimal roda 4 {empat) yang
dibuktikan
kepemilikan atau sewa yang
sah; dan
2. Memilikis sitem peralstan
perangkat lunak dan keras
serta sistem informasi dan
komunikasi yang terintegrasi
dengan  sistem  informasi
darat, laut, udara, atau
perkeratapian sesuai dengan
perkembangan teknologi.
3.0zin Usaha Tally
Mandiri; Pemerintah | Gubernur Selama  [I Sesusi 088 Petugas/ 7 (ojuh) B Evaluasi . Pemohon mengajukan
Daerah 1 (satu) Menjalan fI. Persyaratan Lain Pejabat hari Kegja setiap 3 |  permohonan izin usaha melalui
harikerja | kan 1. Akte pendirian perusshasn yang Dengan tiga) aplikasi OSS;
Kegiatan yang didirikan khusus untuk Berkompet an: bulan Petugas yang  berkompsten
Usahany kegiatan  usaha  Depo en 1. Verifikasi terhadap melakukan verifikasi dokumen
a Petikemas; dokumen pelaksann |  permohonan, dan menyinpkan
2. Modal dasar paling sedikit kelengka dokumen izin usaha;
Rp.20.000.000.000  {dua Kegiatan  Pejabat  yang  berkompeten
puluh milyar rupiah) don Usaha melakukann pemeriksasn
modal disetor oleh dokumen izin ussha;
Rp.5.000.000.000 flima Gubernur | 4. Gubernu/Pejabat yang
milyar rupiah) yang [Pejabat rwenang memberilkan
dibuktikan  dengan  bukti % yang persetujuan/  penolakan  atas
setor ke bank nasional atau berwenan Dokumen izin usaha.
bank swasta nasional yang g untk | 5 Selanjumya  menyampaikan
memiliki aset. Depo laporan/notifikasi atas izin yang
Rp.50.000.000.000 (lima Petikemas | teloh  diterbitkan  kepada
pulub milyar rupiah); yang Lembaga 0SS
3. Persetujuan studi berada di
lngkungen dari  instansi 3. luar DLKx
pemerintah dacrah Pelabuhan
kabupaten/kota  setempat i
dan provinsi untuk DK 2. Evaluasi
Jakarta, uk di sctiap 3
dalamnya kajin lalu lintas; Toatu) Tiga)
4. Rekomendasi kesesuai hari bulan
dengan rencana tata rusng Kerjn; terhadap
wilayah kabupaten/kota dari 4. Persetuju | pelaksann
Gubernur, Bupati  atan an/ Penol asn
Walikota setempat; dan Kegintan
5. Lkin  gengguan  den Gubernu Usaha
perlindungan  masyarakat r paling | oleh
yang diterbitkan oleh pejabat lama 1|  Gubermur
yang berwenang. (dua) hari | /Pejabat
6. Dalun hal rencana lokasi kerja yang,
depo peti kemas berada di berwenan
dalam  DLKr  pelabuhan, 0
dilengkapi  dengan Penyeleng
rekomendasi dari o
penyelenggara  pelabuhan Pelabnuha
setempat. n untuk
Depo
Ju1. Persyaratan Teknis: Petikemas
1. Mengumsai lshan  paling yang
sedikit untuk jangka wakt 3 berada di
) tahun atau memiliki dalam
lahan untuk Jokasi usaha DLEs
dengan luas paling sedikit Pelabuhan
5.000m* yang  dibuktiken i
dengan  hak peng
atau  kepemilikan  tanah 3. Bvaluasi
untuk usaha depo peti terhadap
kemas yang berada di huar adanya
DLKr  pelabuhan  yang pelanggar
diterbitkan  oleh  Badan an
Pertahanan  Nasional  dan ke giatan
menguasai sesuai usaha
kerjasama  dengan  Badan dilakulan
Usaha  Pelsbuban st oleh
operator untuk usaha depo Petugas
peti kemas yang berada di ang
dalam DLEr pelabuhan; berkompet
2. Memilli atan  mengusssi en paling
lahan penumpukan yang 7
nakan dengan Heri
kemampusn  konstruksi Kerja;
menampung beban sebagai
ber 4. Pengawas
a)Minimal 4 (empat) tier peti an
kemas kosong  (empty) dilakukan
dengan ukuran 20 feet, Direktur
b)Minimal 2 (dus) tier peti Jenderal
kemas kosong (empty) Rerhabun
gan Laut,
dengan ukuran 20 feet, Pemerinta
3. Konstruksi Iahan depo dapat h Daerah
menggunakan: dan
a. Paving; Penyeleng
b.Aspal; atan gara
<. Beton/ concrete. Pelabuhan
4. Memiliki peralatan paling
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)1 () unit reach stacker;
)1 fsatu) unit top loader;
)1 fsatu) unit side oader,
d)1 fsaru) unit forkiif
¢)Fasilitas perbaikan dan
perawatan peti kemas yang
memenuhi persyaratan.
5. Memiliki tenaga ohli paling
sedikit 1 fsatu) orang dengan

dalam pengelolamn depo peti
mas dan tenaga survey
peti kemas yang memilik
sertifikat dari Badan
Nasional Sertifikat Profesi.
Izin usaha perusahasn
patungan  (Joint  Venture)  atau
Penanamen Modal Asing (PMA):
. Sesuai 0SS

Persyaratan Lain:

perusahann
yang didirikan khusus untuk
kegiatan  ussha  Depo
Petikemas;
Modal dasar paling sedikit
Rp.200.000.000.000  {dua
ratus milyar rupish) dan
modal disetor
Rp.50.000.000.000 (lima
pulub milyar rupish) yang
disetorkan ke bank nasional
atau bank swasta nasional
yang  dibuktikan ~dengan
bukti setor;

3. Memiliki Tenaga Abli paling
sedikit 3 (tiga) dengan
Kualifikasi Al
Ketatalaksanaan atan 2 (dua)
orang tenaga shli dengan
pengalaman  kerja
sedikit 5 (ima) Tahun dalam
bidang usaha petikemas;

4. Memiliki tenaga ahli survey

petikemas  yang  memiliki

scrtificat  dari  Badan

Nasional Sertifikasi Profesi;

2

5. Persetujusn sn
ungan  dori  instansi
pemerintah daerah
setempat

dan provins untuk DRI
Jakarta,  termasuk  di
dalamnya kajion lalu lintas;

7. Rekomendasi  kesesuaian

dengan rencana tatn Tuang
wilayah kabupaten/kota dari
Gubernur,  Bupati  atau

8 Lin  gangguan
perlindungan  masyarakat
yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenmg.

9. Dalam hal rencana lokasi
depo peti kemas berada di
dalam DLKr pelabuhan,
arus  dilengkepi  dengan
rekomendasi dai
penyelenggara  pelabuhan

NI Persyaratan Teknis:
1. Menguasai lahan  paling
sedikit untuk jangka waktu 3

ftiga) tahn

lahan untuk lokasi usaha
dengan luas paling sedikit
5.000m* yang dibuktiken
dengan  hak penguasann
atau_ kepemilikan  tanah
untuk  ussha  depo  peti
kemas yang berada di har
DLKr  pelsbuban  yang
diterbitkan  oleh  Badan
Pertahanan  Nasional  dan
menguasai  lshan  sesusi
kerjasama  dengan Badan
Usaha  Pelabuhan  atan

dalam DLEr pelabuhan; dan
2. Memilki  atan  menguassi
lshan penumpukan  yang
di an ngan
kemampuan  konstruksi
menampung beban scbagai

o Minimal 4 (empat) ter peti
kemas  kosong  (empty)
dengan ukuran 20 feet;

b.Minimal 2 (dua) tier peti
kemas  kosong  (empty)
dengan ukuran 20 feet.

3. Konstruksi lahan depo dapat

menggunakan:

& Paving,
b.Aspal; atan

c. Beton/ concrete.
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4. Memilila peralatan paling

sedikit:

a.1 fsatu) unit reach stacker;

b1 (satu) unit top loader;

€. 1 fsatu) unit side loader,

4.1 fsaru) unit forkiis,

e Fasilitas perbaikan dan
perawatan peti kemas yang
memenuhi persyaratan.

4.1zin Usaha Depo

Peti Kemas Pemerintah Gubernur Selama [l Sesuai 0SS Petugas/ 7 (mjuh) Evaluasi 1. Pemohon mengajukan
Daerah 1 fsatu) | Menjalan Ji. Persyaratan Lain Pejabat hari Kerja setiap 2 |  permohonan izin usaha melehui
harikerja | ken a.Akte pendirian perusaham yang yang Dengan (dua) aplikasi OSS;
Ke giatan didirikan khusus untuk ke giatan Berkompet tahapan. Tahun 2. yang  berkompeten
Usahany | \ysaha Tally Mandici; en 1. Venfikesi | terhadap an verifikasi dokumen
- b.Memiliki peralatan, termasuk d°:um‘:n pelaksann permohonan, dan menyiapkan
peralatan  teknologi  informasi Kelsugic oy dokumen izin usaha;
"3 P Kegiatan 3. yang  berkompeten
yang digunaken; persyasat | U pemeriksaan
¢ Memiliki modal usaha, sebagai an 2| oleh dokumen izin usaha;
berikut: (dua) Gubernur | 4, Gubernur/Pejabat yang
1) modal dasar paling sedikit hari [ Pejabat rwenang memberikan
Rp.500.000.000 (lima ratus keja: b persetujuan/ penolakan  atas
juta  rupiah),  untuk 2 3:;:‘:!)‘” ':mnm Dok n izin usaha i
o 5. Selanjutnya menyampaikan
perusahaan yang melakukan Lapanga [2 Evaluasi wmfn‘mmm R yang
kegiatan tally di pelabuhan n lama 3 terhadap telah  diterbitkan  kepada
utama; (satu) adanya Lembaga 0SS
2) modal dasar paling sedikit hari pelanggar
Rp.250.000.000 (dua ratus kerja an
lima puluh juta  rupiah), 8 Vel | Logatm
akhir usaha
untuk perusahaan  yang e P pr
melakukan kegiatan tally di o oleh
pelabuhan pengumpul; syarat 1 Petugas.
3) modal dasar disesuaikon (sat) yang
dengan kondisi pelabuhan ::{i berkompet
o en paling
setempat, untuk perusahaan padma| o
yang melakukan  kegiatan ey ey
tally di pelabuhan akan Ketja
pengumpan pengumpan. Gubernu [3. Pengawas
d.Memilili tenaga ahli di bidang + paling | an
tally, sebagai berikut: lama 1| dilskuken
1) Paling sedikit 1 (satu) orang (dua) hari Direktur
dengan  kualifikasi  Ahl kerja Jenderal
Neutka Tk II, atau ahli Bectubun
kepelabuhanan dan o
Pelayaran  berjjazah D IV, h Deerah
atma  Strata  Satu  (S1) dan
tronsportasi It atau Penyeleng
sederajar, untuk perusshaan jara
yang melakukan kegiatan Polabuhisii
tally di pelabuhan utams;
) Paling sedikit 1 (satu) orang
dengan fikasi  Ahli
Neutika Tk II atau shli
kepelabuhanan dan
Pelayaran berjjazah D III,
atau  sederajar,  untuk
perusahaan yang melakukan
kegiatan tally di pelabuhan
pengumpul;
3) Tenaga ahli disesuaikan
dengan kondisi pelabuhan
setempat, untuk perusahaan
yang melakukan kegiatan
tally di pelabuban
Ppengumpan pengumpan;
4) Rekomendasi dari
penyelenggarn  pelabuhan
dan  ososiasi  tally  di
pelabuhan setempat.
5. Perawatan__ dan 7 (jun)
Perbaiken Kupal | Pemerintah | Bupati/ Wali | 3 Jam Selama |1 Sesusi 088 Rp. 0 Petugas/ hari Kerja Bvaluasi | 1. Pemohon mengajukan
Dawrah ot Menjalan JI. Persyaratan Lain Pejabat Dengan setiop 2 | permohonmn izin usaha melalui
kan a.Akte pendirian perusahaan yang yang tahapan: {dua) nplikasi OSS;
Kegintan idirikan khusus untuk kegiatan Berkompet 1. Verifikasi | Tahun 2. Petugas  yang  berkompeten
Usahany | \aha perawatan dan perbaikan en dokumen |  terhadap melakukan verifikasi dokumen
a Kapal; kelengka pelaksann | permohonan, dan menyiapkan
b.Memiliki modal usaha, pan . Goloimeni fxin uashs,
e ROl oae pemsyarat Kegiatan | 3. Pejabat  yang  berkompeten
o Memiliki tenaga ahli di bidan, an 2 Usaha melakukann pemeriksaan
perawatan dan perbaikan kapal; {dua) oleh dokumen izin usah:
d.Survey Lapangan (pengecekan hari Bupati/W | 4. Bupati/ Welikots/ Pejabat  yeng
persyaratan teknis) kerja; alikota/ Pe berwenang il
2. Survey/T jabat yang persetnjuan/ penolakan  atas
injau berwenan Dokumen izin usaha,
Lapanga g 5. Selanjutnya menyampaikan
n lama 3 |2 Bvaluasi laporan/notifikesi atas izin yang
(satu) terhadap teloh  diterbitkan  kepada
hari adanya Lembaga 0SS
kerja; pelanggar
3. Verifikasi
ir kegiatan
kelengka aha
pan dilakukan
syarat 1| oleh
(sat) Petugas,
yang
kerja; berkompet
4. Persetju | en paling
an/ Penol lama 7
akan Hari
Gubernu Kerja;
+ paling [3. Pengawas
lama 1| o
(dua) bari | dilakukan
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Yerin Pemerinta
h Daerah
6. Penyewann z 7 o) bart
Peralatan Pemerintah | Gubernur 3 Jam Selama I Sesuai 0SS Rp. 0 Petugas/ Kesja Evaluasi 1. Pemohon
Angkutan  Laut | Daersh Menjolan fI. Persyaratan Loin Pejabat Dengan setiop 2 | permohonan izin usaha melalui
atan  Peralatan kan a.Akte pendirian perusahaan yang yang tahapan: (dua) aplikasi OSS;
Jasa Terksit Kegiatan | didisikan khusus untuk ke giatan Berkompet 1. Verifikesi [ Tahun 2.Petugns  yang_ berkompeten
dengan Angkutan Usahany | uegha  Penyewaan Peralatan n dokumen | terhadap melakukan verifikas: dokumen
Laut a i Tt ot Fesalian kelengka | pelaksann | permohonan, dan menyiapkan
ann dolumen izin usaha;
Jusa Terkait dengan Anglutan persyarat |  Kegiatan | 3. Pejabat  yang  berkompeten
Law an Usabn melalaukann pemeriksaan
b Memiliki modal usahn, (dua) oleh dokumen izin usaha;
¢.Memiliki tenaga ahli di bidang hari Gubernur | 4, Gubernur/ Pejabat yang,
Ponyowasn Peralaten Angloistan Kerja: JPejubat berwenang memberikan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait bl I e e, Tnaaom
5 injs rwenan okumen izin usaha
dengan Angkutan Laut, L a M 5. Selanjutnya  menyampaikan
d.Survey Lapangan (pengecekan n lama 3 [2 Bvaluasi laporan/notifikasi atas izin yang
persyaratan telais) (satu) terhadap telah  ditesbitkan  kepada
anya Lembaga 0SS
Kera; pelanggar
3. Ve
akhir kegiatan
kelengka |  usaba
pen dilalaukin
syarat 1| oleh
(satu) Petugas
hani yang
kerja; berkompet
4. Persetui en paling
an/ Pen lana 7
akan Heri
Gubermnu | Kerja;
N 3. Pengawas
lema 1| an
(dun) bari | dilakukan
kerja Pemerinta
h Daerah
7. Angkutan Perairan = 7 (ol
Pelabuhan Pemerintah | Gubernur | 3 Jam Selama |1 Sesuai 0SS Rp.0 Petugas/ hari Kerja Evaluasi | 1. Pemohon mengajukan
Dacrah Menjalan fI Persyaratan Lain Pejabat Dengan sctiop 2 |  permohonan izin usaha melahui
kan a.Akie pendirian perusahasn yang yang tahapan: (dus) aplikasi 0SS,
Kegintan | didirikan khusus untuk kegiatan Berkompet 1. Venfikasi [ Tahun 2.Petugas  yang  berkompeten
Ussheny | yeaha  Angkutan  Peraian en dokumen |  terhadap melakukan verifikasi dokumen
a Alahesies kelengkn | pelaksann | permohonan, dan menyinpkan
wd P aan dokumen izin usaha;
b Memiliki modal usaha, persyarat Kegiatan | 3.Pejabat yang berkompeten
¢ Memiliki tenaga obli di bidang oy Usehn tclabook e
Anglutan Perairan Pelabuhan; (dua) olehs dolamen izin usaha;
dSurvey Lapangan (pengecekan hari Gubernur | 4. Gubernus/Pejabat sang
parayavaisd talii kerja: [Pejobat berwenang ‘memberikan
2. Survey/T | yong persetujuan/ penolakan  atas
injon berwenan | Dokumen izin usaba.
Lapanga £ it i
T Tamn 3 [2 Bvalumst Toporan/ notikast alms 7 yAng
(sam) terhadap teloh  ditesbitkan  kepada
hari adanya Lembaga 0SS
Kerj pelanggar
3. Verifikasi
i kegintan
kelengka | usaha
pan dilalaukem
syarat 1|  oleh
(saru) Petugas
yang,
Kerja berkompet
4. Persetuju en paling
anfPenl | lama 7
akan Hari
Guberu | Kerja:
© paling [3. Pengawas
lema 1| an
(duo) hari | dilakukan
kerja Pemerinta
b Daerah
2. 1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
" Lembaga ’ : Waktu
Porizinan Berusaha Pejabat Yang | Wakeu . Pejabat Yang | Masa ;
. Yang, Masa Biaya =t Y . Verifikasi | Pengevasan
No | Yang Dilaksanakan Menandatanga | Proses Persyaratan Verifikasi Checklist Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossv '““‘:::"““ ni Borlala (Rp) Persyasaten /Eveluasi
T | Porsetujuan Kementerion | Menteri T Pengovaluast Paling T. Pemohon ‘mengaikan
al sesuai Persyaratan: 5.000.000 | Persyaratan lama 7 permohonan Persetujuan
Asing (IPKA) o 3 tiga) | persetuj Rencana  ketja  yang | (lma juta | Data  dan {tujub) hari | Monitoring dan Penggunasn Kapal Asing (IPKA)
jam uan dilengkapi_dengan jadwal | rupiah) | Laporan Keria evaluasi kepada Menteri c.q Direktus
penggun dan wilayah kerja kegiatan Anglautan setelah wilayah  kerja Jenderal,
aan IPKA yang di ngan Laut Khusus dokumen | IPKA, d 2. Pengevluasi Persyaratan Datn
koordinat geografis dilengkapi lengkap | hal IPKA lebih dan Laporan Angkutan Laut
2. Charter Party, Izin Usaha dengan sesuni dari 1 tahun Khusus  meneliti  kebenaran
Perusohaan Angkutan Laut kompetensi persyarata | pengawasan dokumen persyaratan.
Nasional (SIUPAL) dengan Ketatalaksan o dengan | dilakukan oleh | 3. Kasi Angkutan Laut Khusus
pemilik kapal ann tohapan | Dirjen paling meneliti kebennran
kontrak  kerja  dan/atan angkutan sebigai lama 6 bulan persyaratan.
Letter of intent (LOI) dari lnut berkut | sckali 4. Kosubdit Anghutan Laut Khusus
pemberi kegja; dan  Usahn Jasa Terkait
3. Copy Surat lzin Usaha Verifikasi memeriksa dokumen
Perusahaan Angkutan Laut dokumen persyaratan dan  menentukan
(SIUPAL)  dI Legalisis/ melalui jadwal rapat evaluasi perihal
Endorsment pembahns ketersedinan kapal berbendera
4. Copy Sertifkat Tanda an  yang Indonesia sejenis.
kehangsaan/ Pendattaran melibatka 5. Dircktur Lalu  Lintas don
Kapal; n i Angkutan  laut  menerbitkan
5. Copy sertifikat pemerinta Hosil _Berita _Acara _Rapat
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o

~

kesclnmatan;

Copy sertifikar keamanan

kapal (ISSC/ISPS CODE};

. Copy sertifikat pencegahan
pencemaran kapal;

8. Copy sertifikat klasifikasi

©

Kapal:
Copy  daftar/sijil  awak

0.Dokumen  pengumuman
lelang ot i
pelelangan  penggunaan
kapal berbendera

sia;

1. Surat dulkun dari
Kementerian/ instansi
pembina terkait dan/ atau
mstansi pemilik pe kerjann

untuk
penyempu
s

Paling

lama 2
hari

Dirjen
Hubla
‘melakuka
n proses
persetuju
n

6.

7.

8.

9.

10,

evalums,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan  Laut  meneliti
kebenaran dokumen
persyaratan dan Berita Acara

Rapat,
Disektur Jenderal Peshubungan
Lout  meneliti  kebenaran
dokumen _persyaratan
Rapat Tim Evaluasi.

Tim  evaluasi  terdin  dan
Direktorat Lalu  Lintas dan
Angkutan  Laut,
Kepelabuhanan,
Kenavigasian,
Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai, Biro Hukum Kemenbub,
Bagion Hukum Sesditien Hubla,
DPP INSA, Instansi Pemeris
terkait (SKK Migas, Kominfo

Kementerian ESDM),
Pemilik Pekerjaan, Perusahaan
Angkutan  Laut (Pemilik
SIUPAL) Stakeholder lainnya.

Kepala Biro Hukum meneliti
kebenaran dokumen
persyaratan den menerbitkan
Draft Persetujuan Penggunaan
Kapal Asing (IPKA)

Direktur Jenderal Perhubungan
mengetahui drafl Persetujuan

12,

13.

sing (1P

Menter: Perhubungan menyetujui
Persetujuan Penggunsan Kepal
Asing (IPKA)

Biro Hukum Kemenhub memberi
nomor Persetujuan Penggunasn

Kapal Asing (IPKA)  pada
aplikasi sistem  Online  Single
Submission (0SS)

Biro Hukum menyampaikan
persetujuan Menhub kepada
Ditjen Hubla

Ditjon Hubla menyampaikan
notifikasi melalui Sistem 0SS
yang tesintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan;

2. | Persctujuan Rencana
Pengoperasian Kapal
Pads Trayek Tidak
Tetap  dan  Tidak
Tesatur __Anglutan

Kementerian
Perhubunga
n

Kasubdit
Anglutan Laut
atas  nama
Disjen
perhubungan

Paling
lam

hari

Maksima
13 (dga)
bulan

sesuai

a

Surat Permohonan RPK dan
RPK sebelumnya bagi yang
telah mengajukan

Foto Kopi Siupal/ Siopsus
Salinan Spek Kapal

Rp.
100.000
(Iseratus
sibu

Pengevaluns:
Kepala Seksi
dan Kasubdit
memiliki

kemampuan

Femohon ‘mengajukan

2 {dus)
hari Voyage Report
per Bulan

Rencana  Pengoperasian  Kapal
Pada Trayek Tidak Tetap dan
Tidak Teratur Laut

Taut Dalam HNegert
(Treampen)

Laut

yang dikeluarkan oleh
kementerian terkait

»

N

@

°

. Kasubdit

Dalam Tegen (Trampen melaiu
i 088;

Petugas  yang  berkompeten
melakukan ~ verifikasi dokumen
permohonan, dan menyiapkan
dokumen Persetujuan  Rencana
Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Tidak Tetap don Tiduk Teratur
Angkutan Laut Dalam MNegeri
(Prampen;

. Knsi Bimbingan Usahn dan Tarif

utan  Laut  memeriksa
dokumen  Persetujuan_ Rencana
Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Tidak Tetap dan Tidnk Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri
(Prampen;
pengembangan Usaha
Angkutan Laut Surat keterangan
spesifikasi  kapal  dokumen
Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan  Laut  Dalam  Negeri
(Tramper);
Lalu  Lintas
Laut  memberikan
persetujuan/  penolakan  atas
Dokumen Persetujuan Rencena
Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Tidak Tetap don Tidak Teratur
Laut Dalam  Negeri

Hubla  menyampaikan
an/ notifikasi atas zin yang
telah  diterbitken

Lembaga 0SS

kepada

3. | Persetujuan
Pemberitahuan
Keagenan Kapal
Asing (PKKA)

Kementerian.
Perhubunga
n

AN DIRERTUR
JENDER
FERHUBL

LAUT co
DIREKTUR LALL
LNTAS  DaN

LUAR NEGERI

3 figa)
jom

sesuai
persetuj
uan
PKKA

%

| ot

10
11

12,

‘Surat permohonan PKKA
Copy SIUPAL/
SIOPSUS/SIUPKK

Copy Agency Agreement atau
Letter of Appointment

Copy Certificate of
Classification

Copy Certicate of Registry
Copy €S0, ISSC, SSO

Copy Crew List

Copy RPT Angkutan Laut
Dalam Negeri atau Khusus
yang masih berlaku

Copy I0PP, CAS (Kapal
Tanker diatas 25 Tahun yang
mengangkut OIL)

Copy Spesifikasi Kapal Milik
Copy Surat Persetujuan
Impor Beras dari BULOG
Surat Pernyataan Mengikuti

PNEP:
500.000

Tramper)

&
1.000.000
(PKKA
Lintas
Batas)

laut

1. Koordmnas:

1 | dengan KsOP
terkait

2 Monitoring
Check and The
Spot keagenan
Kapal Asing

lama
(satu) hari

Femohon ‘mengaukan
permohonan Persetujuan
Pemberitahuan Keagenan Kapal
Asing (PKKA) ke aplikasi sistem
Oniine Single Submission (0SS)
Pengevaluasi Persyaratan Data
dan Leporan Anghutan Laut
Luar Negeri meneliti kebenaran
dokumen persyaratan.

Kasi Angkutan Laut Laut Luar
Negeri meneliti  kebenaran
dokumen persyaratan,

Kosubdit Angkutan Laut Laut
Luar  MNegeri  memeriksa
dokumen  persyaratan  dan
Menyetujui Draft Persetujuan
Pemberitabuan Keagenan Kapal
Asing (PKKA),

Ditien Hubla menyampaikan
laporan/notifikasi _atas _izin
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Besaran THC dan BL Fee

yang telah_diterbatkan_kepadn

funtuk angkutan peti Lembaga 0SS
kemas/ container)
13. Copy Shipper Instruction
(Khusus Kapal Muatan
Batubara)
14. Copy COF (khusus Kapal
Tanker muatan Chemical)
15. Copy PPKM untuk Angkutan
Laut Luar Negeri yang masih
rlaku
16. Copy Surat Keterangan
Docking dari Galangan Kapal
17. Copy Surat THI / Polri Untuk
Bahan Peledak
18. Copy Surat Kemendag Untuk
Gula Dan Garam
19, Copy ITC (kapal > GT 5000)
20. Copy SIKPI (Khusus Kapal
Pengangkut Ikan)
21. Copy ET (Khusus Kapal
Muatan Batubara)
22. Copy CAIT (Khusus Kapal
Wisata | PBA)
Fersetujuan Kementerian | AN DIREETUR Selama Persyaratan: - T. Petugas 1. Evaluasi . Pemohon ‘mengajukan
Keagenan Kapal Perhubunga gg;‘mﬁ'ﬁmﬂ 1 (sat) | Melaksa LAkt Pendirian Perusahasn ang, 7 hari setiap 2 permohonan persetujuan
o i M, | hasi an Khusus dibidang Keagenan Berkompet Keja Tahun keagenan kapal (Usaha Keagenan
CIREKTUR LALL Kegiatim en Dengean terhadap Kapal) melalui aplikasi 0SS;
u Usahann | 2.Bukti  kepemilikan  tempat 2. Kepala tahapan: pelaksan |2. Petugas  yang  berkompeten
ANGKUTAN LAUT ya usaha/sewa minimal 2 (dua) Seksi 1. Verifika nann mel ver dokumen
tahun; Usaha si Kegintan permohonan, dan  menyinpken
3.Jjazah tenaga ahli minimal Jasa dokum Usaha dokumen Perse Keagenan
ANT /D, i Terkait n 2. Bvaluasi Kapal (Usaha Keagenan Kapal);
Ketatalaksanaan 3. Kepala kelengk terhadsp |3, Kesi  Usaha  Jasa  terkait
/Transportasi Sub apan adanya memeriksa_dokumen Persetujuan
4.Susat Referensi Bank Direktorat persyar pelanggara Keagenan Kapal (Usaha Keagenan
5.Surat pengangkatan sebagai Ankgutan atan 2 n kegintan |  Kapal);
tenaga ahli; Lant (dua) usaha 4. Kasubdit Angkutan Lant Khusus
6.Surat  peng: kerja Khusus dilakukan dan  Usaha  Ji Terkait
tenaga ahli 2 Tahun pads dan Usaha kesja; oleh memeriksa dokumen Persetujuan
perusahaan pelayaran; Jasa 2. Permoh Petugas Keagenan Kapal (Usaha Keagenan
7Iventarisasi  sarana  dan Terkait Kapal);
prasarana kantor. 4. Direktus melengk berkompete |5, Direktur  Lalu  Lintas  dan
Lalu api n o p Angkutan  Laut  memberikan
Lintas dan kelusan lama 7 Hari | persetujuan/  penolakan  atas
Angkutan gan Kesja. Dokumen Persetujuan
Laut persyar | 3. Pengawnsa Persetujuan  Keagenan  Kapal
atan a (Usaha Keagenan Kapal).
paling dilkukan |6, Ditien  Hubla  menyampaikan
lama 2 Direktur laporan/ notifikasi atas izin yang
(dua) Jenderal telah diterbitkan kepada Lembaga
hasi Perhubung 0ss
kerja; an  Laut
3. Veril d
51 akhir Penyelengg
kelengk ara
Pelabuhan
syarat 2 setempat
(dua)
han
kegja;
4. Persetuj
Pe
nolakan
Dirjen
Hubla
paling
lama 1
(dun)
hari
kerja
Keterangan Kementorian | AN DIREKTUR Selama | 1. Permohonan Rp. Petugas/ 2 (dua) Evaluasi setiap | 1, Pemohon ‘mengajukan
Perubuhan Pada | Perhubunga ::'F‘gﬁ;ﬁ:mm 3 f(tiga) | Melaksa | 2. SIUPAL/SIOPSUS 250.000 Pejabat yang hari kerja 2 Tahun permohonan persetujuan
SIUPAL an | 0 | jam nakan s Notaris  pengangkatan | (dua ratus | Berkompeten terhadap Keterangan rubshan  Pada
SIOPSUS DIREKTUR LALU Kegiatan nanggungjawab yang lima pe SIUPAL dan SIOPSUS melalui
LINTAS  DAN Usabenn | 4. KTP Penangggungiowab yang | pulub Kegintan aplikasi 0SS
ANGKUTAN LAUT ya baru ribu Usaha 2.Petugas  yang  berkompeten
5. Domisili rupiah) me ve: dokumen
6. NPWP permohonan,  dan  menyinpkan
7. KITAS dan IMTA apabila dokuirien Ketersngan Pesul

penanggungjuwabnys WNA

[

@

2.

Pada SIUPAL dan SIOPSUS;

. Kasi Bimbingan Usaha dan Tarif

Angkutan Laut memeriksa
dokumen Persetujuan Keterangan
Perubahan Pada SIUPAL
SIOPSUS;

.Kasubdit pengembangan Usaha

an Laut Surat keterangan

spesifikasi  kapal dokumen
Persetujuan Keterangan
rul Pada SIUPAL dan
SIOPSUS;
Dircktur  lLalu  Lintas  dan
tan  Laut  memberikan
persetyjuan/  penolskan  atas
Dokumen Persetujuan
Persetujuan Keterangan

Perubahan Pada SIUPAL dan
SIOPSUS.

menyampaikan
Inporan/ notifikasi atas izn yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss

Sertifikasi i Bidang
Lali  Lintas  dan
Angkutan Laut,
meliputi
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a Surat
keterangan
spesifikasi
kapal

Kementerian
Perhubunga
n

Direktur Jenderal
Petubunguy

Direkor. lalu

Lintas D
Anglsian Last

1 (satu)

Selama
Melaksa

Kegiatan
Usahann
ya

EREEFPISE

Permohonan
SIUPAL/SIOPSUS

Gross Akte Kapal

Surat Keselamatan Kapal
Surar Lant

Surat Ukur

Garis muat
Shipparticular

Rp.
100.000

Petugas/
Pejabat yang
Berkompeten

3 2 (dua)
Hari Kegja

Evahunsi sctop
2 Tah

T Pemohon ‘mengajukan
permohonan  Surat  keterangan
spesifikesi kepal melalui aplikasi

2.Petugas  yang_ berkompeten
melakukan  verifikasi n

.Kasi  Pengembangan  Armada
terkait memeriksa dokumen Surat
keterangan spesifikasi kapal:

©

4. Kesubdit pengembangan  Usahn

Anglutan  Laut  memberikan
persetiuin/  penolnkan  utas
Dokumen Persetujuan
Persetujuan  Surat  keterangan
spesifikesi knpal;

@

Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin yong
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss

b, Persetujuan
rencana
pengoperasian
kepal  pada
trayek tetap
don  teratur
anghutan  lauc
dalam negeri

Kementerian
Perhubunga
n

Kasubdit
Angkutan Laut
atas  nema

1 (sat)
Har

kesja

Maksima

13 (tga)
ulan

sancp

Surat Permohonan RPK
Foto Kopi Smp«ll Siopsus
Salinan

RPK Sebehmmya

Surat Docking (diperlukan
apabila kapalperlu docking)
Dokumen untuk pengsangkut
batubara/bahan berbahaya

Rp.
100.000
(Iseratus.
ribu
rupiah)

paln Seksi
dan Kasubdit
memiliki
kemampuan
1T,

Kzslnmlnksnu
dan
Ankaan

/Nmukul‘rc

1 (satu)
hai kerja

Waib

T. Pemohon ‘mengajukan

Voyage Report
per Bulan

rencana  pengoperasion  kapal

pada trayek tetap dan teratur

ongkutan laut  dalam  negeri

‘melalui aplikasi 0SS,

Petugas  yang  berkompeten
melakukan * verifikasi  dokumen
permohonan, dan  menyiapkan

Bokimion  Pvs eetiue Torsao

pengoperasian kapal pada trayek

tetap dan teratur angkutm laut
dalam negeri

3. Kasi liner subdit angkutan dalam
negeri terkait memeriksa Surat
keluatuan pembukaan  kantor

L

."

cabang;
Kasubdit Anghutan Laut Dalam
Negeri  Angkutan Laut
memberikan perse tjuan/
penolaknn  atas  Dokumen
Persetujuan rencana
pengoperasian kapal pada trayck
tetap dan teratur angkutan laut
dalam negeti
5. Diien Hubla menyampaikan
laporan/ notifikasi atas zin yang

telah  diterbitkan  kepads
Lembaga 0SS

€ Peretujuan

Kementrian

AN_DIRERTUR

n

JENDERAL
i

LAUT

DIREKTUR LALL
ANGKUTAN LAUT
Ub

KASUBDIT

ANGKUTAN LAUT
LUAR NEGERI

3 figs)

Teovm
ETHeD

mm«u,
(makaial
1 bulant

B

mNow »

Surat permohonan PRI
Copy SIUPAL / SIOPSUS.
Copy Agency Agreement
atau Letter of Appointment
Copy Certifikat of
Classication

Copy Certifikat of Registry
wa Spe up«l

Dater Aok Kapal (Crew
List )

1 (satu)
hari kesja

m n
permohonan Persetujuan
pengoperasian kapal nasional
(ppkn) untuk anglutan lant
luar negen ke aphkesi sistem
o Single  Submission
(088).

2. Pengevalunsi Persyaratan Data
dan Laporan Angkutan Laut
Luar Negeri meneliti kebenaran
dokumen persyaratan,

3. Kasi Angkutan Laut Laut Luar
Negeri memhﬁ kcbennmn
dolumen

4. Kasubdit Anglmum Laut Laut
Luar  Negeri  memeriksa
dokumen  persyaratan
Menyetujui Draft Persetujuan
pengoperasian kapal nasional
(ppkn) untuk anglutan laut
luar negeri;

5. Diten Hubla menyampaikan
laporan/ notifikesi  atas  izin
yang telah diterbitkan kepada
Lembaga 0SS

d. Surat
keterangan
pembulan
kantor cabang

Rementrion
Perhubunga
n

AN DIRERTUR
JENDERA
FERHUBUNGAN
\UT
DAREKTUR LALL

LINTAS DAN
ANGKUTAN LAUT

3 figa)
jom

e

Lt 2

wNo

Permohonan
SIUPAL/SIOPSUS

Surat Rekomendasi dari UPT
setempat

RPK

Surat Pengangkatan KC deri
Perusahann

KTP KC
Domisili
NPWP

Rp.
500.000

Petugas/
Pejabat yang
Berkompeten

2 (dun)
Hari Kerja
Dengan
tahapan:

1. Verifiksi
dokumen
ngkap

an
persyarata
n 1 (sam)
Surat

Persetujua

n
Pembukaa

Pemohon mengakan
S

Voyage Report
per Bulan

ur
pembukesn  kantor  cabang
il e

»

ompeten
dokumen

w

. Kosi Bimbingan Usaha dan Tarif
Angkutan Laut terkait memeriksa
Surat  keterangan  pembukasn
Kantor cabang;

Kasubdit pengembangan Usaha
Angkutan  Laut  memberikan
persetujuan/  penolakan  atas
Dokumen Persetujuan
Persetujuan  Surat  keterangan
spesifikasi kapal;

Hubla menyampaikan
laporan/ notifikasi atas in yang
teloh  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS

»

)
2
&
i
8

Kementrian
Perhubunga
n

A CIRERTUR
PEFHUBIJNOAN

rmsr’us LaL
AGRiTAN LT

3 (tga)
jam

rmal
1 Tahun)

T SesusiOSS
1L Syarat Lainnya

Surat  penunjukan  dari
perwakilan
Perusshasn Angkutan Laut

Petugas]
Pejabat. yang
Berkompeten

Pemohon mengajukan
permohonan  Certfficate  Of
Owners Representative (COR)
untuk  angkutan laut  huar
negesi ke aplikasi sistem Online
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Asing dokumen Single Submission (0SS).

Kartu Izin Tinggal Sementara kelengkap 2. Pengevaluasi Persyaratan Data
Pas Foto an dan Laporan Angkutan Laut
persyarata Luar Negeri meneliti kebenaran
Surat Keterangan Domisili n 1 (sam) dokumen persyaratan.

i i i 3. Kasi Angkutan Leut Laut Luar
NPWP yang masih berlaku 2.Surat Negeri ~meneliti  kebenaran
dan Surat Pelunasan Pajak Persetuju dokumen persyaratan,

an 4. Kasubdit Angkutan Laut Laut
Pembukaa Luar Negeri ‘memeriksa
n Kentor dokumen  persyaratan  dan
Cabang 1 Menyetwjui Draft Certificate Of
(satu) Owner's Representative (COR)
hasi uptuk  angkutan laut  har

Nouaw
!
]
&
g
£
©

5. Ditien Hubln  menyampaikan
or tifikasi zin

yang telah diterbitkan kepada
Lembaga 0SS

Surat Permohonan RPK Rp. Pengevaluasi, T (sam) | Wagib T. Pemohon mengaukan
visi/ Foto Kopi Siupal/Siopsus 100.000 | Kepala Seksi hari kerja i i
substitusi Perhubungan | hari bulan Salinan Spek Kapal (seratus | dem Kasubdit Voyage Report | devinsi/ omisi/ substitusi melalui
Laut kesja RPK Sebelumnya sibu memiliki per Bulan aplikasi OSS;

Direktur  Lalu rupish) | kemampusn
Lin Dan 1T,

T Persetujuan Kementorian | Al Direktur Maksima
de omisi/ | Perhubunga | Jenderal 1 (sam) | 13 (tiga)
n

aogp

3 2. Petugas  yang  berkompeten
Angkutan Laut Ketatalaksan melakukan  verifkesi - dokumen
Ub. aan dan permohonan, dan menyiapkan
Kasubdit Angkutan dokumen  Persetujuan deviasi/
Angkutan Laut Laut omisi/ substitusi;
/Nautika/Te 3. Kasi liner subdit angkutan dalam
knika negeri terkait  memeriksa
Persetujuan  deviasi/  omisi/
substitusi;
4. Kasubdit Angkutan Laut Dalam
Negeri Angiutan Laut
‘memberikan persetujuan/
penolakan  atas  Dokumen
Persetujuan  deviasi/  omisi/
substitusi;
Ditien Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas zin yang
telah  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS

@

§ Persetujuan Kementerian | AN Direktur Maksima
penambahan Perhubunga | Jenderal 1 (satu) | 13 (tga) X
pelabuban n ari bulan Salinan Spek Kapal (serams | dan Kasubdit Voyage Report |  penambahan pelabuhan singgah/
singgah/ Laut kerja . RPK Schelumnya ribu memiliki per Bulan urgensi muatan  melalui aplikasi
urgensi muatan Direkrur  Lalu rupish) kemampuan 0ss;

Lint Di T, 2. Petugas yang berkompeten

Angkutan Lout Ketataloksan melakukan * verifikasi - dokumen

Ub. s dan permohonan, dan  menyiapkan

Kasubdit Anglutan dokumen Persetujuan

Lant penambahan pelabuhan singgah/

[Nantika/Te urgensi muatan ;

knika 3. Kasi liner subdit angkutan dalam

Surat Permohonan RPK Rp. Pengevaluasi, T (sam) | Wegib T. Pemohon mengaulan
i Kepala Seksi hari kerja i

apoe
g
g
z
2
5
£
éﬂ
g

negen terkmt  memeriksa
Persetujuan penambahan
pelabuhan  singgah/  urgensi
muatan ;

4, Kasubdit Angkutan Laut Dalam
Negeri Anglutan Laut
memberikan perse tujum/

atas  Dokumen

penolakan
Persetujuan penam}
pelabuban  singgab/  urgensi
muatan

o

Diten  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas Zin yang
lah  diterbitken  kepada
Lembaga 0SS
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C. BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
s Lembaga . ;
rizinan Berusaha iy Pejabat Yang | Waktu B Pejabat Yang Masa Waktn
No | Yong Dilaksanakan | o VA8 Menmdatang | Proses | Moo Persyaratan = Verifikasi Checklist | Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melahsi Osg*s el ani esialon P) Persyaratan JEvaluasi
T [ Persetujuan REMENHUE Digen T hon | Selama | 1. Sesuai 0SS, o T Pengevaluasi | 6 bulan 3 (tga) “Monitoring |1, Pemohon Tmengaukan
Rmsnhnun Salvage Perhubungan | kega perusah | 2. Persyaratan  Lain: 3.000.00 | Persyaratan harikerja | melalui permohonan Persetujuan
Pekerjaan Laut untuk aan o istrasi | Dengan laporan untuk Perusahaan Salvage dan
B,,,,,d, Air nB masih : (gajuta | dontcknis | Tahapan : ‘mengngetahui Pekerjamm  Bawah Al melahui
menjala | Teknis rupiah) | 2. Me: i eksistensi aplikasi OSS:
o kualifikasi | 1.7 (oajub) keberadman, | 2. Petugas  yang  berkempeten
usahany ‘“"n::‘“ "';:’;g‘;‘:"g : dan kelaikan | hari untuk susunan melakukan  verifikasi dokumen
3 haria it s jenis pemeriksa direksi, permohonan.
. puan merencanakan 3
kerja fsermur e peralatan 3 pensnggung |3 Kosi  Pekerjnen  Bawsh  Air
untuk hidup) Sl i Dok e selam  dan | kelengkap jawabnya, memeriksa dokumen kckwkapnn
tahapan Air (dibuktikan dengan peralatn 3 aktifitas dokumen Persetujuan
penerbita pralty= pendulung | persyarata perusahann Perusshasn  Salvage  dan
n 577 O e Tk el lainnya n Pekerjanm Bewah Air;
persetuju ks Asngen sorciiens 3. Me administra 4. Kasubdit Penanggulangan
an i legalitas si Musibah dan Fekepaon Bawah
PIEGY! pembentuka | persyarata Air mengetahui dan menyetujui
Peralatan Kesja o badan tel pemeriksasm dolcamen;
hulkum i 5. Direktur  Kesatuan Penjagasm
a1 setalat las bawah air dan untuk tidak Laut dan Pantai memberikan
alat potong bawah nir kegiatan lengkap rsetujuan/  penol atas
b. 1 SetAlat Selam  Surface Salvage ks aken Dokumen Persatijuen
Suplied Breathing dan/ atau dikembalik Perusahaan  Salvage
Apparatus (SSBA) atau 4 pekerinan | an/ ditolak Pekerjann Bewah A
set alat selam Self Contained ‘bawah air 6. Ditien  Hubla  menyampaikan
Underwater Apparatus 4. Memahami | dilengkapi laporan/notifikasi atas izin yang
(SCUBA) pengetahua h telah diterbitkan kepadn Lembaga
c. | setalat pompa salvage n  tentang | pemohon: 0ss
dan pekesjaan bawah air status
d. 1 setalat survei hokum 2.5 Qima)
e. 1 set kompressor selam Kapal, bulan
tekanan rendah (LF) spesifikesi | untuk
£ 1 set kompressor selam twknis kapal | melengkap
tekanan tingsi (HF) dan kelaikan | i
lant  kapal | kekuranga
Kapal Kagia kerja_yang
o Gross Akta Kapal; i Y
b Sertficn Mpnl Yang Masih 5sPesigalisiin
1). PerusahaanSalvage : kerja
‘c"“"wl‘ﬂp“‘ kerja ;‘;"'“ tahun  di | pemeriksa
rane atau dong
Boatberbendera i g
1nlonaste; PRA setelah
2) Perusahann PA : e takad
1 Unit kepal jenis
Pipe/Cable Laying Telengkap
Barge/ vessel atan Tug
Boat berbendera rayarata
Indonesia. n 2 (dua)
rja.
penambahan oo telah
dilakukan meriksaan a.
e O s maksimal
permen nomor 71 tah 14 hod
2013 diubah dengan pm 33 proses
tahun 2016 dan pm 38 pemberian
talun 2018 persetmjua
o/
Catatan: penolakan
untuk Badan Usaha Patungan atas
(Joint Venture) Dolaums
1. Utk Perusahaan Salvage, Persetujua
harus memiliki 1 Unit kapal n
kerja Jenis Crane Barge Perusahaa
200 Ton atan Tug Boat 2 n Salvage
5000 HP benbendera dan
2. Utk Perusahaan PBA. harus Pokerjaan
memiliki | Unit kapal jenis Banwah Air
Pipe/Cable Laying di
Barge/vesselz 5000 GT ata Direktorat
Tug Boat 2 5000 Kesatuan
HPberbenders Indonesia. Penjagaan
Laut dan
Panti.
2. | Surat Tzin | KEMENHUE Digjen T hon | Selama Fp 1. Pengevaluas | 6 BULAN T Melakukan | 1. Pemohon mengajukan
Membangun Perhubungan | kesja pemanta | 1. Sesusi OS 500,00 i i Izin
Memindahkan  dan Laut untuk atm 1L Persyaratan Lainnya: ) Persyaratan 3 (tge) | kesinpan Memindnhkan dan Membongkar
Membongkar NB na (satu juta | administrasi hari kerja pelaksanan Bangunan dan/ atau Instalasi
Diigiaen . daki st n atan 1. Berita Acara penijouan | kma dem teknis n melalui uplikasi 0SS
inttalast inst Lokasi; ratus 2. Menguasai pembangun | 2. Petugns  yang  berkompeten
pipa/ka Surat Pernyataan ribu ploting an melakukan ~ werifikasi  dokumen
3 hari | bel o Kepemilikon faset | rupish) ks bangunan/i |  permohonun.
kegja bawah instalasi pipa/kabel. c nstalasi 3. Knsi  Pekejoan  Bawoh
T o~ untuk air b. Bersedia  melakukan bangunan pipa memeriksa dokumen k.le..gk,p.n
i Y tahapan pembongkaran jika kabel bawoh | dokumen  permohonan  Izin
Rstfriry i penerbita sudah tidak digunakan instalasi ait Membangun, Memindahkan dan
terdiri dari 2 (dua) n lagi dan menempatkan 3 pipa 2. Melakukan Membongkar Bangunan dan/ atau
o persetuju uang jeminan  sbg atau  kabel Monitoring, Instalasi;
T an pengganti biaya pada peta pelaksana | 4. Kasubdit Penanggulangan
pem! an Iaut kegiatan Musibah dan Pekerjaan Bawah
¢ Lama wak  pe Indonesia sesusi Air_mengetahui dan menyetujui
a 5“"&“::."‘ atau manfantan dan 3. Memahami alifikasi ‘hasil pemeriksaan dokumen;
Tosialagl - Tipa bersedia bertanggung hasil survey berdasarkan |5. Direktur Kesatan Penjagasn
atzrKabal; jawab  jika  terjadi bethymetri Kketentuan Laut dan Pantsi memberikan
kerugian terhadap bawah  air yang persetujuan/  penolakan  atas
pihak  lain  akibat pada berlaku; Dokumen rse fzin
pelaksannan rencana Membangun, Memindahkan dan
pembangunan bangunan Membongkar Bangunan dan/ atan
pipa/kabel dan Instalosi
keberadaan p:pa/kabel instalasi 6. Dien Hubla  mensampaikan
pipa  atau Inporan/notifkesi s izin yaog
kabel bawah kepadn Lembagn
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088
Teknis: 4. Memahami
1 Hasil Survey Teknis pengetahua
‘meliputi: n  tentang
a Posisi Geografis Jalur
Bangunan / Instalasi; Kerja
b. Data Bathimetry: terhadap
¢ Data Hidrografy; rencana
d. Data Jenis dan Kondisi bangunan
Lapisan Dasar Perairan
(sub soil; instalasi
e Tiik Koordinat pipa  atan
p\-ndmulnn (Landing kabel bawah
air;
2 vahnungm teknis  dan 5. Memahemi
Gambar Desain pengetahua
Bangunan/ Instalasi n tentang
3. Loma Waktu dan Jadwal Perhitungan
Pelaksanaan Kegiatan; teknis
4. Metode Kerja dan Analisa Gembar
Teknis; Desain
5. Rekomendasi aspek Bangunan/1
keselamatan pelayaran dari nstalasi
penyelenggara  pelabuhan
{sesuai PM 129 Th 2016)
KSOP/ UPP setempat;
6. Rekomendasi dari Distrik
Navigasi sete: 3
7. Dokumen Studi
Lingkungan yang mendapat
Pengesahan Pejabat Yang
berwenang;
8. Surat tidak keberatan atas
persilangan pipa atms kabel
v ye telah terpasang
(existing), pemilik konsesi:
(sesuai PM 129)
9 Dokumen Hasil Kajian
Analisa  Risiko  (Risk
Assessment);
KEMENTIOE Disjen T_Pengevaluas | 6 fenam) T Melakukan | 1. Pemohor mengaukan
b Kabel  saluran Perhubungan | 1 hari | Selama  [I. Sesuai 0SS 1.500.00 i bulan 3 (e ‘monitori pemohmu-n Izin Kabel Saluran
udara Laut keja pemaca. fI. Perssesaten Lainoy 0 fsatu | Persyaratan hasi kerja kesiapan
untuk atan Borta et prasjeisa | jia tina | wiiysatest | Déogia pelaksanaa melnlmsplxkasuass
NEB kabel lokasi T dan teknis | Tahapan: n 2. Petugas  yamg  berkompeten
saluran | 2. Surat  penunjukan/kuasa | ribu 2. Menguasai pembangun | melakukan * werifikesi - dokumen
udara dari direksi/ pimpinan | rupiah) ploting 1. 7 (tujub) an  kabel |  permohonan
perusahaan. lokasi hari untuk saluran 3. Kasi  Pekerjasn  Bawsh  Air
3 had 3. Kepemilikan Jaset rencana pemesiksa udara memeriksa dokumen kelengkapan
kegja inatalasi pipa/kabel bangunan | an 2. Melakukan dokumen permohonan Izin Kabel
untuk 4. Bersedia ‘melakulan kelengkap Monitoring Saluran Udara;
tahapan pembongkaran jika sudah instalasi an pelaksana | 4. Kasubdit Penanggulangan
penerbita tidak digy lagi dan jalur  pipa | persyarata kegiatan Musibah dan Pekerjann Bawah
n menempatkan uang atau  kabel | n sesuai Air mengetahui dan menyetujui
persetju jaminan  sbg  pengganti pada  peta | administra Iualifikasi hasil pemeriksaan dolumen;
an biaya pembongkaran t s dam berdmsarken | 3. Direktur _ Eesatum _ Peningam
5. Lama waktu Indonesia | persyarata ketentuan Laut dan Pant
dan_bersedia_bertanggung, 3 Memohami | 0 teknis yang, persctujuan/  penolakan _atas
jawab jika terjadi kerugian hasil survey Derlaku: Dokumen Persetujuan Izin Kabel
terhadap pihak lain akibat bethymetri | tdak Saluran Udara
pelaksanaan pembangunan bawah air | lengkap 6. Ditien Hubla  menyampaikan
pipa/ kabel pada maka akan laporan/notifikasi atas izin yang
keberadazn pipa/ kabel. rencana dikembalik telah diterbitkan kepada Lembaga
bangunan | an/ ditolak oss
fleknis tuk
1. Hasil Survey Teknis meliputi : instalasi dilengkapi
a. Posisi  Geografis Jahur pipa  atau | oleh
Bangunan/ Instalasi; kabel bawah | pemohon;
b. Data Hidrografy; air
e Titik Koordinat 4. Memahami | 2, 5 (ima)
pendaratan  ( Landing pengetahua | bulan
oint); n tentang | untuk
2. Pubitungen; Telcie: . dan metode melengkap
Desain kerja i
Bmguum/mswm. terhadap kekuranga
3. lama Wi dan Jadwal rencana n
Pelaksanam Kegiaton: kabel persyarata
4. Metode Kerja dan - Analisa saluran n
Teknis; udara
5. Rekomendasi aspek 5. Memahami | 3.
kesclamatan pelayaran dari pengetahua | pemeriksa
penyelenggara  pelabuben n tentang | mn ke 2
fsesuai PM 120 Th 2016} Perhitungan | (dua)
KSOP/ UPP setempat; teknis  dan | setelah
6. Rekomendasi aspek Gambar
keselamatan penerbangan; Desain kelengkap
7. Rekomendasi  dari  Distrik Bangunan/1 | an
Navigasi sewmpat; nstalasi persyar
8. mkumendm terkait n 2 (dua)
nentuan  ruang  bebas hari kegja.
{Cloarance)
9. Dokumen Studi Lingkungan a
yang mendapat Pengesahin ‘maksimal
Pejabat Yang berwenang. 14 had
proses
pemberian
persetujua
penolakan
Dokumen
Persctujua
Perusahaa
n Salvage
dan
Pekerjaan
Bawah Air
di
Disektorat
Kesatuan
Penjagaan
Laut  dan

Pantai.
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7 Penerbitan  1zin | KEMENHUB Dijen T han | 1 Tahun |1 1 Sesuai 0SS - 1. Pengevalua | 6 fenam) 1. Pemohon mengajukan
Membongkar Perhubungan | kesja Il Persyaratan Lainnya: 3 (tiga) tzin,
bangunan Laut untuk Persyarata han kenja ‘momnitoring Bangunan dan/ atau Instalasi
dan/atau instalasi NIB n Dengan siapan ‘melalui aplikasi 0SS:
Teknis : administra | Tahapan: pelaksanaa |2, Petugas  yang  berkompeten
1. Hasil  Survey Teknis si dan. n melakukan  verifikasi  dokumen
meliputi: teknis 1. 7 (tajub) pem! permohonan.
3 hari a. Posisi Geografis Jalur 2. Menguasai | hari untuk an  kabel |3, Kosi  Pekerjoan  Bawah  Air
kerja Bangunan / Instalasi ploting pemeriksa saluran memeriksa dokumen mlengknpm
untuk b. Data Batimetri lokasi udara dokumen  permoh
tahapan c. Data Hidrografy; rencana kelengkap - Melakukan |  Membongkar Bmunm dm\/ntmn
penerbita d. Data  jemis  dan pembongka | an Monitoring Instalasi;
n kondisi lapisan dasar ranbangun | persyarata pelaksana | 4. Kasubdit Penanggulangan
persetuju perairan (sub an  dan | n giatan Musibah dan Pekejaan Bawah
an 2 Desain instalasi administra sesuai Air mengetahui dan menyetujui
Bangunan/ Instalasi; jalur  pipa | si alifikasi hasil pemeriksaan dokumen:
3. Lama Wakt dan Jadwal atau kabel | persyarata berdasarkan | 5. Direktur  Kesatuan  Penjagann
Pelaksanaan Kegiatan; pada peta | n tekmis ketentuan Lout dan  Pantmi  memberikan
4. Metode Kerja dan Analisa laut apabila yang persetujuan/  penolakan
Teknis; Indonesin | tidak berlaku; Dokumen  Persetujuan
5. Standart Operating 3. Memahami | lengkap Membongkar Bangunan rlnn[nlnn
Prosedure 80P i maka akan Instalasi.
membongkar  yang di survey dikembalik 6. Ditien  Hubla  menyampaikan
sudah durnum oleh bethymetri | an/ ditolak an/notifikasi atas izin yang
instansi pembina pemilik bawah air | untuk telah diterbitken kepada Lembaga
instalasi pada dilengkapi oss
6. Lokasi  penyimpanan rencana oleh
hasil pembongkaran pem pemohon:
bangunan dan/ atau ranbangun
instalasi; dan | 2. 5 Qime)
instalasi
pipa  atau | untuk
kabel melengkap
bewah air | i
4. Memahami | kekusanga
pengetahu | n
an tentang | persyarata
metode n
kerja
terhadap | 3.
rencana pemeriksa
pembongka | an ke 2
ran (dua)
bangunan | setelah
atan dilakukan
inslasi pipa | kelengkap
tau kabel | an
bawah air | persyarata
n 2 (dua)
5. Memahami | hari kerja.
pengetahu
an tentang | 4.
Peshitunga
0 teknis [ 14 had
dan proses
Gambar pemberian
Desain persetujua
n/
Tnstalas: ‘penolakan
atas
Dokumen
Persetujua
Perusahaa
n Salvage
dan
Pekerjaan
ah
Disektorat
Kesatuan
Penjagaan
Laut  dan
Pantai
5. | Penetapan Reconized | KEMENTUB Dijen 2 Dua) | 1. Sesumi 0SS 2 juta Pejabat Yang, ). Laporan 1. Badan Hukum telah terdaftar di
Security Orgamization Pﬂhubungnn I hari | Tahun | 2. Persyaratan Dua Verifikasi: kegiatanper | Sistem 0SS serta mengajukan
®S0) aut kerja lain: Juta Maksimal | Maksimal 6 (enam) permohonan  penetapun  sebagai
untuk Rupiah) [ 1). Penyusun | 8 (delapan) | 2 (dua) bulan i curity Organization
NIB &) Surat Pengangkatan bahan hari keja, | hari kerja D). Bukt (RS0) melalui Sistem 0SS,
i evaluasi dengan setelah Tagihan 2. Kasubdit Patroli & Pengamanin
Sebagai Tenaga Ahli pengamana ;| seluruh Pembayaran |  meneliti  kebenaran  dokumen
). Sertifikat Para o persyaratn P persyaratan
2 hari Tenaga Ahli RSO 2). Pengolah - Maksim | n lengkap 3. Kasie Pengamanan memenlm
kerja €). Surat Penetapan bahan all dokumm persyaratin
untuk Sebagai RSO yang evaluasi (satu) masikan ke
tahapan habis masa pengammana hari Ket: I'enyuslm atau Pengolah bahan
penerbita berlakunya (hanya n kerja, - Maksim evaluasi
untuk RSO yang akan persyara | al2 untuk  membuat  undangan
persetuju mem perbaharui/ mem (dua) presentasi company profile.
perpanjangan izin) Persyaratan diverifik hari 4. Penyusun atau Pengolah bahan
Pejabat asi oleh kerja evaluas panan  membuat
). Teknis: dimaksud Penyusu | untuk dan mendistibusiken undengan
Melaksanakan presentasi b nfPengo | Dit. presentasi company profi
Company Profile KPLP: 5. Pemohon melakukan  presentasi
1). Memiliki * Menge Company Profile.
Sertifikat Evaluasi valuas 6. penyusun atan pengolah bahan
Keterampil Pengam i evaluasi pengamanan membuat
an ISPS anan Lapor verbal untuk meminta
Code - Maksim an persetujuan Dijen Perhubungan
2). Mi al2 pemen Laut
memiliki 3 (dua) 7.werbal telah  disetujui  Disjen
tahun hari Kelur Hubla dan Mendapatian Nomor
pengalama kesja, angan dari  Bagian Umum  Dan
n kerja Pemoho terseh Perdengkapan
terkait 1SPS | ut 8. Pemohon melakukan pembayaran
Code * Meng fiika NEP
uploa ditem 9. Dircktur  KPLP  memberikan
d ukan notifikasi Penetapan Recognized
Kekur ada Security Organization (RSO) ke
angan kelaur Sistem OSS.
persya angan
ratan sant
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(satu)
hari

kerja,
pelaksa
nan
presenta

untuk

Dit.

KPLP.

* Menge
valnas
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perset
ujuan
Fenet
apan
Recog
Securi
o
Organi
zation
(RSO)
di
Siste
m
0ss.
4. | Penerbitan SoCPF KEMENHUB | an _ Digen | 1 han | 5 (Lima) | L. Sesuai 0SS 500 ribu | Pejabat Yang | Maksimal | Maksimal | Laporan 1. Badan Hukum telah terdafiar &
a. Sementara Perhubung kesja Bulan 2. Persyaratan (Lima Verifikasi: 10 3 (tiga) Pemenuhan Sistem 0SS serta mengajukan
t untuk Lain: Ratus 1). Penyusun | fsepulub) | hai ke i itan SOCPF
Direktur KPLP | NIB a1 bundel PFSA dan 1 Ribu bahan i Sementarn melalui Sistem 0SS,
bundel PFSP yang telah | Rupiab) evaluasi 2. Kasubdit Patroli & Pengeamunan
i d oleh PFSO pengama meneliti  kebenaran  dokumen
dan Ka.. UPT DUPL nan persyaratan.
3 hari dimana fasilitas 2). Pengolah 3.Kasie Pengamanan memeriksa
kerja pelabuban tersebut bahan dokumen  persyaratan  dan
untuk berada evaluasi menginformasiken kepada
an b) Surat fjin Operasional pengaman Penyusun atau Pengolah bahan
penerbita (Surat Izin Terminal an evalunsi
n Ummum/Khusus/ Kepentin untuk  membuat  undangan
persetuju gan Sendir) presentasi hasil PFSA
an <) SK Penunjukan Schagai Persyaratan 4. Penyusun atau Pengolah bahan
Port Facility Security Pejabat 1t pengamanan  membuat
Officer/ PFSO dimaksud, Penyusu | Dit. dan mendistribu
d) Sertifikat Port Facility sbb nfPengo | KPLP: presentasi hasil PFSA
Security Officer/ PFSO 1). Memilili lah * Menge 5. Pemohon melskukan  presentasi
Sertifikat Bahan valuas FSA
1), Teknis: Melaksanakan Keterampil | Evaluasi i 6. Pembayaran  PNBP  dilakukan,
presentasi hasil PFSA an ISPS Pes lapora jika:
Code n ). Presentasi hasil PFSA tidak
2). Minimal - pemen ditemukean kekusangan; aten
memiliki 3 uhan b). Laporan -menuhan
tahun kelaur kekurangan dari pelaksanasn
pengalam hari angan presentasi  hasil  PFSA
an kerja kesja, terseh (disampaikan ke Dit. KPLP
terkait Pemoho ut maksimal 3 (tga) hari kesja)
1SPS Code | m: ika telah disetujus oleh Dit. KPLP.
* Meng ditem 7. Pemohon membayar PNBP
uploa uken 8. Pencetakan SOCPF Sementara
d ada 0. Direktsr  KPLP  menyemjui
kelour kelar Penerbitan SOCPF Sementara dan
angan angaa memberikan notifikasi ke Sistem
persya n saat 0ss.
ratan prese
ke ntasi
sistem hasil
0sS; PFSA);
danja dan
« Mence
« Uika k
ditem Hota
ukan Tagih
nda an
kelur PNBP;
0a dan
nsaat [ e Mence
prese tak
ntasi socP
hasil F
PFSA) Seme
Memb ntara
uat * Menye
din zjui
menya socp
mpaik F
an Seme
Lapor atara
an
pemen
uhin
angan
pelaks
anzan
prese
ntasi
hasil
PFSA
ke Dit.
KPLP
- Maksim
al2
(dus)
hari
kerja.
Dit.
KPLP
untuk:
* Koordi
nasi
Dit.
KPLP
dg
pemo
untuk
mene
ntuka
n
tangg
al
prese
ntasi;
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« Memb
uat &
mendi
stribu
undan
gan
prese
ntasi
hasil
PFSA
- Maksim
all
(satu)
hari
keria,
pelaksa
naan.
presenta
si
PFSA,
- Maksim
al3
(tga)
hari
kexja
untuk
Dit.
KPLP:
* Menge
valuas
i
lapora
n
pemen
uhin
kelur
an
tersels
ut;
dan
* Mener
bitkan
Nota
Tagih
an
PNBP;
* Mence
tak
soce
F
Seme
ntara
* Menye
tuju
soce
F
Seme
tara
B, Permanen KEMENHUB | an _ Digen 5fima) | I. SesumiOSS Fp. Pejabat Yang | Maksimal | Maksimal | Hasil 1. Badan Hukum telah terdafiar di
Perhubungan [ 1 hari [ Tahun | 2. Persyaratan Lain: 2.000.00 | Verifikasi: 40 fempat | 4 empat) | pelaksanaan Sistem 0SS serta mengajukan
: kegja ) Surat Permohonan 0 {Dua 1). Penyusun | pulub) hari kerja | verifikasi ke permohonan Penerbitan SOCPF
Direktur KPLP | untuk b) Surat Jjin Operasional Juta bahan hari kerin, | setelah fosilites. Permanen melalui Sistem 0SS
NIB {contoh: Surat Izin Rupinh) evaluasi | dengan selurub pelabuban 2. Kasubdit Patroli & Pengamenean
Te rminal pengaman | tahapan: | persyarata | setiap 2.5 (dua | meneliti kebenaran dokumen
Umum/ Khusus/ Kepenti an n lengkap | setengah) persyaratan
ngan Sendiri) 2). Pengolah | - Maksim tahun,dan 3. Kasie Pengamanan memeriksa
4 hari <) SK Penunjukan Sebagai bahan al 1 pe / dokumen  persy dmn
ket Port Facility Security evahunsi (satu) Ket ose-out menunjuk 1 ata 2 Auditor
untuk Offices/ PFSO pengaman | hari temuan untuk melakukan verifikasi ke
tahapan d) Sertifikat Port Facility an kerja, - Maksim | verifikesi fasilitas pelabuhin.
penerbita Security Officer/ PFSO persyara | all tersebut 4. Auda yang  ditunjuk
n €) SoCPF yang akan habis tan (satu) mengmformasikim ke pemohon
persetuju masa berlakunya Persyaratan divesifik | hari, pel verifikasi
an Pejabat asi oleh Auditor tersebut (pelaksenam verifikis 3
10, Teknis: Melaksanakan dimaksud, Penyusu | yamg hari kerja).
verifikasi ke fasilitas sbb: nfPengo | melakuk 5. Pemohon memenuhi hasil temuan
pelabuban 1), Memiliki lah an verifikasi tersebut, membuat dan
Sertifikat verifikas menyampaikan
Keterampi | Evaluasi | i Pemenuhim/ Close-our  Temuan
lan ISPS Pengam tersebut Verifikesi di fasilita
Code anan mengev pelabuhannya ke Auditor
2). Minimal | - Maksim aluasi melaloukan verifikasi maksimal 30
memiliki 3 2 Surat (tiga puluh) hari kerja.
tahun (dua) Pemenu 6 it yang  melakukin
pengalam hari han/ clo rifikasi, mengevaluasi  Surat
an kesja kesja, se-out Pemenuhan/ Close-out  Temuan
terkait Pemoho | - Maksim Verifikasi tersebut dan
ISPSCode | n al3 menyetwjui  untuk  diproses
mengupl | (tiga) pencetukin SoCPF Permanen.
oad hari 7. Pemohon membayar PNBP.
kekuran | kerja 8. Pencetaken SOCPF Permanen
an untuk 9. Direktur  KPLP  menyetujui
persyara | Dit. Penerbitan SOCPF Permanen
tan ke KPLP: memberikan notifikasi ke Sistem
sistem * Mener oss.
0ss bitkan
- Maksim HNota
al3 Tagih
(tiga) an
hari PNBP;
kesja  Mence
pel tak
nasn soce
verifikas F
ike Perma
fasilitas nen
pelabuh | o Menye
an ujui
- Maksim socP
al 30 F
(tigapul Perma
uh) hari nien
kesia,
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Penv.mnn Derusatn Lembaga | poiobot Yang | Wakeu " » Pejabat Yang Masa v“'ﬁ“, "
No | Yang Di S Yoog Menandatan Proses el Persyaratan oy Verifikasi Checklist SERPOL by it Tata Cara Pengajuan
pritkr e e sl omi Berlskn, ®e) Persyaratan o Zialaal
Tzin B Y
T. | Sertiikii  Bidang
Perknpalan, meliputi:
W Surat Rementerian | Direktar 7 (@usl | 3 Bulan Tidak adn Pegawa 7 Wum han | Monitorng dan | 1. Pemohon mengapkan
a buki  pembayaran yang kesja. setelah | evaluasi permohonan Persetujuan/
Pe iem n dan (Bill of Sale) ymng ‘memiliki persyaratan terhad: Penggantian Bendera Kapal Asing
Bendera Kapal Kepelautan dilegalisasi oleh kompetensi lengkap pemenuhan Menjadi  Bendera  Indonesia
Asing  Menjadi Notaris atau  olch pendaftaran persyaratim kepada Direktur Jenderal c.q
Bendera pejabat  pemerintah a lfsatu) hari | sesuai dengan Disektur rkapalan  dan
Indonesia yang berwenang dari kebangsann untiuk komitmen oleh Kepelautan
negara bendera asal al erifikasi Al Ukur dan | 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran,
kapal: termasuk persyaratan | Penyusun Pendaftaran  dan  Kebangsaan
b berita acara sersh Kepal_seksi Bahan Kapal meneliti  kelengkapan
terima kapal (Protocol dan  Kepala b. 1 (satw) hari dokumen
livery  and s untuk Kapal 3. Kasi Pengukuran Pendaftaren dan
Acceptance; Direktorat penerbitan Kebmguam  Kapal Barang dan
surat  keterangan zin Peti Kemas atau Kasi Pengukuran
penghapusan Pendafiaran  dan  Kebangsasn
(Deletion _Certificate) Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
yang, diterbitkan oleh menyetujui (approve kelengkapan
negara bendera asal dokumen persyaratan.
Kapal; 4. Kasubdit Pengukuran
d surat dan sertifikat Pendaftaran  dan  Kebangsaan
kapal yang diterbitkan (approve)
oleh negara bendera dokumen
asal kapal: dan
e gambar  rancangan 5. Direktur perkapalan  dan
urnum  bangunan Kepelautan umw.hm Approval
kapal General yang diberikan oleh Kasubdit.
Arrangement. 6. Diien  Hubla  menyampaikan
Iaporan/notifikasi yang
telah diterbitkan kepada Lembags
oss
©. Suat  Tanda | Kementerian | Kasubdit Sclama a. fotokopi  grosse | PNBP Pegawai 7 (ub) hani | 2 (du) han 1. Pemohon
2 (dus) | kapal tidak akta pendaftaran | berdasarkan | yang kesja kesja tahunan oleh |  Surat Tanda Kebangsasn Kapal
Kapal n Pendaftaran berubah kapal atau | besaran GT | memiliki UPT kepada Direktur Jenderal c.q
dan muatan grosscakta kapal sesuai | kompetensi Dircktur  Perkapalan  dan

Kebangsaan aktanya baliknama kapal; | PP 15 tshun | pendaftaran Kepelautan,

Kapal fuluran, b. fotokopi  Surat | 2016 2.Staf Sub Dircktorat Pengukuran,
nama Ulkur, kebangsaan Pendaftaran Kebangsaan
kapal, ¢ surat keterangan al Kepal  meneliti  kelengkapan
pemilik, dari pemilik kapal termasuk dokumen persyaratan
mesin, mengenai  data Kepala_seksi 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
kategori) dan  penggunaan dan  Kepala Kebangsann Kapal Barang dan Peti

b Kemas atau  Kasi Pengukuran
Dircktorat dan
’ Lembaga . Waltu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang Waktu y Pejabat Yang Masa A
No | Yang Dilaksanaken | . Yang Menandatan Proses M Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Verhast Péiigmvasn Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh* anachitien omi Badan ®p) Persyaratan [ Bvakioat
Tein & ¥
Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
menyetujui (approve) kelengkapan
dokumen persyaratan
4. Kasubdit Penguluran Pendaftaran
dan Kebmngsann Kapal menyetuju
(approve) kelengkapan  dokumen
persyaratan
5. Ditien  Hubla  menyampaikan
ran/ notifikasi atas izin yan
telnh diterbitkan kepada Lemboga
oss
©. Sumat menterian | Kasubdit Selama @ Surat Ukur bagi | Tidak ada Pegawai 7 (oub) hani | 1 (samu) ban | Monitoning dan | 1. Pemohon mengajukan permo
Penetapin Perhubunga | Pengukuran, | 2 (dua) | kapal tidak kapal dengan yang kexja kerja evaluasi Surat Penetapan Call Signl kepndn
Tanda n Pendaftaran | hari berubah ukuran tonase kotor ‘memiliki Direktur Jenderal c.q Direktur
Panggilan  (Call dan Kategori Kurang: Perkapalan dan Kepelautin
sign) Kebangsann lebih GT 7 (oujuh pendaftaran 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
Kapal Gross Tonnage) atau dan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
lebilata kebangsam Kepel ~menehti kelengkepen
b. Surat Keterangan al dokumen persyar
Ukuron bagi kapal termasuk 3 Kasi Pesanion  Pepiiatiiii e
dengan bagi kapal Kepala_seksi Kebangsaan Kapal Barang dan Peti
dengan  ukuran dan  Kepala Kemas atau Kasi Pengukuran
tonase kotor kurang Sub Pendaftsran  dun  Kebangsum
dai GT 7 {rujuh Direktorat Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
Gross Tonnage)atiu mongenujul (approvd kelongkapen
¢ sertifikat  radio
kapal atau laporan 4 Ksubdit bengukuran Pendufiaran
pemeriksaan dan Kebangsaan Kapal menyetujui
T (approve) kelengkapan ~dokumen
Kkomunikasi  radio persyaratan.
kapal; dan 5.Ditien  Hubla  menyampaikan
grosse akta laporan/ notifikasi atas win yang
pendaftaran  kapal telah diterbitkan kepada Lembaga
atau grosse akta oss
A Dokumen Kementerian | Kasubdit Selama. PNBP scsum | Pegawai Monitoning dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
Riwayat Kapal | Perhubunga | Pe an, [ 2 (dua) | kapal tidak PP 15 tahun | yang 2 f(dun) hari | evaluasi Dokumen Riwayat Kapal kepada
(Continuous n Pendafiaran | hari berubsh |2, Surat  fin  Usaha | 2016 ‘memiliki kesja, setelsh Direltur Jenderal c.q Direktur
Synopsis dan muatan Perusahasn  Angkutan kompetensi persyaratan Perkapalan dan Kepelautan,
R Kebangsaan aktanya Laut  (SIUPAL) atau pendaftaran lengkap 2.8taf Sub Direktorat Pengukuran,

Kapal fukuran Surat  ljin  Operasi Pendaftaran  dan  Kebangsaan
nama Laut Khusus kebangsaan a lfsam) has Kepal meneliti  kelengkapan
kapal, (SIOPSUS); al untuk dokumen persyaratan
pemilik, b grosse akta pe an termasuk verifikasi 4. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
mesin, Kavall st eiommoaiia Kepala seksi persyarata Kebangsaan Kapal Barang dan Pets
Kategori) baliknama kapal; dan  Kepala b. 1 (satu) hari Kemos atmu Kosi Pengukuran

c. Surat Tanda Sub untuk Pendaftaran  dan  Kebangsasn
Kebangsaan Kapal; Dircktorat penerbitan Penumpang dan Kapal Tkan
d. sertifikat  manajemen zin menyetujui {approve) kelengkapan
keselamatan  (Safety dokumen persyaratan
4. Kasubdit
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Certificate/SMC]; Gan Rebangaam Kapal menyetuin
e. dokumen penyesuaian (approve kelengkapan dokumen
manajemen persyaratan.
keselamatan [Document 5.Ditien  Hubla  menyampaikan
of Compliance /DOC); laporan/notifikasi_atas izin yang
. serifikat  keamanan telnh diterbitken kepada Lemboga
kepal  internasional
(international ship
curity
Certificate/1SSC);
9. sertifikat-sertifikat
dan
b dafiar  sin tentang
informasi riwayat kapal
©. Penerbitan Akta | Kementerian | Kesubdit Selma PHBP Pegawai Wonitoring dan |1, Pemohon mengajukan permohonan
Perhubunga | Pengukuran, [ 5 (ima) | kapal berdasarkan | yang 5 (ima) har | Evaluasi ke | Akta kepada Direktur Jenderal c.q
n Pendafiaran | hari kerja | belum Akta Pendaftaran Kapal: besman  GT | memiliki kerja Pelabuban Direktur  Perkipulan  din
dan  Kasi berpindah kapal sesuai | kompetensi 3 ftigy) hari | Pendaftar Kepelau

Pengukuran, kepemilika | o bukti hak milik atas | PP 15 tahun | pendaftaran untuk . Staf Sub Dircktorat Pengukuran,

Pendafiaran n kapal: 2016 dim werifikasi Pendaftaran  dan  Kebangsaan

dan b, identitas pemilik kebangsann persyaratan Kapal  meneliti  kelengkapan

Kebangsaan kapal; Kepal dokumen persyatatan

Kapal barang ¢ Nomor Pokok Wajib termasuk 2 (dua) han . Kasi Pengukuran Pendaftaran dan

dan  Peti Pajak; Kepala_seksi untuk Kebangsaan Kapal Barang dan Peti

Kemas atau d. surat ukur; dan  Kepala penerbitan izin Kemas atau  Kasi Pengukuran

Kasi e lmporan pemeriksasm Sub Pendafiaran  dan  Kebangsaan

Penguluran, kesclamatan  kapal Direktorat Kapal Penumpang dan Kapal Tkan

Pendaftaran yang  dibust  oleh menyetujui {approve) kelengkapan

dan Pejabat  Pemeriksa dokumen persyaratan.

Kebangsann Keselamatan Kapal: h. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran

Kapal dan Kebangsann Kapal menyetujui

Penumpang £ guset. Kinea ‘uihik (approve)  kelengkapan  dokumen

dan  Kapal mengajukan persyaratan.

Than permohonan dan B. Ditien Hubla  menyampaikan
pengurusan laporan/ notifikasi atas izin yang
pendsftaran kapal dari telah diterbitken kepada Lembagsa
pemilik kapal (apabila oss
dikuasakan);

¢ bukti pelunasan bea
balik nama kapal
sesusi dengan
ketentuan  peraturan
perundang undangan;
dan
h rekomendssi  dari
menteri yang
bertanggung  jawab
terhadap  kegiatan
khusus apal
penangkap ikan
Selama
’ Lembaga . , Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang Waktu y Pejabat Yang Masa A
No | Yang Dilaksanaken | . Yang Menandatan Proses M Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Vesian Péiigmvasn Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh* anachitien omi Badan ®p) Persyaratan [ Bvakioat
i it ¥
Teapal Akt Brhknama Knpal
n hipotek sebagimana
dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3);
Nomor FPokok  Wajib
Pajak:
d surat ukur atau surat
ulkur sementara; dan
akta
pendaftaran  knpal
atau  grosse  akta
baliknama kapal
Akta Hipotek Kapal:
8 perjnjian kredit;
b ash  prosse skt
pendaftaran ki
atau  grosse akta
baliknma kapal
T Surat Kementerian | Kasubdit Selama Penggunan Nama Knpal: | Tidak ada Pogawa 2 {us) han | Monitoring dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
2 (dus) | kepal tidak yang kerja,  setelah | evalunsi Surat Penggunasn Nama Kapal
Nama  Kapal | n Pendafiaran | hari kerja | berganti & Bukti kepemilikan ‘memiliki persyaratan atau Persetujuan Ganti  Nama
dun dan nama b. Identitas pemilik kompetensi lengkap Kapal kepada Dircktur Jenderal
Persetujuan Kebangsann pendaftaran cq Direktur Perkapalan dan
Ganti  HNama Kapal Persetjuan Ganti Nema dan a lfsatu) hasi Ke,
Kapal Kapal: kebangsaan untuk 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
. Surat Ukur kapal verifikasi Pendaftaran  dan  Kebangsaan
b. Grosse Akt termasuk persyarata Kepal  meneliti  kelengkapan
Pendaftaran/ Bliknama Kepala seksi b. 1 (sat) hasi dokumen persyatatan
Kapal dan  Kepala uns 3. Knsi Pengukuran Pendaftaran dan
Sub penerbitan Kebangsasn Kapal Barang dan Pet
Direktorat ijin Kemns otm  Kosi Pengukuran
Pendaftsran  dan  Kebangsaan
Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
menyetujui {approve) kelengkapan
dokumen persyaratan.
4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dan Kebangsasn Kapal menyetujui
(approve} kelengkapan  dokumen
persyaratan.
5.Ditien  Hubla  menyampaikan
Iaporan/ notifiknsi_atas izin y
telah ditesbitkean kepada Lemb:
08s
§  Serulikat Fementerian | Kasubdit PNEP scsuai | Pegawal 7 {dua) han | Monitoning dan | 1. Pemohon mengaukan permohonan
2 (dus) PP 15 tahun | yang kesja, setelah | evaluasi Penghapusan  Kapal  kepada
Kopal (Defetion | n Pendaftaran | hari kerja a grosse akta | 2016 ‘memiliki persyaratan Dircktur Jenderal c.q Dircktur
Certificate) dan pendaftaran  kapal kompetensi lengkap Perkapalan dan Kepelautan
2.Staf Sub_Direktorat
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Kapal o grosse akta dan @ Vata) han Pendaftaran_dan  Kebangaamn
baliknama kapal: kebangsaan ukc Kepal  meneliti kelengkapan
b surat ukur; kepal verifikasi dokumen  persymratan  dmn
¢ surat termasuk persyaratan mengecek daftar induk kapal
kebangsann kapal Kepala_seksi b. 1 (satu) hari 3. Knsi Pengukuran Pendaftaran dan
dm  Kepala untuk Kebnngsam Kapal Barang dan Peti
Sub penerbitan Kemns ntan  Knsi Pengukuran
Direktorat Pendaftaran  dan  Kebangsamn
Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
menyetujui {approve) kelengkapan
dokumen persyaratan

4. Knsubdit Pengukuren Pendafteran
daan Kebmngsam Kapal menyetujui
(approve}  kelengkapan  dokumen
persyaratan

5.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas in yang
telah diterbitkm kepada Lembags
08s

T Suat Kementerin | Kesubdit 3 Bulan = Tontrak pembangunae | Tiak oda Pegawa 7 {um han | Monitoring dan | 1. Pemohon mengaukan permohonan
2 (dua) kapal yang dile; yang kerja. seteloh | evaluasi nggunaan Bendera Kapal Lelang
Bendera Kapal | n Pendaftaran | hari kerja oleh  Notaris mu ‘memiliki persyaratan kepada Direktur Jenderal c.q
Lelang, dan peinbat lengkap Direktur  Perkspulen  dan
Kebangsann yang berwenang dari pendafiaran Kepelnutan.
Kapal negara tempat kapal dam o lsatn) hars 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
dibang kebangsann untuk Pendaftar
b, gambar gambar kapal verifikiasi Kopal  meneliti  kelengkupan
rancang bangun kapal termasuk persyaratan dokumen persyaratan
yang telah disahkan Kepala_seksi b. 1 (satu) hasi 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
e berita ncars  sersh din Kepala untuk Kebangsasn Kapal Barang dan Pets
torima kapal; Sub penerbitan Kemas atau Kasi Pengukuran
d. surat  Keterangan Direktorat in Pendaftsran  dan  Kebangsaan
pembangunan kapal Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
e rckomendasi  dari menyetujui {approve) kelengkapan
Menteri o dokumen persyaratan.
bertanggung 4. Knsubdit Pengukuran Pendaftaran
dlons idang kepiatan daan Kebangsasn Kapal menyetujui
apan  ikan, (approve}  kelengkapan  dol
Khusus  bagi  kepal persyatatan.
penangkap ikan 5. Direktur  Perkapalan  dan
Kepelautan Mengetshui Approval
yang diberikan oleh Kasubdit.
6.Diten  Hubla  menyampaikan
laporan/notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepadn Lembaga
SS
T Surat Kementerian | Kesubdit Sclama o Bukti kepemilikan Tidak ada Fegawai Monitoring dan | 1. Pemohon mengaukan permononan
2 (dus) | kepal tidak yang 2 (dun) hari | evaluasi Surat Penggunann Nama Kapal
Nama Kapal n Pendafiaran | hari ketja | berganti b. dentitas pemilik ‘memiliki ketja,  setelah kepada Direktur Jenderal c.q
dan nama kompetensi pessyaratan Ditekms __ Perkapalan __ dan
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Kebangaann pendafiaran Tengkop Kepelmiton.
Kapal dan 2.Staf Sub Disektorat Pengukuran,
kebangsam a lfsat) has Pendaftaran  dan  Kebangsamn
al untuk Kapal  meneliti kelengkapan
termasuk verifikasi dokumen persyaratan
Kepaln_seksi persyaratan 3. Knsi Pengukuran Pendaftaran dan
dim  Kepala b. 1 (satu) hari Kebnngsaam Kapal Barang dun Peti
Sub untuk Kemms otmu  Kosi  Pengukuran
Direktorat penerbitan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
iin Kapal Penumpang dan Kapal than
menyetujui (approve) kelengkapan
dokumen persyaratan.

4. Knsubdit Penguikuran Pendaftaran
dan Kebangsaan Kapal menyetujui
(approve)  kelengkapim  dokumen
persyaratan.

5. Diten  Hubla  menysmpuikan
laporan/notifikasi atas i yang
telah diterbitian kepada Lembags
0ss

7 Suwat  Roya | Kementerian | Kesi Sclama % surat  persetujuan | Tidak ada Pegawal Monitoring dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
Kepal Perhubungs | Pengukuran, [ 2 (dua) | masa dari peneri yang 2 fdus) hari | evaluasi Surat Roya Hipotek Kepal aplikesi
n Pendaftaran | hari kerja | berlakunya hipotek atas kapal i kerja,  setelah kepada Dircktur  Jenderal c.q
Untuk roya dan hipotek b grosse akta hipotek kompetensi persyaratan Direktur  Perkapulan  dan
hipotek  yang Kebangsann kapaldan atan pendafiaran lengkap Kepel
merupakan  surat Kapal barang grosse akta an 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
menunjukan Peti pengalihan  hipotek kebangsann a lfsat) hari Pendafioran  dan  Kebangsaan
kalau kopal sudah Kemas atau kapal: dan kapal tuk monsht  kelongkapan
luns, Kosi grosse akts termasuk verifikasi dokumen persyaratar
diagunkan  Tngi Pengukuran, pendaftaran  kapal Kepaln_seksi persyaratan 3. Keai Penguuran Pendaftacan don
yang  berlaku Pendaftaran atau  grosse  akia dan  Kepala b 1 sat) hari Kebangsaan Kapal Barang dan Pets
Sebagai  penutup dan baliknama kapal Sub tuk Kemas otau  Kasi  Pengukuran
hipotek Kebangsaan Direktorat nerbitan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
Kapal Kapal Penumpang dan Kapal lkan
Penumpang menyctujui (@prove) kelengkapan
dan  Kapal dokumen persyaratan.
Tkan

4. Kasubdit Penguluran Pendaftaran
dan Kebangsaan Kapal menyetujus
(approve)  kelengkapan  dokumen
persyaratan

5 Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifiknsi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lemboga

k. Halaman Kementerian | Kasi Sampai @ suat  ukur  untuk | Tidak ada Pegawa Wonitoring dre | 1. Pemohion mengulcon permobonn
Tambahan Perhubunga | Pengukuran, [ 2 (dus) | kapal perubahan nama kapal, yang 2 (dus) hari | evaluasi Halaman Tambahan Grosse Akta
Untuk  Grosse | n Pendafiaran | hariketja | dibaliknam |  ukuran, dan/atau tonase ‘memiliki kesja,  setelah

Akta

dan

Kapal kepada Disektur Jenderal
cq_ Direltur dan
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Kebangaann Teapal: pendafiaran Tengkap Kepelmitan

Kapal barang dan 2. Staf Sub Disektorat Pengukuran,

dan  Peti b. surat o 1fsat) Pendaftaran  dan  Kebangsaan

Kemas atau ponggmation mesia deri kapal hari uanik Kepal  meneliti  kelengkapan

Kasi Syahbandar ey termasuk verifikasi dokumen persyaratan

Pengukuran, Serdikar WS Cunmik Kepaln_scksi persyarata 3. Knsi. Pengukuran Pendnftaran dan

Pendafiaran in i dim  Kepala n Kebnngsaam Kapal Barang dun Peti

dan "“:;‘:’“h“" meain induk Sub b1 (saty) Kemas atmu Kasi Pengukuran

Kebangsaan . Direktorat hari untuk ndaftaran dan  Kebangsaan

Kapal penerbitan Kapal Penumpang dan Kapal thken

Penumpang bl r perubahan ijin menyetujui {approve kelengkapan

dan  Kapal sgeren: Cemm: yeog dokumen persyaratan.

Tkan telah mendapatkan 4. Kesubdit Pengukuran Pendaftaran
pengesahan dari pejabat dan Kebangsaan Kapal menyetujui
yang berwenang untuk (approve) kelengkapan  dokumen
perubahan nama persyaratan.
perusahaan; atau 5 Ditien  Hubla  menyampuikan

laporan/ notifikasi atas iz yang
d.sertifikat keselamatan telah diterbitkan kepada Lembags
untuk perubahan £
kategori  pendaftaran
Kpal
T Suwat  Ulur | Kementorian | Kasubdit 3 b |a buki hak milk ams | PNBP Pogawai Wonitoring der. | 1. Pemehion mengajulken permohionsn
7 ftujub) u|  kapal sesuai dengan | berdasarkan | yong 7 fujub) hasi | evaluasi Sementara kepada
n Pendafiaran | hari kerja 1 Ketentusn  peraturan | besaran GT | memikiki kerja,  setelah Divektur Jenderal . Direktur
dan a|  perundangundangan; | kapal sesuai | kompetensi persyaratan Perkapalan dan Kepelautan Ahli
Kebangsaan n|  dan PP 15 tshun | Abli Ukur lengkap Uiarr  mencki _ kelengkapen
Kapal 2016 Kpal dokumen _persyaratan
v termasuk a 6 fenam) membuat Daftar Ukur
. ;:‘;:pﬁ‘;‘;: :"’.u.;’ Kepala seksi hari untuk 2. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
it dan  Kepala membunt Kebangsaan Kapal Barang dan Peti
THKR . pelokciana b daftar Kemas atan Kesi Pengukuran
pengukuran kapal Direktorat ukur Pendaftaran  dan  Kehangsaan
b 1 (satu) Kapal Penumpang dan Kapal
hari untuk menyetujui (@prove) kelengkapan
penerbitan dokumen persyaratan dan Daftar
in Ukt
3. Kasubdit Penguluran Pendnftaran
dan Kebangsann Kapal menyetujui
awprove kelengkopan_dokumen
persyaratan dan Daftar
4. Diten Hubla mnympn;km
laporan/ notifiknsi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
W Surat Kementerian | Kasubdit Sampat & Daftar Ukur Tidak ada Pegawai Monitoring dan | 1. Pemohon mengaukan permohonan
7t | serbit Suras yang 7 fujub) hari | evaluasi Pengesahan Daftar Ukur kepada
Daftar Ukur n Pendofaran kerja | Ukur b Bukti  kepemilikan ‘memilili kena,  setelah Dircktur Jenderal c.q Dircktur
Kapal kompetensi persyaratan Perkapalan dan Kepelautan.
Kebmpmn Abli_ Ukur lengkap 2 Ahli Ukur meneliti_kelengkapan
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Topal . parnbar-gambar knpal Fpal dokumen  persyar Ao
termasuk a 6 (enam) e e A
d. dentitas pemilik Kepaln_seksi hari Ukur
dan  Kepala untuk 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
Sub verifikasi Kebangsaan Kapal Barang dan Pets
Direktorat daftar Kenira, st Kedi - Pesgukiuron
ukur Pendaftaran  dan  Kebangsaan
b1 (satu) Kapal Penumpang den Kapal T
hari menyetujui (approve) kelengkapan
untuk dokumen  persymatan  din
penerbita smengetall Daflar Uk yang telah
nijin disetujui Abhli Uk
5. Kasubelit Pengukuran Pendaftaren
dan Kebangsaan Kapal menyetujui
(approve)  kelengkapim _dokumen
persyaratan dan Daftar Ukur.
6.Ditien  Hubla  menyampuikan
laporan/ notifikasi atas izn yamg
telah diterbitkean kepada Lembogs
0ss
. Dolumen FKementerian | Kepala _Sub, Maksimal 5 | » Audit Pertama PNEP Auditor 1SM | 6 bulan 3 (Gga) o, AnrualAudit | 1. Pemohon ‘mengajukan
Penyesuaian Perhubunga | Direktorat 3 (tiga) | flima) (Initial Audit). Code. a 2{dua) har | untuk D.0.C permohonan  kepada  Direktur
Manajemen n Pencegahan | i, tahun a Fotokopi Surat lzin termasuk untuk Jendernl Perbubungan Laut C.q,
Keselamatan Pencemaran | setelah Usaha  Angkutan i werifikasi Direktur  Perkapalan  dan
Document  Of n persyarata Laut atau Surat Izin persymatan Kepelautan  Mendisposisi untuk
Compliance/DO Mannjemen | n lengkap Pengoperasian evaluasi kepada Kasubdit
<) ann Keselamatan dan  Kepala b1 (sat) hari 2. Disposisi kepada Kasi
Serti Kapal dan b. Profl  Perusahasn Seksi untuk 3. Disposisi kepada Auditor
Manajeme: Perlindunga (Company Profite}: penerbitan 4. Meneliti keabsahan dokumen
Keselamatian n c. Dokumen  Sistem win fermasuk  hasil  audit)  dan
(Safety Linglungan Manajemen membuat Inporan_ kepada Kasi
Management di Perairan Kesclamatan (Safety 5. Memuerifikasi keabsahan
Certificate/SM) Management System 6. dokumen
Manual/ SMs 7. Menyctujui dan menandntangani
Manual); dan surat/dokumen
d. Fotokopi _sertifikat s
sertifikat kapal dan 9. Mendistribusi kepada pemohon
doleumen " L 10.Ditien  Hubla  menynmpaikan
ainny laporan/notifikasi atss izin yang
R {Anmuat telah diterbitkan kepada Lembaga
Audif) 088
a Fotokopi  Dokumen
Penyesusian
Mansjemen
Kesclamatan
{Document of
Compliance)
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Certhcatr / SMC); dan

c. Fotokopi sertifikat-

sertifikat knpal den

dolumen kapal

lainnya.

o Audit  Pembaharuan
(Renewal Audit)
a Fotokopi  Dokument
Penyesuai
Mansjemen
Keselamatan
{Document of
Compliance / DOC)
yang dimiliki; dan
b. Fotokopi  Sertifikat-
sertifikat kapal dan
dokumen
Lainnya.
« Audit Tambahan

{Additional Audit).

o Alamat  Perusahasn

yang baru;

b. Fotokopi  Dokumen

Penyesusianm
emen
Keselamatan
ent of
Compliance / DOC);
c. Fotokopi  Laporan
Audit  scbelumnya;
dan
d. Fotokopi  Sertifikat-
sertifikat kapal dan
dokumen Kapal
lainnya.
Persyaratan Lainnya
SMC:
« Audit Pertams (nitial
Audi).
a Fotokopi  Dokumen
Penyesusian
emen
Keselamatan
{Document of
Complisnce/  DOC)
atan Dokumen
Penyesusian
Mansjemen
Keselamatan
Sementara finterim
Document
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Comphance | Intenim
DOC);
b Dokumen  system
jemen
Keselamatan  (Safety
Management  Sistem
Manualf MS
Manual); dan
c. Fotokopi  sertifikat-
sertifikat knpal dam
dolumen
Lainnya
« Audit An

{intermediate Audit).

. Fotokopi Dokumen Audit  Antara
Penyesuaian (intermediate
Mensjemen audit)
Keselamatan
(Document

f
Complizmce/ DOC);

b. Fotokopi sertifikat
Manajemen
Keselamatan (Safety
Management
Certificate / SMC);
dan

c. Fotokopi sertifikat-
sertifikat kapal dan

dokumen  kapal
lainnya.

* Audit Pembaharuan

« Audit Tambahan
(Additional Audit).
a. Alamat perusshasn

baru
b. Fotokopi dokumen
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Manajemen
Keselamatan
(Document
Compliance/ DOC).
€. Perjanjian
kerjasama
operasional  kapal;
atau
d. fotol laporan
audit  sebelumnya;
dan
e. fotokopi _sertifikat
sertifikat kapal dan
dokumen  kapal
lainnya.
o Sertiikat Kementorian | Menteri Tidak lobili | c. Copy surat ukur FHBP Marine 3 (Gga) ban. | (nmual T. Femohon menga)
3 (g | deri d.Copy Surat  tanda | PP. 15 | Inspector setelah Survey) permohonan  kepada  Direktur
Ballast  Water | n n hai, 5 fime) | kebangsosm Tahun 2016 | termasuk i Jenderal Lt C.q.
Management setelah tahun e. Copy sertifikat Kompetensi lengkap Tahunan Direktur  Perkapalan  dan
BWM) persyarata Pencegahan pencemran Kepala  Sub Kepelautan
nlengkap £ Buku catatan air ballast Direktorat a. 2(dua) hasi 2. Mendisposisi untuk evaluasi
Balllast Water Record din Kepala untuk kepada Knsubdit
Book) Seksi verifikasi 3. Disposisi kepada Kasi
& Rencana mansjemen air persyaratan | Pemeriksann | 4. Disposisi ke pada Auditor
ballast b. 1 (satu) has | Antara 5. Mencliti keabsshan dokumen
h Copy sertifikat untuk {Intermediate frermasuk  hasil audit)  dan
keselamatan peverbitan | Survey) membuat laporan kepada Kasi
i Data Instalasi Peralatan izin 6. Memverifikasi e
pencegahan pencemaran dolumen
oleh minyak; dan Menyetujui dan menandatangani
j Laporan  Pemeriksaan surat/dokumen
pencegahn 8 PNBP
pencemarancleh minyak 9. Mendistribusi kepada pemohon
Audit  Antara | 10. Diien Hubla  menysmpaikan
(Intermediate Iporan notifikasi atas izin yang
audit telsh  ditesbitkan  kepada
Lembaga 0SS
B, Sertifikat Kementrian | Menteri Tidak lebih | & Copy surat ukur PNBP Marine T Bulan 3 (uga) ban, | Annual 1. Menerima Pemohon
Nasional Perhubunga | Perhubunga dari 5 | b Copy tanda | PP, 15 | Inspector setelah Survey mengajukan permohonan
Pencegahan n n (tiga) | Tahun kebangsaan Tahun 2016 | termasuk persyaratan (Pemeriksaan kepada  Dircktur  Jenderal
‘P;;cy;'ms-m hminh e. Copy i sertifikat f':;-xm;b lengkap Tahunan) Perhubungan Laut C.q. Direktur
setel pencegahan e
persyarata pencemaran  oleh Direktorat a 2fdus) hasi 7 et i A
n lengkap minyak; dan  Kepaln untuk bt i,
d. Copy sertifikat Seksi verifikasi o DSP' e b
Keselam persyaratan [SPoacs kepacaccasl
o Dl T taded Por doteti 4.Disposisi  kepada  Marine
pencegahan b 1 (sany) . Inspetor o
oleh hari 5. Meneliti dokumen
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iy Ak dan itk Antara {termasuk  hasil pemenksaan
£ Laporan  Pemeriksaan penerbita | (Intermediate M) dan membuat laporan
pencegahan nizin Surverj kepada Kasi
pencemarancleh 6. Memverifikasi keabsahan
minyak dokumen
7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8. PNBP
9. Mendistribusi kepada pemohon.
10. itien Hubln
menyampaikan laporan/ notifikasi
atas iz yang telah diterbitian
kepada Lembaga 0SS
Q@ Sertifikat Rementrian | Menteri Tidak Tebih | o Copy surat ukur PNBP Marine T Bulan 3 (igal ban, | Anmual Swvey | 1. Menerma sural permohonan
i 3 (ige) |dari 5| b Copy Surat tanda | PP. 15 | Inspector setelah meniksann dari  pemohon a
Pencegahan n n hai, Tahun kebangsann Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) menyampaikan kepada
Poncemaran setelah ¢ Copy sertifikat Kompetensi lengkap Dircktur
Oleh  Minyak persyarata pencegahan Kepala  Sub isposisi i
1OPR) o lengkap Pencemaran oleh Direktorat & 2 (@us) hori | Pomerikcsamn | 2+ Mendisposii untuk - evaluasi
: pada kasubdit
minyak. dan  Kepala untuk Antara POy o SO
d. Copy sertifikat Seksi verifikasi (Intermediaze . b s Pk B s
kesclamatan persyaratan | Su 4 ‘P"’::; epa farine
e. Data Instalasi Peralat b. 1 (satu) har
,lim\.':.hm, il 3 o) & 5. Mencliti keabsahan dokumen
DS oleh penerbitan (termasuk hasil pemeriksaan
minyak; dan izin M) dan  membuat laporan
f Laporan Pemeriksaan kepada Kasi
pencegahan 6. Memverifikasi  keabsahan
pencemaranoleh dokumen
7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8. PNBP
9. Mendistribusi kepada
pemohon.
10.Ditien  Hubla  menyampaikan
oran/ notifikasi atas izin yang
telah  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS
T Serufikat Kementrian | Menteri Tidak Iebih | a. Copy Surat Ukur PNEP Marine T Bulan 3 (uga) ban, | Anmual Survey | 1. Pemohon mengajukan
i 3 (tigs) | dari 5| b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemeriksaan permohonan kepada Direktur
Pencegahan n n hari, Tahun Kebangsann Kapal Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) Jenderal Perhubungan Laut
Pencemaran setelah e Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q. Direkctur Perkapalen dan
Oleh  Bahan persyarata Pencegahan Kepala  Sub Kepelautan
Cair  Beracun n lengkap Pencemaran oleh Direktorat a 2(dus) has ok n
cac Eencein Diecles 2da) 2. Mendisposisi untuk evaluasi
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@ Data_Muatan  Bahan Sckst Verifkas epada kasubdit
Cair Beracun: dan persyaratan | Pemeriksaan 3. Disposisi kepada kasi
e Loporan  Pemerikswm b. 1 (satu) hari | Antara 4. Disposisi  kepada  Marine
Pencegahan untuk {Intermediate Inpecior
Pencemaran oleh bahan penerbitan | Survey) 5. Menecliti keabsahan dokumen
cair beracun. izin (termasuk hasil pemeriksaan
) dan membuat laporan
kepada Kasi
6. Memverifikasi  keabsahan
dokumen
7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8. PNBP
9. Mendistribusi kepada
pemohon.
10, Ditien  Hubla  menysmpsiken
lnporan/ notifiksi atss izin yang,
iterbitkan  kepada
Lembaga 0SS
% Sertifikat Kementrion | Menteri Tidak lebih | a. Copy Surat Ukur PNBP Marine 1 Bulan 3 (iga) han, | AnouslSurwey | 1. Menerima surat permohonan
3 (tgs) | deri 5 | b Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemeriksann dari  pemohon serta
Pencegahan n n hari, Tahun Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) menyampaikan kepada
Pencemaran setelah e Copy Sertifikat Kompetensi lengkap Direktur
Oleh  Kotoran persyarata Pencegahan Kepaln  Sub 2 Mendisposki untuk:evahuaal
(ISPP) n lengkap Pencemaran oleh Direktorat a 2(dua) hari Kepada kesubdit
minyak dan Kepala untuk 3. Disposisi kepada kasi
d. Data Sertifikat Seksi wverifikasi . Dl "k da ik
Pencegahan persyaratan 5 “""“:" Sl e
resa aleth b 2 W) ] 5. Meneliti keabsahan dokumen
e. Laporan Pemeriksann penerbitan (termasuk hasil pemeriksaan
Pencoxabing i M]) dan  membuat laporan
Pencemaran oleh kepada Kasi
sewage 6. Memverifikasi  keabsahan
dokumen
7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8. PNBP
9. Mendistribusi kepada
pemohon.
10. Ditien  Hubla  menyampsikan
oran/ notifikas: atas izin yang
telah  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS
’ Lembaga . , Waktu
Perzinan Berusaha Pejabat Ye Waktu " Pejabat Yong Masa A 2
No | Yang Dilaksanaken | . Yang iespdlbeng Proses Abdas Persyaratan Biaya Veriikasi © | Checkdist Vesian Péiigmvasn Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh* anachitien omi Badan ®p) Persyaratan [ Bvakioat
i it ¥
T Sertiikat Rementrian | Menteri Tidnk lebih | a Copy Surat Ukur PHBP Marine T Bulan 3 (oga) ban, | Annual Suvey | 1. Pemohon ‘mengajukan
i 3 (ga) |dari 5 | b Copy Surar Tanda | PP. 15 | Inspector setelah {Pemeriksaan permohonan kepada Direktur
Pencegahan n n hari, Tahun Kebangaann Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan] Jenderal Perhubungan  Laut
Pencemaran setelah c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q. Dircktur Perkapalan dan
;’}\g‘n B b e it o Bbed 2(dua) b X
n ncemaran oleh udara irektorat . 2(dun) hari S ooe .
4 Data Sertifikat dmn Kepala untuk =t R
Pencegahan Seksi verifikasi ki
Pencemaran oleh udara persyaratan 3. Disposisikepadaleasi 3
e. Laporn  Pemeriksnan b 1 (sata) hari 4. Disposisi  kepada  Marine
Pencegahan untuk Inspector
Pencemaran oleh udara penerbitan 5. Meneliti keabsahan dokumen
oy (termasuk hasil  pemeriksaan
M) dan  membuat laporan
kepada Kasi
6. Memverifikasi keabsahan
dokumen
7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8. PNBP
9. Mendistribusi kepada
pemohon.
10.Diien  Hubla  menyampaikan
oran/notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
£
W Sertiikat Kementrian | Menteri 3 (ugal | Tidak lebih | o Copy Surat Ukur PNEP Marine T Bulan 3 (uga) han, | Anmual Survey | 1. Pemohon mengajukan
i hari, dari 5 | b.Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemesiksann permohonan  kepada Direktur
Efisiensi Energé | n n setelah Tahun Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) Jenderal Pechubungan Laut C.q.
[EEC) persyarata c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap Direktur  Perkapalan  dan
o lengkap keselamaten Kepala  Sub Kepelautan.
d. Copy Sertifikat IAPP Direktorat a 2(dua) hari e i
e. Data mesin induk dan dan  Kepala untuk ke k":r::dd?;::bd‘:‘mk valwsst
mesin bantu Seksi verifikasi Epaca X
£ Copy sertifikat class persyaratan 3. Disposisi kepada kasi ’
untuk mesin b. 1 (satw) hari 4. Disposisi  kepada  Marine
g Data kapsitas dan jenis untuk Inspector
behan. bakar yao pensibiten 5. Meneliti keabsahan  dokumen
an kapal H (termasuk hesil  pemeriksaan
h Data rute dan M) membuat laporan
pelayaran kepada Kasi
i Copy buku SEEMP yang 6. Memverifikasi keabsahan
telah  disyshkan oleh dokumen
flag state 7. Menyetjui dan
menandatangani surat/
dokumen
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8. PNBP

9. Mendistribusi kepada
pemohon.

10. Ditjen. Hubla
menyampaikan laporan/ notifikesi
atas izin yang telah diterbitkan
kepada Lembaga 0SS

V. Sertiikat Rementrian | Menteri . Copy Surat Ukur PNBP Warine T bulan 3 (ugal ban, T. Pemohon mengajukan
Penilaian Perhubunga | Perhubunga | 3 (tiga) b. ¥ at  Tanda | PP. 15 | Inspector setelah permohonan kepada Direktur
Kondisi  Kepal | n n heri, Kebangaann Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Jenderal Perhubungan Laut
(Condition setelah c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q. Direktur Perkapalan dan
Assessment pemyarata keselamatan Kepala  Sub Kepelautan
Scheme /CAS) nlengkap d. Copy Sertifikat  CAS Direktorat a 2(dua) hari 2. Mendisposisi untuk evaluasi

sebelumnya dan  Kepala untuk kepada kasubdit
e. Rencana Survey Seksi verifikasi 4 L
£ Penilaian kondisi persyaratan U DAPOS LD
- 4. Disposisi kepada  Marine
£ Copy gambar fines plan, b1 (satn) har » Dispdel P
1 untuk Inspector
Sxpeaiaton ey peisshiian 5. Mencliti keabsahan dokumen
construction plan, Tank izin (termasuk hasil pemeriksaan
capacity  plan, yang MI) dan  membuat laporan
telsh  disyahken  oleh kepada Kasi
flag state 6. Memverifikasi  keabsahan
h. Copy laporan dokumen
pengedokan 7. Menyetujui dan
i Copy poran cnaj i surat,
T i meoandatangeni  susat/
3 l‘ﬂ&’"’“ haail S lendunmisl kepada
Perhitungan  kekuatan " pemohon.
b L el peitain 10. Ditjen Hubla  menyampiken
kondisi kapal tapornn/ fiodfiloas! atns izin yang
telah  diterbitkan  kepada
Lembaga
Sertiikat Duma | Kementrian | Mentort T talun | a Copy Surat Ukur PHBP Warine T Bulan 3 (oga) ban, | - T. Pemohon mengajukan
Jaminan Ganti | Perhubunga | Perhubunga | 3 (tiga) | sesuai b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah permohonan kepada Dircktur
Rugi n n hari, dengan Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk pessyaratan Jenderal Perhubungan Laut
Pencemaran setelah imsurance | c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q.. Direktur Perkapalan dan
fcLc) persyarata keselamatan Kepala  Sub Kepelautan
n lengkap d. Copy SNPP/IOPP atau Dixek\‘nf.ul 2. Mendisposisi untuk evaluasi
I - bukti b kepada Kasubdit
'pmw”m“"” i 3. Disposisi kepada kasi
D 4. Disposisi  kepada  Marine
£ Asli atau copy blue card Inspector
untuk  kapal lebih 5. Mencliti keabsahan dokumen
Jurang 2000 DWT {termasuk hasil pemeriksaan
& Asli__atau copy polis M) dan _membuat laporan
’ Lembaga . , Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang Waktu y Pejabat Yang Masa A
No | Yang Dilaksanakan Mm:‘:“? Menandatan Proses a::::u Persyaratan B(;;”;‘ Verifikasi Checklist )""’ﬂ‘: Péiigmvasn Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh* b gomi ) Persyaratan e
Teurans_mtuk kapal kepada Kasi
150 DWT s/d dibawah 6. Memverifikasi keabsahan
2000 DWT dokumen

7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen

8. PNBP

9. Mendistribusi kepada
pemohon.

10. Ditien Hubla  menysmprikan
laporan notifikasi atas izin yang
telsh  diterbitken  kepada
Lembaga 0SS

W, Sortikat Dana | Kementian | Menteri T tahun | a Copy Surat Ukur FNBP Marine T bulan 3 (uga) han, | - T. Pemohon mengajukan
Jaminen Genti | Perhubunga | Perhubunga sesus b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah permohonan  kepada Direktur
Rugi n n 3 (tiga) | dengan Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Jenderal Perhubungan Laut C.q.
Pencemaran b, nsurance | ¢. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap Direktur  Perkapalan  dan
Detcor Mok b a 5‘“"'2’?«'3?,;0» e 2(dua) hasi Eepdlenran
Bakar Minyak persyarata . Copy atan irektorat a. 2(dua) a oo sl i
(CLC BUNKER) n lengkap NLS dan  Kepala untuk 4 r:;tm’:‘hﬂ"“k evainasl

e Asli atm copy bukt Seksi veri 5 Paotat Epe il
pembayaran premi persyaratan b D.BP"“,. l’k' % -
asuransi b. 1 {satu) has Qi st pada g
£ Asli atan copy blue card untuk Inspector
vomk  kapal  Jebih penecbitin 5. Meneliti keabsahan  dokumen
Kkurang 1000 DWT fzin (termasuk hasil pemeriksaan
g Asli atau copy polis M) dan  membuat laporan
asuransi untuk kapal kepada Kasi
150 DWT s/d dibawah 6. Memverifikas keabsahan
2000 DWT dokumen

7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen

8. PNBP

9. Mendistribusi kepada
pemohon.

10. Ditjen. Hubla
menyampaikan laporan/ notifikasi
atas izin yang telah diterbitkan
kepada Lembaga 0SS

% Serdfikat Kementrian | Menteri 30bulan | a Copy Surat Ukur PHBP Marine T bulan 3 (6ga) ban, | Anoual Survey | 1. Pemohion ‘mengajukan

b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemeriksaan permohonan  kepada  Dircktur
Sistem  Aati [ n a 3 (ga) Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyasatan Tahunan) Jenderal Perhubungan Laut C.q.
Teritip  {Anti- hari, ¢ Copy Sertifikat Copy Kompetensi lengkap Dircktur - Perkspalan  dan
Fouling setelah sertifikat AFS Kepala  Sub Kepelautan
System/AFS) persyarata sebelumnya Direktorat a 2(dus) hasi 4. MASARDRHL BRI SevAbTa
n lengkap d. Copy Laporan dan  Kepala untuk kepada kasubdit
penerapan system anti Seksi verifikasi 5, Dt potat T pida kst
Fouling _dari _pabrikan piktan st
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Yang Dilaksanakan
Melalui Oss*

Pejabat Yang
Menandatan
gomi

Waktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya
(®p)

Pejabat Yang
Verifikasi

Persyaratan

Masa
Checklist

Waktu

JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

dan cat /galangan

Copy sertifikar  Cat

bebas THT

Buku laporan

pemeriksaan

pencegahan

pencemaran dari system
di

anti tritip dikapal

b. 1 (satu) han
untuk

penerbitan
izin

@

®

8.

Disposisi  kepada  Marne

Inspector

. Meneliti keabsahan dokumen

(termasuk hasil  pemeriksaan
M) dan  membuat laporan
kepada Kasi

. Memverifikasi keabsahan

dokumen

. Menyetujui dan

menandatangani surat/
dokumen
PNBP

9. Mendistribusi kepada pemohon,

10.

Ditjen Hubla
‘menyampaikan laporan/ notifikasi
atas izin yang telah diterbitkan
kepada Lembaga 0SS

¥, Serufikat

Keselamatan
Kapal dan
Instruksi
Internal

Kementerian
Perhubunga
n

Kepala _Sub
Direktorat
Keselamatan
Kapal

Malsimal 5
(lima)

tahun

Surat Permohonan
Surat Laut
Surat Ukur
Sertifikat
Kesclamatan
Sertifikat Klas
Sertifikat
Pencegahan
Pencemaran
Pengesahan gambar
Buku laporan
Pemeriksaan
i Laporan
pemeriksaan
j. Grosse akte kapal

mo poge

Fe

15 /2016

3 bulan

Pemeriksaan
Tahunan  oleh
Mi (Annual
Inspectior)

Femohon ‘mengajukan
permohonan  kepada  Direktur
Jenderal Perhubungan Laut C .q.
Direktur  Perkapalan  dim
Kepelautan

is akan  melakukan
verifikesi kelengkapen
dokumen.
b Jikn tidak lenglap aken
dikembalikim dengim catitun,
b2 Jika lengkap  akan
dispatching  Permohonan ke
Kepala SubDit Keselamatan

Kepal
Kasubdit Keselamatan Kapal
aken mendisposisi Ke  Kasie

Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakukan  dan  menelit
dokumen  persyaratan  dan
pemeriksaan keselamatan kapal
e.1 Pejabat Pemeriksa

Mo

Perzinan Berusaha
Yang Dilaksanakan
Melalui Oss**

Lembaga
Yang
Menerbitkan
Izin

Pejabat Yang
Menandatan
gomi

Waktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya
®p)

Pejabat Yang
Verifikasi
Persyaratan

Masa
Checklist

JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

15.

pemerilannn keselamatan knpal
untk  penerbitan  Instruksi
Internal
Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kepal (Marine Inspector) akan
melakulan evaluasi.
Pejabat. Pemeriksn Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akmn
melakukan kesimpulan
terhadap hasil pemeriksaam
g 1. Jika tidak dapat diterbitkan
akan  terupdate  status ket
permohonan  dan  diberiken
MNotifikasi ~ Ditolak,  Proses
Selesm.
2. Jika dapat diterbitkan maka
akan  dilakukan  Pembuatan
Data Sertifikat dan  Instruksi
Internal
Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakukan  Pencetakan  Data
Sertifikat dan Instruksi Internal
Kasie  Sertifikosi Keselamatan
Kapal akan memberikan paraf
rifikat  dan

Instruksi Internal.

Kasubdit Keselamatan Kapal
akan mendandatangani
Sertifikat dan Instruksi Internal
Untuk  penerbitan  Sertifikat
Kesclamatan  Kapal  akan
dilakukan Pembayaran PNBP
yang diterbitkan oleh Stafl TU
SubDit Kesclamatan Kapal.
Penomoran  Sertifkat  dan
Instruksi Internal

oleh  Stffi TU  SubDit
Keselamatan Kapal.
Pengesahan /Stempel Dokumen
Sertifikat. dan Instruksi Internal
olch  Stafi TU  SubDit

Notifikasi Dokumen  Sertifikat
dan Instruksi Internal selesai.
Ditjen Hubla menyampsikan
notifikasi melalui Sistem 0SS
kepada Lembaga 0SS,
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No

Perizinan Berusaha
Yang Dilaksanakan
Melalui Oss*

Lembaga
‘ang

Menerbitkan
Izin

Pejabat Yang
Menandatan
gomi

Waktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya
(®p)

Pejabat Yang
Verifikasi

Persyaratan

Masa
Checklist

Waltu
Verifikasi
JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

7. Sertiikat

Kementerian

Kasubdit

(Exemption)

n

(tiga)

setelah
persyarata
n lengkap

Maksimal 5
(lima)

Surat Permohonan
Surar Lant

Surat Ukur
Sertifikat
Keselamatan
Sertifikat Klas

aogs

2

PNBP
berdasarkan
besaran  GT
Kapal sesuai
dengan PP
15 /2016

3 bulan

3 (bga) han,
setelah

persyaratan
lengkap

T Pemohon ‘mengaukan
permohonan  kepada Direktur
Jenderel Pertubungen Leut C.q
Direktur  Porkapalan
Kepelautan.

2. admin  oken  melakukan
verifikasi kelengkapan
dokumen
bl Jika tidak lengkap aken
dikembatikim dengan catatn,
b2 Jika lengkap  akan
dispatching Permohonan ke
Kepaln  SubDit  Keselamuton

pal

3. Kesubdit Keselamatan Kapal
akan mendisposisi Ke Kasie
Sertifikesi Keselamatan Kepal

a Kasie Sertifikasi  Keselamatan
Kepal akin  mendisposisi ke
Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector)

5. Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine lnspector) akan
melakukan  pemerksam  dan
meneliti dokumen persyaratan
sebelum ‘melakukan
pemerikann.

6. Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kepal (Marine Inspector) aken
melakukan evaluasi  teshadap
hasil pemeriksaan.

7. Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakukan kesimpulan
terhadap hasil pemeriksaan
£.1. Jika tidak dapat ditesbitkan
akan terupdate  status  tiket
permohonan  dan  diberkan
Notifikasi  Ditolak,  Proses

£2. Jika dapat diterbitken maka
akan dilakuken Pembuatan
Data Sertifikat dan dilakukan
Pencetakan  Data  Sertifikat
Exemption.

8  Kasie Sertifikasi Keselamatan
Kapal akan memberkan paraf
Dokumen Sertifikat Exemption.

9. Kasubdit Kesclamatan Kapal
akan mendandatangani
Sertifikat Exemption.

10. Untuk penerbitan  Sertifikat
Exemption _akan _dilakukan

Mo

Perzinan Berusaha
Yang Dilaksanakan
Melalui Oss**

Lembaga
Yang

Menerbitkan
Tzin

Pejabat Yang
Menandatan
gomi

Waktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya
®p)

Pejabat Yang
Verifikasi
Persyaratan

Masa
Checklist

JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

Pembayaran  PNBP  yang
diterbitkan oleh Staff TU SubDit

12 Pengesahen /Stempel Dokumen
Sertifikat Excmption olch Stafl

TU SubDit Keselamatan Kapal.
16. Notifikasi Dokumen Sertifikat

Lembaga 0SS

an. Pengesahan
Gembar
Ranc.

-ang
Bangun Kapal

forian
Perhubunga
n

Kepala  Sub

Direktorat 3

Rancang,

(tiga)

hari,
Bangun, setelah
Stabilitas persyarata
o e

Must Kapal

n lengkap

a. Salinan  Surat Dinas
(pengantar)  dari Uit
Pelaksana e kenis
Direktorat  Jenderal
Perhubungan Laut
(Kapal Bangunan Baru
dalam Negeri)

. Gambar Rang
Bengun Eepal schoayok
3 (tiga) rangkap.

c. Salinan Kontrak

(untuk

13

Peml
kapal bangunan  baru
yang dibsngun di huar

-
7
2
]
£
.
&
H

Mutlak pabila
Kapal Sudah
dibangun)

3) Salinan Surat Ukur
Kapal jika sudah

Pegawai
yang,
‘memiliki
kompetensi
sebagai
Pejabat
Pemeriksa
Keselamatan
Kapal

(Marine

3 (tiga) hari,
setelah
persyaratan
lengkap

a 2 (dua) hasi
untuk

i
persyaratan

b. 1 (satu) hari
untuk
penerbitan
izin

Monitoring dan.
Evaluasi

T Pemohon mengajukan permohonan
2. Marine  Inspector  meneliti  dan
il dan

pembemgunan
dun

perombakan
kapal di UPT

gambar rancang bangun kapal (
Sk diperhsknn, . ddaksanoken
Survei kondisi fisik kapal dan
membuat laporan)

larine Inspector Memberkan

“rekomendasi dan catatan merah
pada gambar rancang bangun
kapal

4.Marine Inspector mengetik dan
mengkonsep Surat Pemeriksaan/
Pengesshan  gambar  rancang
bangun kapal

5.Kepala Seksi meneliti, memeriksa

den memverifkesi wuret: dai
gambar rancang bangun
yang telah dikonsep dan dxperiksa
olch Marine Inspector

6 Kepala Seksi menyetujui hasil
konsep dan pemeriksaan surat dan
pambar rancang bangun kapal oleh
Marine Inspector

7.Kepala Sub Direktorat menerima
hasil persetujuan Kepala Seksi dan
menandatangani surat  serta
gambar rancang bangun kapal

8.Staf/ petugns PNBP Membuat
tagihan  (kode hl.!l.mg] PNBP,
menyampaikan ke
pemohon  dan menmma bulkts
pembayaran PNEP

0.Staf  Adminstrasi  melakukan
Penomoran  surat  Pengesshan

10. ibusil ke
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4 Surat  persctujuan pemation
penggunaan bendera 1. Ditjen. Hubla
untuk  kapal baru menyampaikn  laporan/ notifikasi
yang dibangun di atas izin yang telah diterbitkan
luar negeri/ Surat kepada Lembaga 0SS
persetujuan
penggantian bendern
untu yang
ganti bendera.
f.  Paslsansan Survey/
pemerikaaan fisik
o
b, Pengesahan Kementerian | Kepala _Sub, Sclama = Gambar Rancang | PNBP Pegawai 3(Gga hari | 5 (ima) han, | Veribkas Fisik | 1. Pemohon mengaukan permohonan
Gambr Perhubunga | Direktorat | 5 (ime) | tidak nda |  Bangun Kapal sebanyak | berdasarken | yang setelah kpal di lokasi | 2. Marine Inspector meneliti  dan
Rancang n Rancang hari, perubahan | 3 (tiga) rangkap. besaran ‘memiliki persyaratan dimana kapal | memeriksa  permohonan dan
Bangun, setelah kostruksi | b1 (Sats)  rangksp | panjang Kompetensi lengkap dirombak goambar rancang bungun kepal (
Stabilitas persyarata | kapal Gambar rancang bangun | kapal ~ dan | sebagai apabila Jika diperlukan, mel
dan  garis | nlengkap Kapal sebelum | sesusi Pejabat a4 fempat) | perombakan Survei kondisi fisik kepal din
Must Kapal perombakan untuk | dengan PP | Pemeriksa hariuntuk | sudsh membuat laporan)
pengesahan  gambar | 15 Tahun | Keselamatan verifikasi dilaksanakan | 3 Marine Inspector membesikan
rancang bangun  kapal | 2016 Kepal persyaratan rekomendasi dan catatanmerah
dalam angka termasuk pada gambar rancang bangun
perombakan Kepala  Sub b1 (satu) hari Kapal
c. Persyaratan _tambahan Direktorat untuk 4. Marine Inspector mengetik dan
untuk untuk kapal yeang, din Kepala penesbitan mengkonsep Surat Pemeriksuan/
sudah/sedang dilalcukan Seksi izin Pengesahan  gambar  rancang
perombakan  sebehum bangun kapal
dilakukan proses 5. Kepala Seksi meneliti, memeriksa
pengesahan  gambar dan  memverificasi surat dan
bangun gambar rancang bangun  kapal
yang telah dikonsep dan diperiksa
Pernyataan oleh Marine Inspector
Jeawab 6. Kepala  Seksi menyetujui  hasil
(Apabila konsep dan pemeriksaan susat dan
Sudah gambar rancang bangun kapal olel
Marine Inspector
Salinan Surat Tanda 7. Kepala Sub Direktorat menerima
Kebangsann ~ Kapal hasil persetujuan Kepala Scksi dan
yang lama sebelum menandatangani  surat  serta
gambar rancang batgun kapal
Salinan Surat Ukur 8.Staf/ petugas PNBP Membuat
sebelum tagiban  (kode  billing) PNBP,
togihan ke
pemohon dan mencrima  bukti
3, pembayaran PNBE
pemeriksann  fisik 9.Staf  Adminstrasi  melnkukan
kapal Penomoran  surat  Pengesahan
Gambar
12, Mendistribusikan ke pemobon
13. Ditien  Hubla  menyampaikan
Inparan/ notifikasi atas izin yang
poda Lembaga
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T Sertiilat Kementerian | Kepala Sub Maksimal 5 Sewum  GT | Pegowai T Gatu] ban | Monitoring dmn | 1. Pemohon mengaikan permohonan
Hasional/ Perhubunga | Direktorat | 1 {satu) | flima) a Laporan kapal  dem | yang keria Evaluasi garis | 2. Marine Inspector meneliti  dan
Internasional | n Rancang, hari, tahun pemer garis | berdasarkan | memiliki muat kepal di | memeriksa  permohonan dan
Garis  Muat Bangun, setelah munt kapal ash yang | PP 15 Tabun | kompetensi uPT kelengkapannys sosum
Kapal Stabilitas persyarata ditandatangani 2016 sebagai persyaratan
dan garis. n lengkap pejabat pemeriksn Pejabat 3. Marine Inspector_mengetik  dan
Muat Kapal keselamatan kapal Pemeriksa mengkonsep sertifikat garis muat
[ p— Keselamatan al
langsungnya dimana 2
kapal diperiksa termasuk
b. Salinan surat tanda Kepala  Sub muat kipal yeng telsh dikonsep
kebangsaan kapal Direktorat oleh Marine Inspector
€. Sertifikat garis muat din Kepala 5 Kepala Seksi menyetujui  hsil
Kapal sementara Seksi Konsep sertifikat gars muat kapal
d. Salinan surat ulur oleh Marine Inspector
kapal 6. Kepala Sub Direktorat menerima
e. Gambar rancang hasil persetujuan Kepala Seksi dan
bangun kapal yang menandatangani  sertifikat garis
sudah disahkan muat kapal
f. Buku stabilitas yang 7.Staf] petugas  PNBP  Membuat
telah disahkan tagihan  (kode billing) PNBP,
menyampaikan  tagihan ke
pemohon  dan  menerima  bukis
pembayaran PNBP
8.Stal  Adminstrasi  melakukan
Penomoran  sertifikat garis muat
kapal
10 Mendistribusikan ke pemohon
11.Diten  Hubla  menyampaikan
laporan/notifikasi atas iz yang
telah diterbitkan kepada Lemboga
qd. Surat Autorisasi | Kementorian | Kepala Sub - Seaumi GT | Pegawai T (atu] han | Monitoring T Pemonon mengajukan permohonan
Garis  Muat | Pethubunga | Direktorat | 1 (satu) Persyaratan: kapal dan yang keria 2. Marine Inspector meneliti  dan
Kapal n Rancang, hari, a Salinan sertifikat garis | berdasarkan | memiliki memerksa  permohonan  dan
Bangun, setelah muat kapal dari klas PP 15 Tahun | kompetensi kelengkapannya sesual
Stabilitas persyarata (sertifikat 2016 sebagai persyaratan
dan garis n lengkap sementara/ permanen) Pejabat 3.Marine Inspector mengetik dan
Muat Kapal b. Salinan sertifikat Pemeriksa mengkonsep surat sutorisasi
Klasifikasi Keselamatan 4. Kepala Seksi_meneliti, memeriksa
c. Salinan surat ukur Kapal dan memverifikasi surat mutorisasi
kapal termasuk yang telah dikonsep i
d. Salinan surat Kepala Sub Inspector
pemeriksaan gambar Direktorat 5. Kepala Seksi menyetujui  hasil
kapal dan Kepala konsep surat autorisasi oloh
Seksi Marine Inspector
6. Kepala Sub Direktorat menerima
tambahan hasil perse tujuan Kepala Seksi dan
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Tntuk kapal yang, menAndatAngAn _surat antorisast
penerimaan klas atan 7.Staf/ petugas PNBP Membuat
transfer of claws - (kode billing) ~ PNBP,
1) Surat keterangan menyampaikan  taghan ke
penerimaan kias bahwa pemohon dan mencrima  bukti
kapal diklaskan pada pembayaran PNBP
Kias yang akan 8 Staf  Adminstrasi  melnkukan
mﬂwrlmk'm sertifikat nomoran surat autorss.
9. Mendistribusikan ke pemohon
2) Surat TOCA {transfer of 10 Ditjen Hubla
class) untuk kapal yang menyampaikan laporan/ notifikasi
tramsfer ks atas izin yang telah diterbitken
kepnda Lembign 0SS
e Persetujumn Kementerian | Kepala Sub | 5 (tga) Pepawai T fomtu) hari | Monitoring T-Pemohion mevgguken periobonan
Pencucian Perhubungs | Direktorat | hari _kerja yomg Tanki
Tanki  Kapal | n Kepelautan ila ‘memiliki K pada
(Tank Cleaning) persyarata kompetensi Direktur Jenderal Perhubungen
n sebagai Lant Cq. Direktur Perkapalan d
dinyataken Pejabat
lengkap Pemeriksa ff Direktorat Perkapalan den
Kese ‘melalukan
Kapal Kelengkapan
termasuk
Kepala Sub 3. Kepala Seksi menyetsjui (spprove)
Direktorat kelengkapan dokumen persyaratan
dan Kepala dan mengetahui - dokumen yang
Seksi telah dises
4. Kasubdit  menyetujui
menandatangani ktleny):np[m
Persetujuan  Pencucian  Tanki
Kapal (Tank Clean
5. Ditien  Hubla  menyampaikan
notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
W Sertifikat Kementerian | Kepala Sub | 3 (ga) Pegawai Tfoat) hari | Monitoring T Pemohon mengajulan permohonan
Attestation Perhubunga | Dircktorat | hari _keria yang Sertifikat_Attestation Removal of
Removal n Kepelantan | apabila ‘memikiki Wrecks 2017 (WR) kepada Direktur
Wreoks 2017 persyarata kompetensi Jenderal Perhubungan Laut Cq.
(WR) n sebagei Dieiau Perlagalan  den
dinyatakan Pejabat Kepelaus
Iengkap Pemeriksa 2. Siaf Disektorat. Perkapelan den
Keselamatan Kepelautan ‘melalukan
pemeriksaan kelengkapan
termasuk dokumen persyaratan.
Kepala Sub 3. Kepala Seksi menyetujui (approve)
Direktorat kelengkapan dokumen persyaratan
dan Kepala dan menestabui dolowen yang
Seksi telah dises
4 Kaubdit | mehpetsul ‘den
’ Lembaga . , Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang Waktu . Pejabat Yang Masa A
No | Yang Dilaksanaken | . Yang Menandatan Proses M Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Vesian Péiigmvasn Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh* anachitien omi Badan ®p) Persyaratan [ Bvakioat
i it ¥
Sertifikat A ttestation Removal of
Wrecks 2017 (WR).
5 Diten  Hubla mtnynmpmknn
laporan/ n atas zin
(ol diterbitkan kepad Lemhoga
0ss
Sertikasi  Bidang
Kepelautan, meliputi:
T Dokumen Kementerin | Menteri 3 (el | Moksmal 1 PNBP sesum | Kompetensi | 5 (ama) hari | 7 {gub) hari | Monitoring dan | 1. Menerima Surat Permobonn dan
hari kesja | Tahun a Surat Permohonan | de PP | Marine kerja evaluasi pemohon serta menyampaikan
(Safe  Manning | n n apabila b. Salinan  Sertifikat | 15 /2016 Inspector terhadap  Unit kepada Direktur
Document) persyarata Keseselamatan termasuk, Pelayanan 2. Mendisposisi untuk  evaluasi
c. Salinan Surat Ukur Kepala  Sub Teknis  yang kepnda kasubdit
dinyataken d. Satinan Surat Laut Direktorat menerbitkan | 3. Disposisi kepada kasi
lengkap e Crew List dan  Kepala 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana
f Salnan  Sertifikat Seksi Pengawakin | 5. Meneliti keabsahan dokumen dan
Crew mermbuustlsporan kepada Kesi
6. Memverifi Keabsahsn
dolcumen
7. Menyetujui dan menandatanguni
surat/ dolumen
8. Mendistribusi kepada pemohon
9. Ditien Hubla  menyampuikan
lnparan/ notifikasi atas zin yang
telah diterbitian kepada Lembaga
0ss
2. Seafarers Kementerian | An_ Menteri | 3 (tigs) | Maksimal 5 Rp. 350.000 | Kompetensi | 5 (ima) han | 7 (oajuh) hari 1. Menerima Surat Permohonan
Identity Perhubungs | Perhubunga | hari kesja | Tahun a Terdaftar di website | / Kartu rine keria dari hon
Document SID) | n n il pelaut uktikan Inspector ‘menyampaikan kepada Dircktur
Direktur persyarata dengan  print  out termasuk, 2. Mendisposisi untuk evaluasi
Jenderal n internet); Kepala  Sub ke pada kasubdit
Perhubunga | dinyataken b. Foto pemohon sudsh Direktorat 3. Disposisi kepada kasi
n Laut lengkap online  di  website dan  Kepala 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana
pelaut; Seksi 5. Meneliti keabsahan dolumen
©S K C K _d dan membuat laporan kepada
Kepolision  (Polres. Kasi
dengan tercantum 6. Menginput data dan melaksakan
rekam sidik jori) pengambilan foto dan Proses
d. Paspor an Penetbitan Kartu
salinan; 7. Menyetujui
e. Sertifikat 8. Mendistribusi kepadn pemohon
ke shlian keterampil 9. Diien Hubla menyampaikan
an asli dan salinan; Iaporan/ notifikasi atas izin yang
£ Surat pengantar dari telah  diterbitkan  kepada
perusahann. Lembaga 0SS
3. Buku  Pelaut | Kementerian | An Menteri | 3 (igs) | @ Tahun & Sural Permohonan | Rp. 100.000 | Kompetensi 7 (ool hari | Monitoring dan | 1. Menerima Surat Permobonan dar
Baru/  Habis | Perhubunga | Perhubunga | hari kerja | dan dapat b.Surat  pemyataan | / Buku Marine evaluasi pemohon serta menyampaikan
Masa_Berlaku/ | n n apabila diperpania belum pernah Inspector terhadap_Unit kepnda Direlctur
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Kehilangan Direktur persyarata | g 2 kah ‘memihki Buku termasuk, Pelayanan 2. Mendisposim _untuk  cvaluasi
Jenderal a masing? pelaut Kepala Sub Teknis kepada kasubdit
Perhubunga | dinyataken | berlaku 2 <. Copy Sertifikat Dircktorat menerbitkan | 3. Disposisi kepada kasi
0 Laut lengkap i Keahlian  pelaut dan  Kepala Pelaut | 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana
(Total 7 dan/atau  Sertifikat Scksi Baru/  Habis | 5. - Meneliti keabsahan dokumen
Tahun) keterampilan pelaut, Masa Berlaku/ danmembuat laporan kepada
Surat  keterangan Kehilangan Knsi
praln bagi Taruna/1 - Menginput data dan  proses
yang akan pencef
melaksanakn
praktek kerja laut 6. Menyetjui dan menandatangani
d. Surat  Keterangan Buku Pelaut
sehust dari Dokter 7. Mendistribusi kepada pemohon
e Surat  Keterangan & Dien Hubla menyampaikan
Catatan  Kepolisian laporen/notifikasi atas win yeng,
(SKCK): telah diterbitkan kepada Lembaga
£ Foto  Coy )
Kelahiran/ Surat
Kenal Lahir/ Kartu
Tanda  Penduduk
(KTP);
g Pas Foto Berwama
Terbaru Ukuran 5x5
cm dan 3x4 em
mosing  -masing
sebanyak 2 Lembar,
dengan Baju Warma
Putih Polos Latar
Belokeng  Wama
Biru untuk  Pelaut
Bagian Deck  atau
Latar Bel
Merah Untuk Pelaut
Bagian Mesin;
h.Surat  Keterangan
Kehilangan  Buku
Pelaut dari Polisi
atau  Foto  Copy
Laporan Kecelakaan
Kapal:
i Buku Pelaut Lama
(Ast).

4. Pemyyian Awak | Kementerion | An Menten | 3 (ga) | Maksimal | ‘a. Permohonan dari Kompetens | 5 (lma) han | 7 {yub) hari | Monitoring dan | 1. Menerima Surat Permobonan dari
Kapal  Pada | Perhubunga | Perhubunga | hari kerja | Tahun perusahaan; Marine kerja cvaluasi pemohon serta  menyampaikan
Buku  Pelaut | n 0 apabila b. Perjanjian Kesja Inspector teshadap  Unit kepada Direlctur
Dan Direktur persyarata Laut; termasulk, Pelayanan 2. Mendisposisi untuk  evaluasi
Pengesahan Jenderal n ¢. Buku Pelaut Kepala Sub i asubdi
Perjanjian Kegja Perhubunga | dinyatakan (Asli). Dircktorat Disposisi kepada
Laut o Laut lengkap dan  Kepala Disposisi kepada Staf Pelaksana

Seksi - Mepeliti keabsahan dokumen
Poda___ Buku dan_membuat_laporan_kepada
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Pelaut __ Den Koo
- Menginput data, dan
Perjanjian penomoran pada PKL
Kerja Lau 6. Menyetjui dan menandatangani
Buku Pelaut dan Perjanjian Kerja
Laut
7. Ditien Hubla  menyampuiken
laporan/ notifikasi atas win yang,
telah ditesbitkan kepada Lembaga
oss
5. Rekomendasi | Kementerian | An Menteri | 1 han T Surat Permohonan B Fompetensi | 2 (dua) bari | 1 satu) hari 1. Menerima Surat Permohonan dasi
keria i Perusahaan; Marine kegia pemohon  serta  menyampaikan
Pelmt  Warga | n o 2.Copy Certifikat Of Inspector kepada Direktur
Negara Asing Direktur persyarata Competensi (COC) dan termasulk, 2. Mendisposs untuk  evaluasi
Jenderal n Copy Certifikat OF Kepala  Sub kepada kasubdit
Perhubunga | dinyatakan Propeciency (COP); Direktorat 3. Disposisi kepada kasi
n Laut lengkap 3.Surat Keterangan dan Kepala 4. Disposisi kepada Staf Pelakasana
Keaslian Sertifikat Seksi 5.Meneliti keabsahun dokumen den
€OC dan COP serta membuat laporan kepada Kasi
Dokumen dari Negara 6. Memverifikasi Keabsahan
Penerbit atan doleucidi
Recognize OF 7. Menyetujui d enand i
ke sond L Mergenui dan ménandatengani
8. Mendistribusi kepada pemohon
9.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/notifikesi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga

6. Sertifikat Kementerian | Dijen Hubla | 2 hari | Maksimal Penerbitan baru PNEP [PPI5 | PUKP] Staf | Masa 5 han | 2 Hari kena 1.PUKP Menginmkan secara onbne
Pengukuhan Perhubunga kerja 5 tahun tahun 2016 | Sertifikasi/ | kerja (upload) formulir yang telah disi
(Certificate  Of | n i 1. Hasil yudisium Kasi lengkap  kepada  Administrasi
Endorsement) persyarata 2. Foto copy ijazah SMK Pengewakan Umum

n + Sertifikat ANT/ATT, Kapalss 2.Staf Sertifikasi Melakukan evaluasi
dinyatakan DI DIV atau Surat Standarisasi Kelengkapan dokumen
lengkap Tanda Tam, Sertifikasi danbdisposisi kepada Kasi.
Pendidikan Pelaut 3.Kasi Pengawakan Kapalts
Kepelautan (STTPK) Tingkat Standardisasi  Sertifikasi  Pelaut
Mansjesial/ i s
Kasubdit 4.Dijen  Hubla  menyampaikan
3. Sertifikat  Kesehatan Kepelautan/ laporan/ notifikasi atas izin yang
Pelout dari Rumah Direktur telah ditesbitkan kepada Lembaga
Sakit yang Perkapalan oss
direkomendasikan dan
Kepelautan/
staf
4. Soft copy pas foto plaksana
PNEP

memakai lengan putih
panjang berdasi hit

dengan latar belakang
biru_untuk nautka
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dan_ merah  untik
teknika. s
Sertifikasi/
Kasi
an Pengawakan
1. BukuPelant Kapalss
slidanFoto copy) Standarisasi

2. SertifikatKe Sertifikasi

(CoC) STCW 2010 Pelaut
T & ATT) Tingkat
aslidanfoto copy Manajerial/

3. Serifikatpengukuhan Kasubdit
ap Kepelautan/

4. Pas foto 3x4 sebanyak Direktur
3 lembar bajuputih, Perkapalan
berdasihitam,  dasar dan
wamna biru laut untuk Kepelmutan/
begian dek, merch staf

mesin plaksana
(belnkmlg foro diber PHEP
inama)
7. Sertkat Fementarion | Djen Hubla | 1 "heri | Mekoimel | 1. Surat Permohonan deri | PNBP [PEIS | FURP] Stal T Gatu) ban ) Veriicesl _ Kelongkspen _dokunoen
Pengukuhan Perhubunga. keria 1 tahun rusahaan tahun 2016 | Sertifikasi/ kesja
Warga  Asing | n apabila 2, Co‘py ljazah keahlian, Kasi nuemwnmmml\u:mnmdokumn
(COR) persyarata keterampilan,  data Pengnvakean BiDitien  Hubla  menyampaikan
n base pelaut ™ laporan/ notifikasi atas izin yang
dinyatakan 3. Surat  laut  kapal, Standsrisasi telah diterbitkan kepada Lembaga
lengkap sertifikat  keselamatin Sertifikasi 0ss
kapal Pelaut
4. Pas foto 3x4 sebanyak Tingkat
3 lembar Manajerial/
ubdit
Kepelautan/
Direkrur
8. Penerbitan Kementerian Menteri 1 hari 1. Surat PNBF [PP15 | PUKP/ Stal 3 Hari kena 1) Pemohon mengajukan
Approval Perhubunga | Perhubunga | kerja Permohonan ke Dirjen | tahun2016 | Se if permohonan kepada  Direltur
Lembaga Diklat | n n Hubla: Kasi Perkapalan dan Kepelautan;
persyoreta Bukti Pengawakan 2) Permohonan  diteruskan ke
kepemilikan lembaga Kapalts Kesubdit ~ Kepelautan  untuk
dinyatakan dikint; Standarisasi disposisi;
lengkap 3. Manual Sertifikasi 3)  Permohonan diteruskan ke Kasi
mutu dan internal Pelaut Pengawakan dan  Standarisasi
audit; t Sertifikasi  Pelaut  Tingkat

a. L Mansjesial/ Mangjesial  unmk  untuk
Fasilitas lembaga Kasuhdit pengecekan dokumen;
diklat fraang kelas, Kepelautan/ 4)  Permobonan di disposisikan
Iaboratorium. irekrur kepada auditor untuk dilakukan
simulator, ber pemeriksaan dokumen  dan
kesja, dll), jika ada dilakukan audit, setelsh audit

dibunt__loporan _dan__darft
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Approval
5) Leporan Audit dan  draft
Approval diserahkan  kepada
Kesi  Pengawakan  dan
Standarisasi Sertifikasi  Pelaut
Tingkat  Meanajerial  untuk
diperilsn dan dipar
6) Penerbitim  Appre
ditandatangani oleh  Dirkapel
setelah diperiksn dan  diparaf
oleh Kasubdit Kepelautan
7) Diten Hubla menyampuikan
loporen/ notfkesi s ien yeng
diterbitkan  kepada
kmwosi
3| Persetujuan Kementerian | Menteri T Tar | Selama T Swat Ian Usaha | PNBP /PPI5 | PUKP/ Stal T Hari kega, 1) Pemohon ‘mengajukan
dim kerja menjalanka Perdagangan; tahun 2016 | Sertifikasi/ permohonan kepada  Direktur
Ponem, n a i n usaha 2. Akte Notaris Pendirian i Perkapalan dan Kepelautan:
(SIUPPAK)  Awak persyarata Perusahasn; Pengmvaken 2) Permobonan  diteruskan
Kupal n 3. Akte Perubuhsn Kapalds Kasubdit  Kepelautan  untuk
dinyatakan terakhir (Bila Ada): Standarisasi disposisi;
lengkap 4. Surat  Keputusan Sertifikasi 3) Permobonan diterusken ke Kasi
Pengesahan dari Pelaut Pengawakan dan  Standarisasi
Kemenkumham (Bl Tingkat Sertifikesi  Pelaut  Tingkat
Ada), Manajerial/ Operasional  untuk  untuk

5. NPWP Perusahasn; Kasubdit pengecekan

6. Surat 4) Permobonan di  disposisikan
Domisili Perusahann; Direktur kepada auditor untulk dilakukan

7. Salinan/ Copy KTP pemeriksaan dokumen  dan
Pemilik Peru audit, setelah audit

8. Sainan/ Copy Siswm dibuat laporan  dan  darft

0 Mutu; s

9. Subn Dmll Base 5) Laporan Audit dan draft
Pelaut yang telah di SIUPPAK _diserahkan  kepada
tempatkan  diatas i Pengawakan  dan
kapal; Standarisasi Sertifikasi Pelaut

10. Manning  Agreement Tingkat  Operasional  unt
dengan Principal: diperiksa dan dipara.

a Letter Of Appointment 6) Penerbiton  SIUPPAK  yang
yang telah di Endors ditandatangani  oleh  Dirjon
oleh Perwakilan setelah diperiksa dan  diparal
Indonesin di negara olch Kasubdit, Direktur Kappel
asal principal / owner. dan Kabag Hulkum

b, Principal’s commercial 7) Ditien Hubla menyampaiken
registration yang telah laporan/ notifikasi atas izn yang
di endors perwakilan telsh  diterbitkan  kepada
Indonesia di neg Lembaga 0SS
asal principal / owner.

e K ngan
serikat pekeja.

d. Surat kusa untuk
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Yang Dilaksanaken Yang Mniodii’| Paeds Measx Persyaratan Biaya Verifikaai © |  Checkdist Veduiliant Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss* Menschitkan om Beddain ®p) Persyaratan [ Evelioat
Tein & ¥
principal] operator
sebagai perekrut dan
penempatan  awak
yang telah di
endors rwakilan
Indonesia di negara
asal principal / owner.
11, Daftar tennga
ahli
Salinan sertifikat
kompetensi yang telah
dilegalisir [ salinan
masas layar pada buku
pelaut
E. DIREKTORAT KENAVIGASIAN
1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
Perizinan Berusaha ”;“""3" Pejabat Yang Waktu @ & Pejabat Yang Masa Waktu
Yang Dilaksanakan B0g Menandatan Proses - Persyaratan xaya: Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengewasen Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** Menerbitkan gani Berlaku 2] Perayaratan /BEvaluasi ;
Izin
Foreetujuan Rementerian | Direktur T(am) | 1. Sesusi 0SS Tidak ada Pengevaluas: 5 Harl Petugas T} Pemohon Badan Usaha yang telah
Pemasangan/ Perhubunga | Jenderal + 2 dus) | tahun 1. persayaratan lainnya dan Sarana mendapatken NIB dan izin usaha
Pembangunan n Perhubunga | jam a untuk keperluan Penyusun Dengan Bantu dori 0SS melakukan  Registrasi
Sarana Bantu n Laut salvage/pengeruken/ © Laporan Tahapan: | Navigasi- Online Melalui
Nivigmi, Polaricsd eklamasi Perambuan, 1. 1 fsatu) | Pelayaran http:/ [ hubla.dephub go id:82 sha
Yang  Dilaksanakan Cq. Dircktur syavat: Perencana hari untuk | dengan p  mengupload  persyaratn
et A 1 Kenavigasion | 5 hari - Izin pekerjaan Kualifikasi inistrasi
Kerja bawah air (salvage) pelayaran, o petugas 2)  Admin melakukan Verifikasi
untuk - lzin  pengerukan Perencana kelengkapa | minimal kelengkapan dokumen
tahapan untk  kegiatan Pengambang, 0 memiliki administrasi  serta memberikan
penerbitan pengerukan an SBNP persyarata | sertifikat usemame  din password untuk
persetujua - Verifikasi Lapangan atau o IALA  Lewel login
n dari Distrik Perencana administra | 1/  Survey | 4)  Pemohon melaksanakan  Login
Navigasi  setempat Penempatan si don | Hidrografi | serta mengisi data  rencana
melalui SBNP peryarata | SBNP pembangunan  Sarana  Bantu
Perencanasn n teknis | Tingkat Navigasi-Pelayaran, rencana
penempatan SBNP, Syarat: apabila Monagemen pelaksanaan verifikasi lapangan
dengan Min Gol I1l/a tidak / sBNP serta dokumen teknis
pertimbangan lengkap Tingkat 5)  Kosie melakukan evaluasi dan
kondisi _lapangan maka skan | Tesampil menunjuk  susveyor  untuk
dan peta batimetri dikembalik | Adapun melakukan verifikasi Ipangan
- Hasl  verifikasi an/ ditolak | tugas 6)  Surveyor melnksanakan
lapangan  sesusi untuk penpawasan pemeriksann  hasil  verifikasi
dengan Peta laut dilengkapi | yang Iapangan dan rekomendasi teknis
yang oleh dilakseanaka distrik navigasi setempat  pada
menggambarkan pemohon; | n  adalah software dan dilanjutken dengan
itk koordinat sebagai menginput/upload  kebutuhean
lokasi yang akan 2. 4 | berikut: sbop  sesus  rekomendasi
dibangun fempat)  [1)Melaksana pemeriksann hasil verifikasi pada
- Rekomendasi hari untk | ken aplikasi
teknis dari Distrik Evaluasi monitoring | 7)  Kosie Memberikan persetujuan
Navigasi  setempat rekomenda | kegiatan; dan  penandatanganan  izin
sesuai hasil s teknis i SBNP
verifikasi lapangan dari kegiatan 8)  Kasubdit memberikan persetujuan
berdasarkan Distrik pemasangan dan  penandatenganan  izin
dengan Peta laut HNavigasi dilnksanaka pengadann Saran Bantu Navigasi-
dan peta Setempat, | n  dalam Pelayaran
Bathimetry  yang Peta waktu < 1| 9) Dircktur memberikan persctujuan
menggambarkan Bathimetsi | (sam) tahun dan  penandatanganan  izin
I Koordinar serta Peta ) Memastikan pengadaan Saran Bantu Navigasi-
lokasi yang akan Laut pemasangan Pelayaran
dil 3 melalui sesuai 10} Pemohon dapat mengunduh surat
koordinat  wilayah aplikasi; dengan izin izin pemasangan Sarana Bantu
daratan dan yang MNavigasi-Pelayaran melalui
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Perizinan Berusaha Lembaga | pejubat Yang | Waktu Masa — Pejabat Yang Masa Waktu
No | Yang Dilaksanakan | o ::an Menandatan Proses. Baetda Persyaratan ey Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melahui Oss** o geni 2 Rp) Persyaratan /Bvatuasi
permran,  kondis: @iberikan bl
pasang surut dan 11) Ditjen Hubla meny
kekustan  arus, laporan/ notifikasi ates izin yang.
dimensi kapal yang telah diterbitkan ke pada Lembaga
akan  keluar ~ don oss
masuk pada alur
pelayaran,  posisi
koordinit
gambaran  tata
letak  dermaga
beserta fasilitasnya.
b. Untuk keperluan
Instalasi Bangunan di
Laut  /  Daerah
Terlarang Terbatas
DTN Terminal |
Dermag
syarat:
< zn pekerinan
bawah air (salvage)
- Verifikasi Lapangan
dari Distrik Navigasi
setempat  melalui
Perencanaan
penempatan  SBNP.
dengan
pertimbangan
kondisi  lapangan
dan peta batimetr:
- Verifikasi lapangan
sesusi dengan Peta
lnut yang
menggambarkan
titik koordinat lokssi
yang akan dibangun
- Rekomendasi teknis
dari Distrik Navigasi
sctempat  sesuai
hasil verifikasi
Iapangan
berdasarkan dengan
Peta laut dan peta
Bathimetry  yang
menggambarkan
titik koordinat lokasi
yang akan dibangun,
koordinat  wilayah
daratan dan
perairan,  kondisi
pasang surut dan
kekuatan  arus,
dimensi_kapal yang.
skan _keluar _dan
Perizinan Berusoha Lembogs | pejubat Yong | Waktu Masa Bisa Pejobat Yang Masa Waktu
No | Yang Dilaksonakan | . v&WS Menandatan |  Proses Persyaratan - ferifikasi Checklist | Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
: lenerbitkan s Berlaku ) ;
Melalui Ossh* s gomi Persyaratan /Evahunsi
sk pada Al
pelaaran.  posisi
koordinat dan
gambaran tata letak
dermagn  beserta
fasilitasnya,
- Rencana Induk
abuhin
2. | Porsetujuan Direktur Kesubdit Thata) | 2 [@ua) | 1) Telah Terdaftar Di Tidak ada 1 Badmn  Ussha  yang  telah
Pengoperasian Vessel | Jenderal Telekomunik | jom tahun Sistem Oss Dan Telah Pengevalumsi | 50 hari [ 15 Menit | Petugas mendnpatkan NIB dan izin ussha
ice | Perhubunga | asi Pelayaran Memiliki NIE dan dengan Telekomunik dari 0SS mengajukan Permohonan
(VTSjrion DJPL/ Locat | ™ Laut Penyusun | ketentuan asi Pelayaran Pemberian Izin Prinsip
Port Service (LPS) 2) Daftar tenaga operator Laporan 20 hari ng Penyelenggaraan Stasiun Vessel
C€q. Direktur VTS/LPS yang akan Tzin untuk kualifikasi Traffic Service (VTS) non DJPL /
Kenavigosian mengoperasikan Telekomunik | pemenuhan petugas. Local Port Service (LPS)Sistem
15 menit dilengkapi dengan i persyaratan minimal Informasi Kenavigasian.
untulk sextifikat keablian Pelayaran. | 1 hari untuk memiliki 2)  Pemohon mengajuken
tahapan dengan IALA V 103/ 1 wrifikasi sestifikat permohonan ke Dircktur
pernerbitn fo. 1 5.d 4 diganti Syarat: dsn 5 hari SREII Kenavigasian untuk mendapatkan
persetujun ‘menjadi TELAH Min Gol 1l/a | untuk Adapun 3 Petugns menenma dan mengecek
n TERDAFTAR DI perbaiken tugas berkas  kelengkapan  untuk
SISTEM 0SS DAN pengawasan diteruskan ke irektur
Kenavigasian;
TEAR MENIIKLAL), dilaksanaka | 4)  Melakukan  disposisi  kepada
PERRYARATAN n Konubi Telekomunikasi
sebagai -
TATRUA::NO-S. berikut : 5 Melakukan disposisi kepada Kasi
F 1) Melaksan Operasi
memilikitenga akan 6)  Melakukan  disposisi  kepada
operator VT8 paing monitorin Petugas Survey;
sedikit 6 org yang 7)  Proses Survey dan Laporan Hasil
dibuktikan dengan Kogioten: survey;
sertifikat keahlian ... 2) Melaksan | 8)  Pemohon melakukan registrasi
Yang diterbitkan oleh on. secara online dengan me-login ke
Ditjen Hubla (sesuni pengawas wehsite aplikasi online e-licensing
dgn pm 26 / 2011) di alam:
operasion {ttp:/ /bubla.dephub.go.id:82/ c-
al stasiun licensing/) untuk  mendapatian
PS username dan  password, yang
3) Mengeval no a  akan roleh
i ‘melalui e-mail pemohon;
oran | 9)  Petugns  operator  melnkukan
penyeleng sifikasi data dan kelengkapan
paraan permohonan secara online melalui
LPS aplikasi e-lcensing
{Laporan a Kasi Operasi menerimn draft
LPS ke surat rekomendasi jin prinsip
Neay penyelenggaraan VTS, serta

serta menganalisn datn dari
surveyor:
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Perizinan Berusaha ““”"‘ Pejabat Yang | Waktu Masa — Pejabat Yang Masa Waktu
Yang Dilaksanakan | o mm Menandatan | Proses | et Persyaratan s Vesifikasi Checklist | Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melahui Oss** o geni 2 Rp) Persyaratan /Bvatuasi
B Kami  opermm  melakukan
verifikasi dan velidasi serta
meneruskan surat permonan
ke Kasubdit,

10)  Kasubit memberikan persetujuan
/mengembalikan draft surat  jjin
prinsip penyelenggaraan VTS pada
alikasi e ficensing.

11)  Memberikan e-signature pada ijin
prinsip  penyelenggarsan VTS
melalui aplikasi atan memberikan
d surat iin  prinsip
penyelenggarann VTS,

12) Pemohon dapat mencetak sendiri
surat permohonan ijin  prinsip
penyelenggaraan VTS dari aplikesi
e-licensing,

13) Dien  Hubla  menymmpuikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah ditesbitken kepada Lembaga
oss

Penetapan Frekuensi | KEMENHUD | DIRERTUR | £ 1 fata) | 3 (ga) T Gambar Tidak Ada Tengevalna Tetugas 1) Badan  Usaha  yang_ telah
arine untuk JENDERAL | jam bulan Rencana Lokasi, dan + 1 fsat) | Telekomunik mendapatkan NIB dan izin usaha
Komunikasi Stasiun PERHUBUN 1 Instalasi dan Penyusun Hari kerja | asi Pelayaran dari 088 mengajukan Permohonan
GAN LAUT Konfigurasi Laporan dengan Rekomendissi  Rekomendissi  lzin
cQ Jaringan Izin Kualifikasi Komunikasi Stasiun Radio Pantai
DIREKTUR |5 hari 2. Brosur Radio Telekomunik petugas. Penetapan  Frekuensi  Marine
KENAVIGASI | kerja 3. Daftar Tenaga asi minimal untuk Komunikasi Stasiun Radio
AN CQ untuk Operator Pelayaran. memiliki Pantai melahsi Sistem Informasi
KASUBDIT | cahapan 4. Fotocopy SIOPSUS sertifikat Kenavigasian
TELEKOMU | penerbitan dan atau Surat Izin Syarat: ORIT 2)  Pemohon mengajukan
NIKASE persemiua Pengoperasian Min Gol I/ Adapun permohonan ke Disektng
PELAYARAN | n Pelabuhan Khusus tugas Kenavigasian untuk mendapatkan
5. Surat Kerjasama pengawasan
Operasi (KSO) antara yang 3) Petugas menerima dan  mengece|
BHI yang tidak dilaksanaka berkas  kelengkapan  unm
memiliki SIOPSUS n adalah diteruskan ke Direktur Kenavigasian|
dengan yang memiliki sebagai 4) Melakuken  disposisi  kepad)
SIOPSUS berikut : Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran;
6. Hasil Survey Lapangan 5)  Melakukan dis; kepada Kasi
dari DITNAV- DITJEN 1) Melaksana Operasi;
HUBLA ken 6)  Melakukan disposisi kepada Petuga|
monitorin Survey;
€ 7)  Proses Survey dan Laporan Has|
kegiatan; survey;

8) Pemohon melakukan registrad

secara online dengan me-login
2) Berkoordi website aplikasi online -licensing
nas at:
dengan @ittp:/ /hubla.dephub.go.id:82/e-
— Lembaga
rizinan Berusaha v Pejabat Yang | Walktu Masa — Pejabat Yang Masa Waktu
o | Yang Dilaksanakan | . oM Menandatan |  Proses Pessyaratan w5 fesifikasi Checklist | Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
% lenerbitkan . Berlaku ®p) :
Melalui Oss* e gani Persyaratan [ Bvaluasi
KEMENK Ticensmg/) untuk  mendapatiaf
OMINFO username dan password, yan)
terkait notifikasinya akan diperoleh melah
dengan e-mail pemohon;
penerbita
n SIKR
Stasiun 9)  Petugas  operator  melakukaf
Raudio verifikasi data  dan  kelengkapal
permohonan sccara online  melahy
aplikasi e-licensing;
10)  Kasi operasi melakukan verifikes
validasi secara online sert
meneruskan hasilnya ke Kasubd
melnlui aplikas; e licensing;

11) a  Kasubdit Memberikal

persetwjuan /| mengembalikaf

draft  surat rekomendasi i

stasiun radio pants pada alikes
b, Memberikan t-ugnmun pod

rekomendasi

radio pontai melshi

atan memberikan ttd pada sure

relcomendeal _ §in _kommuniked

radio pantai melahy

wplikani e licenaing,

12) Pemohon dapat mencetsk sendig
surat permohonan rekomendasi Izif
Komunikasi radio pantai dari phike

19 Difen “Hubla mellynlmpml&
laporan/notifikasi atas  izin
tolah dierbitkan kepada Lembag
oss

Rekomendasi  Izin | Direktur Direktur 1 fam) | Tidak 1) Confermance Test PNBP 1) Badan  Usaha  mengsjuken
Komunikasi Data | Jenderal Kenavigasian | jam ada Report Rp.1.320.00 Pengevaluasi | 30 hari 15 Menit Petugas permohonan  kepada  Direktur
LRIT Perhubunga 2) Bukti Pembayaran 0.~ dan dengan Telekomunik Jenderal Perhubungan Laut cq
n Laut PNBP Penyusun ketentuan asi Pelayaran Diseletur Kenavigasian
3) Notice of Confornity Laporan 20 hari dengan 2)  Pemohon melakukan registrasi
Cq. Direkur Izin untuk Kualifikasi secara online dengan me-login ke
Kenavigasian Telekomunik | pemenuhan petugas website aplikasi onfine e-licensing
15 menit asi persyaratan minimal alamat:
untuk Pelayaran. 1 hari untuk (ittp:/ /hubla.dephub.goid:82/e-
tahapan verifikasi sertifikat licensing/) untuk mend.pmkm
penerbitan Syarat: dan 5 hari ORU username sword, yan,
persetujua Min Gol Ill/a | untuk Adapun motkasinys akan | dibesoleh
n perbaikan tugas melalui e-mail pemohon;
pengawasan | 3)  Pemohon  mengajukan
yang Peeniolionsss lnysn eistiaent
dilaksanaka fzin Data LRIT dengan menginput
n adalah data dan meng-upload persyaratan
sebagai leagkap secara onkine  melalui
berikut : aplikasi
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Perizinan Berusaba | 4% | pejabat Yang | Wakia Mesa Bia | PeiobatYang | Masa Wakiu
No | Yang Dilaksonaken | o i m ® an | Menandatan Proses o] Persyaratan iay: Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melahui Oss** ety geni 2 Rp) Persyaratan /Bvatuasi
T Wiciskenn | @ Pefugm  Operator  melakukan
akan verifikasi data dan kelangkapan
monitorin permohonan sccara onfine melalui
aplikasi e-licensing;
kegiatan; | 5] Petugan  Operator  melakukan
2) Berkoordi persetujum st penolakan

nasidenga terhadnp  kelangkapan  surat

n permohonan  rekome: i win

Ditkappel komunikasi Data LRIT secara

terkait online melal aplikas e licensing;

dengan 6)  Kasi operasi melakukan verifikasi

laporan dan_validnsi untuk meneruskan

pelaksana surat permohonan ke  Kesubdit

an online melalui aplikasi e-

Komunika ficensing;

si data a Kasubdit memberikan

LRIT persetujuan/mengembalikan
dr rekomendasi  jjin
Komunﬂmn data LRIT pada
aplikasi.

b, Memberikan e-signature pada
surat  rekomendasi ijin
komunikasi Data LRIT melalui
aplikesi online

7)  Pemohon mencetak sendiri surat
xsi komunikasi data

LRIT dari aplikasi e-licensing.

8  Diien Hubla menyampaiken

Iaporan/ notifikasi atas izin yang

telah diterbitkan kepada Lembaga

SS
5. | Pernyataan  Nomor | KEMENHUB T 1 aty) | Tidak 1) Fotocopy surat izin Tidak Ada T Badan  Usaha  mengajukan
Maritime Mobile jam ada Stasiun Radio Kapal Pengevaluasi Petugas. permohonan  kepada  Direktur
Service  Identities Direktur dari Ditjen SDPPI dan = + 1 (satu) | Telekomunik Setidoral Perhubungan Laut cq
sy Jenderal 2)  Fotocopy Akte Penyusun Hari kerja | asi Pelayaran Direktur  Kenavigasian  melalui
Perhubunga Pendirian Perusahaan Laporan ngan Sistem Informasi Kenavigasian.
n Laut 3) Keanggotaan AAIC ( kin Kualifikasi 2)  Pemohon melakukan reistrasi
Cq Direlaur | 1 hari Accounting Authtority Telekomunik petugas secara online dengan me-login ke
Kenavigasian | kerja Identification Code ) asi ‘minimal wtlnne aplikasi online e-licensing
untuk 4) Buku Laporan hasil Pelayaran. memilili at:
tahapan Pemeriksaan Radio sertifikat omp / /bubla.dephub.go.id:82/¢-
penebitan Kapal, untuk Syarat: oRU nsing/) untuk  mendapatkan
persetujua persearangan Min Gol Il/a Adapun memme den pessword, yang
n (Fotocopy KTP, Gross tugas notifkasinya  akan diperoleh
Kapal) pengawasan melalui e-mail pemohon:
yang 3)  Pemohon mengamk‘m surat
1 adalah RN Kopel demgs bengimpu
sebagai data dan meng upload
Per Lembaga
rizinan Berusaha = Pejabat Yang | Waktu Masa — Pejabat Yang Masa Waktu
No Yang Dilaksanakan M 2 Menandatan Proses Persyaratan ey Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
i lenerbitkan : Berlaku (Rp) :
Welalui Osst* ek g Persyaratan [ Bvabuasi
Derikut ; Tengkap secara onlme melaln
1) Melaksan aplikasi e-licensing;
akan 4 Pegm Operaior melakukan
‘monitorin pemeriksaan data
. kelangkapin _permohon:
Kegintan; oniine melabui aplikas: ¢ Hoensing
2) Berkoord serta meneruskan ke Kepala Sck
nasi 5 Kam operas melakukan ve
dengan dan validesi secara online serta
BASARNA meneruskan hasinya ke Kasubdit
S terkait ‘melalui aplikasi e -licensing;
registrasi | 6)  Knsubdit memberikan persetujuan
MMST draf surat penetapan nomor MMSL
pada aplikasi secara online dan
meneruskan ke Direktur

Kenavigasian untuk

ditandatimgani

7)  Memberikan e-signature pada
pomor  MMSI

nline
8) Pemohon  menerima  Notifikasi
penetapan MMSI melalui e-muil

dan langsung mencef i

9 Difien Hubla  menyampaken
laporan/ notifikasi_atas izin_yang
telah diterbitkan hpadn Lembaga
0ss

©. | Pemberian  Kuasa | Kementerian | Direktur T 1(saty) | 2 (@ua) | 1. Telah Terdaftr DI Tidak Ada | Pengevalunsi i) Bndnn Usaha  yang  telah
i Jasa | Perhubunga Jenderal Jam tahun Sistem Oss Dan Telah dan 30 hari 15 Menit Petugas NIB dan izin usaha
Telekomunikasi n Perhubunga Memiliki NI Penyusun dengan “Telekomunik dun 088 mengajukan Permohonan
lalam Dinas n Laut 2. Fotocopy SIUP Laporan ketentuan asi Pelayaran Perhitungan Jasa Telekomunikasi
Bergerak  Pelayaran 3. Daftar Nama Kapal Izin 20 hari dengan Dalam Dinas Bergerak Pelayaran
Accounting  Authority Cq. Direktur yang Terdaftar Telekomunik | untuk Kualifikasi Acconting Authority Identifcation
Identification  Code Kenavigasian | 15 monit ‘menjadi Anggota AAIC asi pemenuhan petugas Code (AAIC) melalui Sistem
(AAIC) untuk (minimal 10 buah) Pelayaran. persyaratan inimal Informasi Kenavigasian,
tahapan berikut Call Sign, TKR 1 hari untuk memiliki ) Pemohon melnkukan registrasi
penesbitan dan Gross Akte Syarat: verifikasi sertifikat secara online dengan me-login ke
persetujua 4. Daftar Tenaga Ahli Min Golll/a | dan 5 hari SREIL website aplikasi online e-licensing
n (markonis de; untuk Adapun alomat:
ijasah Klas 1) perbaikan tmgas (ttp:/ fhubla.dephub.go.id:82/e-
dilengkapi dengan pengawasan licensing/) untuk mend.
fotocopy Certificate yang username dan password, yang
dilaksanaka notifkasinya  akan diperoleh
n adalah ‘melalui e-mail pemohon;
sebagai 3  Pemohon mengajukan  surat
berikut permobonan layanan ARIC dengan
1) Melaksana menginput data dan meng-upload
ken persyaratan lengkap secara online
monitorin melalui aplikasi e licensing;
g 4)  Petugas Operator melakukan
kegiatan; verifiknsi_data_dan
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Perizinan Berusaba | 0| pejabatYang | Wkt [y Biaga | PeisbatYang | Masa Wkt
No | Vang Dilaksanakan | . Y0t Menandatan |  Proses Perayaratan isy: Verifikasi Checklist | Vesifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
k nerbitkan : Berlaku Rp) L
Melalui Osat* bl pomi Persyaratan [ Bvaluasi
3 Mengeval ermohonan sccaa onlne me
ani aplikasi e-licensing;
loporon | 5)  Petugms  Operator  melnkukan
kegiatan persetujuan  atan  penolakan
trawvulan. terbadap  kelangkapm  surat
permobionan AAIC secarn online
melalui aplikns e-ficensing;

6 Kosi operas melakukan verifikasi
dan validasi untuk meneruskan
surat permohonan ke Kesubdit
secara online melalhi aplikasi e-
licensing:

7)  Kosubdit memberikan persetu
juan mengembalikan draft surat
permohonan  iin AAIC pada
apblcesi;

8  Memberkan e-signature pada
surat penetapan  nomor MMSI
melalui i atau memberikan
tanta  tangan pada  surat
permohonan jin AAIC;

9)  Pemohon dapat mencetak sendiri
surat permohonan i AAIC dari
aplikasi e-Ecensing.

10) Dien Hubla  menyampoikan
laporan/ notifikesi_atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss

7 Pemberian  lzin Kementerian | Direktur % 1 fatu) 2 (duay 1) Telah Terdaftar Di Tidak ada 1) Badan Usaha yang telah
Prinsip. Peshubunga | Jenderal | jom tabun Sistem Oss Dan Telah Fengevalussi £ 1 pan) | Petugas mendapatkan NI dan izin usaha
Pendirian Stasiun n Perhubunga Memiliki NIB dan Hari kerja | Telekomunik dari 0SS mengajukan Permohonan
Vessel Traffic Service n Laut 2) Daftar tenaga operator Penyusun asi Pelayaran Pemberian Iz Prinsip
wrs) VTS/LPS yang akan Laporan dengan Penyelenggaraan  Stasiun Vessel
non DUPL / Local Port Cq. Direktur mengoperasikan Izin Kualifiknsi Traffic Service (VIS) non DJPL /
Service (LPS) Kenavigasian | 1 hari dilengkapi Telekomunik petugas Local Port Service (LPS) Sistem

Kerja dengan sertifikat asi minimal Informasi Kenavigasion.
untuk keablian dengan Felayaran wemiliki 2)  Pemohon mengsjukan
tahapan IALAV 103/1 sfikat permohonan ke  Direktur
penerbitan Syarat: VTS V103/1 navigasian untuk mendapatkan
persemjua Min Gol I1l/a Adapun 3)  Petugas menerima dan mengecek
n tugas berkas  kelengkapon  untuk
pengawasan diteruskan ke Direktur
yang Kenmvigasian;
dilnksencka | 4)  Melokuken disposisi
n adalah Kasubdit Telekomunikasi
sehagai Pelayaran;
besikut : 5)  Melakukan disposisi kepada Kasie
1) Melaksan Operasi;
akan 6) Melakukan disposisi kepada
‘monitorin Petugas Survey;
3 7 Proses Survey dan Laporan Hasil
Per Lembaga
rizinon Berusoha = Pejobat Yang | Waktu Masa Bisa Pejobat Yang Masa Waktu
No Yang Dilaksanakan M 2 Menandatan Proses Persyaratan ey Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
, lenerbitkan : Berlaku Rp) L
Melalui Osat* bl pomi Persyaratan /Bvaluasi
Tcgiton; Survey;
2) Memastk | 8) Pemochon melakukan registrasi
m sccarn online dengan me-login ke
kegiatan website aplikasi online e-licensing
pemnsang di ol
o (ttp:/ /bl dephub go id:82/ e
dilaksana licensing/) untuk  mendapatican
ken dalom username  den  password, - yaog
waktu < | notifkasinya  akan liperoleh
ot melalui el pemohon;
tahun 9)  Petugas operator melakukan
3) Memastik rifkasi data den kelengkn-pen
m permohonan sccara online melalui
pemasang aplikasi e-licensiny
an sesuai 10) & Kasi Operasi Menerima draft
dengan surat rekomendasi jin prinsip
win yang pembangunan VIS, serta me-
diberikan menganali data i
susveyor,

o Keai operasi
melakukanverifikasi dan
welidasi  serta  meneruskan
surat  permohonan ke
Kasubit

1) persetujuan
/mengembeliken draft surat fin
prinsip pembangunan VTS pada
alikesi e-licensing.

12)  Memberikan e signature pada ijin
prinsip pembangunan VTS melalui
aplikasi atau memberikan ttd pada
surat izin prinsip pembangunan

13) Pemohon dapat mencetak sendiri
surat permohonan ijin prinsip
pe VTS dari aplikasi c-
licensing,

14) Dien Hubla menyampaikan
Iaporan/ notifikasi ats izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss.

8 Penetapan Frekuensi | KEMENHUB DIREKTUR % 1 fsatu) 3 fuga) 1. Foto copy SIUPAL Tidak ada 1) Pelaku Usaha mengajukan
Marine untuk JENDERAL | jam bulan atau SIOPSUS Pengevaluasi | 30 hori [ 1 (satu) | Petugas permohonan  kepada  Direktur
Komunikasi Stasiun PERHUBUN 2. Fotocopy Grosse Akte dan dengan herikerja | Telekomunik Jenderal Perhubungan Laut cq
Radio Kapal GAN LAUT Kapal Penyusun ketentuan asi Pelayaran Dircktur  Kenavigasion  melalui

cQ 3. Fotocopy Surat Ukur Laporan 20 hari dengan Siatem Informasi Kenavigasian.
DIREKTUR Kapal Ein untuk Kualifiknsi 2) Pemohon melakuken registrasi
KENAVIGASI 4. Buku Laporan hasil Telekomunik | pemenuhan petugas secara online dengan me-login ke
cQ 1 b Pemeriksnan Radio osi persyaratan i website aplikasi online ¢-licensing
KASUBDIT kerja Kapal. Pelayaran. 1_hari_untuk memiliki di alamat:
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Perizinan Berusaha 1‘“{";&‘3“ Pejabat Yang | Waktu Masa S Pejabat Yang Masa Waktu
No Yang Dilaksanakan 2 Menandatan Proses Persyaratan rerifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss* ""“;z‘::"“"‘ e Betlaku Rp) Persyaratan /Evalunsi el
TELEKOMU untuk venfikasi sertfikat (http:/ /hubla.dephub.god-82/e-
NIKAST tahapan Syarat - lan 5 hari ORU licensing/) untuk mendapatkan
PELAYARAN | penerbitan Min Gol I/ | untuk Adapun username dan  password, yang
persetujua erbaikan tugas notifikasinya  akan  diperoleh
n pengasan melalui e-mail pemohon:
yang, 3)  Pemohon  mengaukan  surat
; layanan
n adalah IKR kapal dengan mengmput data
sebagai dan  meng-uple persyaratan
berikut : lengkap secarn onfine melalui
1) Melaksan aplikasi e-licensing:
akan 4)  Petugns  Operator  melakukan
‘monitorin verifikasi data den kelangkapan
£ permohonan secara online melalui
kegiatan; aplikasi e-licensing;
2) Berkoordi | 5)  Petugas  Operator melakukan
s persetujuan  atau  penolakan
dengan terhadap  kelangkapan  surat
KEMENK permohonan rekomendasi secara
OMINFO online melalui aplikasi e-licensing:
terkait 6)  Kasi operasi melakukan verifikasi
dengan dan validasi untuk meneruskan
penerbita surat permohonan ke Kasubdit
1 SIKR secara online melalui aplikasi e
Stasiun licensing:
Radio 7) a Kasubdit memberikan perse
Kapal tujuan /mengembalikan draft
draft surat rekomendasi ijin
pada rekomendasi ijin komu
nikasi radio pada aplikasi
b, Memberikan e-signature pada
surat  rekomendasi  ijin
komunikasi radio  kapal
melalni  aplikasi atan  mem
berikan tanda tangan pada
surat  rekomendasi i
komunikasi radio kapal

8)  Pemohon mencetak sendiri surat
rekomendasi  fin  stasiun  radio
kapal dari aplikasi c-licensing.

9)  Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss.

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
BIDANG DAFTAR PELAYANAN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. DEFINISI BER’S:":’G%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
B2 PERKA 19/2017
IZIN USAHA/IZIN KOMERSIAL /IZIN OPERASIONAL
L, IZIN PELABUHAN
UMUM, yang meliputi:
2. 1. Izin Usaha Badan Izin yang diberikan kepada Kategori F, Kode 42912
Usaha Pelabuhan badan usaha yang kegiatan KONSTRUKSI
usahanya khusus di bidang BANGUNAN PELABUHAN
pengusahaan  terminal  dan BUKAN PERIKANAN
fasilitas pelabuhan lainnya. (kelompok ini mencakup
usaha pemb:
8. 2. Penetapan Lokasi Penetapan lokasi pelabuhan pemeliharaan dan | 42912
Pelabuhan vang dilengkapi dengan nama perbaikan dermaga, (Kontruksi
desa/kelurah, kecamatan sarana pelabuhan, | Bangunan
kabupaten/kota, provinsi dan penahan gelombang dan | Pelabuhan
IZIBI:];JANG dilengkapi dengan titik | PIREKTORAT sejenisnya  pelabuhan | bukan
KEPELABUHANAN koordinat geografis KEPELABUHANAN bukan perikanan. perikanan)
— _ _ _ Termasuk konstruksi .
4, 3. Izin Pembangunan | Izin yang menjelaskan jalan air atau terusan, 4?‘)]2 )
Pelabuhan Laut mengenai spesifikasi pelabuhan pelabuhan dan  sarana (Kontruksi
baik jenis dermaga, kedalaman jalur sungai, dok | Bangunan
maupun peruntukannya (pangkalan), Lock (panam | Pelabuhan
canal lock, Hoover Dam | bukan
dan lain-lain). perikanan)
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UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. HIDANG DAITAREELAY AN N DEFINISI BEWJ:“:’%GBUNG PERKA 95/2015 Jo e
PERKA 19/2017
Kategori H, Kode 52221
AKTIVITAS PELAYANAN
KEPELABUHANAN LAUT
5, 4. lzin Pengembangan Izin yang diberikan dalam rangka (Kelompok ini mencakup | 42912 Kontruksi
Pelabuhan 1k dari pelabuh kegiatan usaha pelayanan | Bangunan
yang kepelabuhan laut, hewan atau | Pelabuhan bukan
spesifikasi  pelabuhan  baik jenis barang seperti pengoperasian | perikanan
dermaga, kedalaman maupun fasilitas terminal misalnya
peruntukannya. pelabuhan dan  dermaga,
operasi penguncian jalur air
&y 5. Pengoperasian 1zin yang diberikan untuk an lain-lain, na 52221  Aktivitas
Pelabuhan mengoperasikan pelabuhan dan
berlabuh, jasa penambatan | Kepelabuhanan
dan jasa pemanduan. Laut
7. 1. Per kegla(an Kerja Keruk Kategori F, Kode 42915 | 42915,
Kerja Keruk dan/atau (SH(K) adalah izin yang diberikan oleh PENGERUKAN (Kelompok ini | Pengerukan
Reklamasi Menteri Perhubungan kepada mencakup usaha pengerukan
perusahaan atau badan hukum yang dan  pemeliharaan  sungai,
telah melengkapn persyaratan teknis pelabuhan, rawa, danau, alur
dan rasi untuk pelayaran, kolam dan kanal,
pekerjaan pengerukan baik dengan sifat pekerjaan
Per i kegi. Kerja Rekl ringan, sedang, maupun berat.
(SIKR) adalah izin yang diberikan oleh Termasuk pengerukan untuk
Menteri Perhubungan kepada pembuatan jalur transportasi
perusahaan atau badan hukum yang air.
1ZIN KOMERSIAL telah m(_lcngkapn persyaratan teknis
ATAU OPERASIONAL dan istrasi untuk
ANG pekerjaan reklamasi
KEPEL
2. Penetapan Terminal | Penetapan terminal khusus yang 52221  Aktivitas
Khusus Yang Terbuka | terbuka bagi perdagangan luar negeri Pelayanan
Bagi Perdagangan Luar | adalah pcrscmjuan penempan yang Kepelabuhanan
Negeri dikeluarkan Menteri Laut
Perhubungan kepada pengelola
Terminal Khusus untuk meningkatkan
pelayanan pelabuhan yang terbuka
bagi perdagangan luar negeri meliputi
kegiatan lalu lintas kapal, penumpang
barang dan/atau hewan.
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTANGGUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
9. 3. Izin Terminal | Izin  Penetapan  Lokasi  Terminal Kategori H, Kode 52221 | 52221 Aktivitas
Khusus/TUKS Khusus adalah izin yang AKTIVITAS PELAYANAN | Pelayanan
Menteri Per KEPELABUHANAN LAUT | Kepelabuhanan
sesuai dengan batas-batas yang (Kelompok ini mencakup | Laut
ditentukan secara jelas berdasarkan kegiatan usaha pelayanan
koordinat geografis sebelum terminal kepelabuhan laut, hewan atau
khusus dibangun barang seperti pengoperasian
Izin Pemb, an F terminal misalnya
Terminal Khusus adalah izin yang p.lnhlh.n dan  dermaga,
diberikan oleh Direktur Jenderal operasi penguncian jalur air
kepada pengelola terminal khusus an  lain-lain,  navigasi,
untuk membangun dan pelayaran dan kegiatan
mengoperasikan terminal yang terletak berlabuh, jasa penambatan
di luar Daerah Lingkungan Kerja dan dan jasa pemanduan
Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan yang merupakan bagian
pelabuhan  terdekat  untuk
melayani kepentingan sendiri sesuai
dengan usaha pokoknya
Persetujuan  Pengelolaan  Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
adalah persetujuan yang diberikan
oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Lautkepada badan usaha yang
memiliki usaha pokok untuk
mengoperasikan terminal untuk
kepentingan sendiri guna menunjang
kegiatan tertentu di dalam Daerah
Lingkungan  Kerja dan  Daerah
Li K i
10. 4, Penetapan Lokasn di daratan atau perairan yang
F Wilayah an  berfungsi sebagai
Tertentu di Daratan | pelabuhan yang digunakan sebagai
atau Perairan sebagai | kegiatan bongkar muat barang untuk
Pelabuhan ditransfer ke pelabuhan pantai
(apabila di daratan/dry port) atau
kegiatan alih muat antar kapal
(apabila diperairan).
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UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. HIDANG DAITAREELAY AN N DEFINISI BERTJ:‘;I%GBUNG PERKA 95/2015 Jo e
PERKA 19/2017
1L 1. 1ZIN USAHA
ANGKUTAN LAUT,
MELIPUTL:
12. a. lzin Operasi | Surat  Izin  Operasi  Perusahaan
Angkutan Laut | Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
Khusus (SIOPSUS) | adalah izin usaha yang diberikan
kepada badan usaha nasional yang
khusus untuk melayani kepentingan
sendiri  dalam menunjang usaha
pokoknya serta tidak melayani
kepentingan pihak lain di wilayah
perairan Indonesia dan atau dari dan
ke pelabuhan luar negeri yang
diterbitkan oleh Kepala BKPM setelah
mendapatrekomendasi dari Direktur | DIREKTORAT LAY
Jenderal Perhubungan Laut ANGKUTAN LAUT
1ZIN USAHA BIDANG berdasarkan  pendelegasian  dari
LALU LINTAS DAN Menteri Perhubungan
ANGKUTAN LALU
13. | LINTAS DAN b. lzin Usaha | izin usaha yang diberikan kepada
ANGKUTAN LAUT Angkutan Laut | badan usaha yang khusus didirikan
(Angkutan di | untuk kegiatan usaha angkutan laut
Perairan) (SIUPAL) | di  wilayah — perairan  Indonesia
dan/atau dari dan ke pelabuhan luar
negeri yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
setelah  mendapatrekomendasi  dari
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
berdasarkan pendelegasian dari
Menteri Perhubungan
14, 2. IZIN USAHA Kategori H
ANGKUTAN LAUT 1. Kode 50135 Angkutan Laut
PELAYARAN RAKYAT DIREKTORAT LALU Dalam  Negeri Pelayaran
(ANGKUTAN DI LINTAS DAN |  Rakyat
PERAIRAN) ANGKUTAN LAUT 2. Kode 50144 Angkutan Laut
Luar Negeri Pelayaran
Rakyat
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTANGGUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
15. 3. IZIN USAHA JASA
TERKAIT, Meliputi :
1. Izin Usaha Bongkar | Izin yang diberikan untuk kegiatan
Muat Barang usaha yang bergerak dalam bidang
bongkar muat barang dari dan ke
kapal di pelabuhan yang meliputi
kegi doring, cargodoring, dan
receiving/ delivery.
16. 2. lIzin Usaha Jasa | Adalah izin yang diberikan untuk
Pengurusan kegiatan usaha yang ditujukan untuk
‘Transportasi semua kegiatan yang diperlukan bagi
terlaksananya pengiriman dan
penerimaan barang melalui angkutan
darat, kereta api, laut dan/atau udara.
17. 3. Izin Usaha Tally Mandiri | lzin usaha Tally Mandiri adalah izin 52292  Aktivitas
usaha untuk kegiatan jasa Ekspedisi Muatan
i 4 i Kereta Api
dan membuat catatan mengenai Ekspedisi
muatan, untuk kepentingan pemilik Angkutan Darat
muatan dan/atau pengangkut yang (EMKA & EAD)
dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan khusus untuk usaha tally
mandiri
18. 4. Izin Usaha Depo Peti [ Izin usaha yang diberikan untuk 52292  Aktivitas
Kemas kegiatan usaha  yang meliputi Ekspedisi Muatan
i Kereta Api
T dan peti Ekspedisi
kemas. Angkutan Darat
(EMKA & EAD)
_
19. S, Izin Usaha Angkutan [ lzin usaha yang diberikan untuk 501 Angkutan
Perairan Pelabuhan kegiatan usaha memindahkan Laut
penumpang dan/atau  barang dari
dermaga ke kapal atau sebaliknya dan 502 Angkutan
dari kapal ke kapal diperairan Sungai, Danau
pelabuhan, dan
Penyeberangan
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Lalu Lintas dan
Angkutan Laut,

meliputi:
a. Surat keterangan | Surat Keterangan Spesifikasi Kapal
spesifikasi kapal adalah  surat  keterangan  yang

diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas
dan Angkutan Laut yang berisi data
teknis kapal dan merupakan lampiran
dalam permohonan Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut
(SIUPAL)/Surat Izin Operasi
Perusahaan Angkutan Laut Khusus
(SIOPSUS), termasuk apabila ada
penambahan armada.

B FTAR UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. IDANG DASTAR ERLAYANGN DEFINISI BERTJ:‘;&GBUNG PERKA 95/2015 Jo e
PERKA 19/2017
20. 6, Izin Usaha Penyewaan | Izin usaha yang diberikan untuk 501 Angkutan
Peralatan Anek kegi usaha Laut
Laut/Peral: Jasa dan 1y
Terkait Dengan peralatan f'mgkulan .laut atau
T peralatan  jasa  terkait  dengan
Anglatad Lad angkutan laut dan/atau alat apung
untuk pelayanan kapal.
21. 7. Izin Usaha Perawatan | lzin yvang diberikan untuk melakukan 33151 Reparasi
dan Perbaikan Kapal kegiatan usaha jasa perawatan dan Kapal, Perahu
perbaikan kapal yang dilaksanakan dan Bangunan
dikapal dalam kondisi mengapung Terapung
20, | 1ZIN KOMERSIAL | 1. Persetujuan Izin Penggunaan Kapal  Asing 77303  Aktivitas
ATAU AL I Kapal (IPKAjadalah dispensasi/ kelonggaran Penyewaan  dan
BIDANG LALU LINTAS Asing (IPKA) bagi perusahaan angkutan laut Sewa Guna
DAN ANGKUTAN ional/ penyel kegi Usaha Tanpa Hak
LAUT angkutan laut dalam negeri untuk Opsi Alat
mencharter/ mengoperasikan kapal Transportasi Air
asing untuk kegiatan lain yang tidak
1 Gl 1
penumpang dan/ atau barang dalam
kegiatan angkutan laut dalam negeri.
23. 2. Persetujuan  Rencana | Per i [ i 5011 Angkutan
Pengoperasian Kapal | Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur | DIREKTORAT LALU Laut Dalam
Pada ‘Trayek Tidak | adalah  surat  persetujuan  yang | LINTAS DAN Negeri Untuk
Tetap dan Tidak Teratur | diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas | ANGKUTAN LAUT Penumpang
Angkutan Laut Dalam dan Angkutan Laut terkait dengan
Negeri (Tramper) penempatan  kapal berbendera
Indonesia yang melayani trayek tetap 5013 Angkutan
dan teratur dalam rangka menunjang Laut Dalam
angkutan laut dalam negeri. Negeri Untuk
Barang
24, 3. Persetujuan Persetujuan Keagenan Kapal Asing 50143 Angkutan
Pemberitahuan (PKKA)adalah surat persetujuan bagi Laut Luar Negeri
Keagenan Kapal Asing | perusahaan angkutan laut Untuk Barang
(PKKA) ional/ penyel i Khusus
angkutan laut khusus untuk
mengageni kapal asin| an|
BIDAN FTAR PRLAYANAN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. LDANG BAIA A DEFINISI BN PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
menyinggahi pelabuhan yang terbuka
untuk perdagangan luar negeri.
25, 4. Per K Kapal Asing (PKKA)adalah 50133 Angkutan
Kapal surat persetujuan bagi perusahaan Laut Dalam
laut i peny Negeri Untuk
kegiatan angkutan laut khusus untuk Barang Khusus
mengageni kapal asing yang
menyinggahi pelabuhan yang terbuka
untuk perdagangan luar negeri
26. 5. Keterangan Perubahan | Surat Keterangan Perubahan Pada 50133 Angkulan
Pada SIUPAL dan Surat  Izin Usaha  Perusahaan Laut Dalam
SIOPSUS Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Negeri Untuk
Operasi Perusahaan Angkutan Laut Barang Khusus
Khusus (SIOPSUS) adalah surat
keterangan yang terdiri atas
perubahan nama perusahaan, nama
dirut/ jawab per
alamat/domisil rusahaan, dan
Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
27, 6. Sertifikasi di Bidang

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan
Sungai, Danau
dan
Penyeberangan
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UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE

No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BEmJﬁ';,iGBUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI

PERKA 19/2017
28. b. Persetujuan rencana | Persetuj R F i 5011 Angkutan
pengoperasian kapal | Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Laut dalam negeri
pada trayek tetap | adalah  surat persetujuan  yang untuk
dan teratur | diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas penumpang
dan Angkutan Laut terkait dengan
22::;‘”‘ Jaytdale penempatan  kapal berbendera
Indonesia yang melayani trayek tetap 5013 Angkutan
dan teratur dalam rangka menunjang Laut Dalam Negri
angkutan laut dalam negeri. Untuk Barang
20, c. Persetujuan Persetujuan  Pengoperasian  Kapal 5011  Angkutan
pengoperasian kapal | Nasional Di Luar Negeri (Cross Laut dalam negeri
nasional (ppkn) | Traddingladalahpersetujuan untuk
untuk angkutan laut | pengoperasian  ka milik/charter penumpang
luar negeri vang dilakukan oleh perusahaan 5013  Angkutan
k ut ional yang mel; i Laut Dalam Negri
angkutan laut lintas batas. Untuk Barang
—
30. d. Surat Surat K F Kantor 501 Angkutan
pembukaan  kantor | Cab lalah surat k yang Laut
cabang diberikan kepada perusahaan
angkutan laut nasional yang
melakukan pembukaan kantor cabang
yang merupakan bagian organik yang
tidak terpisahkan dari kantor
pusatnya.
31. ¢. Certificate Of Ouner's | Cerfificate of Owner's Representative 501 Angkutan
P ive (COR) | (CC tifikat yang diberikan Laut
kepada Owner’s Representative yang
telah mendapatkan persetujuan dari
Instansi terkait sebagai keabsahan
Owner's Repsentative di Indonesia.
32. f. Persetuyjuan deviasi/ | Persetujuan Deviasi/Omisi/Substitusi 501 Angkutan
omisi/ itusi adalah per j yang di Laut
oleh Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut terhadap kapal yang
menyimpangi trayeknya atau
atau pergantian kapal pada rute yang
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERE:‘;,C;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
sama.
33. g. Persetujuan Persetujuan Penambahan Pelabuhan 501 Angkutan
penambahan Singgah/Urgensi ~ Muatan  adalah Laut
pelabuhan singgah/ | persetujuan yang diterbitkan oleh
urgensi muatan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut pada kapal yang melakukan
penambahan pelabuhan singgah/jenis
muatan pada trayek tidak tetap dan
tidak teratur.

34, |1ZIN  KOMERSIAL | 1. Persctujuan Perusahaan | Surat zin usaha salvage adalah surat 52220 AKuvitas
ATAU OPERASIONAL Salvage dan Pekerjaan | yang diberikan kepada perusahaan Penunjang
BIDANG KESATUAN Bawah Air untuk melaksanakan kegiatan usaha Angkutan
PENJAGAAN LAUT salvage danfatau Pekerjaan Bawah Perairan Lainnya
DAN PANTAI Air

DIREKTORAT 52229  Aktivitas
KESATUAN Penunjang
PENJAGAAN LAUT Angkutan
DAN PANTAI Perairan Lainnya
35, 2. Surat Izin b Tzin atau 43213 Instalasi
i dan | b atau instalasi pipa atau Navigasi laut dan
Membongkar Bangunan | kabel adalah Izin yang diberikan oleh Sungai
dan/atau Instalasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut
kepada pemilik bangunan atau 42214 Konstruksi
instalasi pipa/kabel untuk Telekomunikasi
atau Sarana Bantu
bangunan atau instalasi pipa atau Navigasi Laut dan
kabel. Rambu Sungai
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1. Akta Pendaftaran Kapal
adalahakta yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Cq. Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik
Nama Kapal yang memuat
pendaftaran hak milik atas kapal
yang belum memiliki tanda
kebangsaan kapal.

2. Akta Baliknama Kapal adalah
akta yang dikeluarkan oleh
Di Jenderal Per

Laut Cq. Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Balik Nama Kapal yang

memuat pengalihan hak milik

atas kapal yang telah didaftar
yang beralih bukti kepemilikan.

3. Akta Hipotek Kapal adalah

UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BEmJ:l;,i%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
36. 3.1 d F gn: Security 70202 Aktivitas
Security Org Org. (RSO) adalah j Konsultasi
(RSO) atau penetapan yang diberikan oleh Transportasi
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
kepada badan usaha yang mempunyai
keahlian khusus serta mempunyai
i resiko, i inj ibi
kapal dan/atau fasilitas pelabuhan,
37. 4. Penerbitan SoCPF Pernyataan Pemenuhan Keamanan 52221  Aktivitas
Fasilitas Pelabuhan (Statement of Pelayanan
a. Sementara (berlaku | Compliance of a Port Facility — SOCPF) Kepelabuhanan
5 Bulan) adalah Pernyataan Pemenuhan Laut
Keamanan Fasilitas Pelabuhan telah
b. Permanen memenuhi ketentuan ISPS Code.
(berlaku 5 Tahun)
38. | IZIN KOMERSIAL | 1, Sertifikasi Bidang DIREKTORAT
ATAU OPERASIONAL Perkapalan PERKAPALAN DAN
BIDANG KEPELAUTAN
PERKAPALAN DAN a  Surat Persetujuan/ | Surat Petunjuk Pelaksanaan 501 Angkutan
KEPELAUTAN Penggantian Bendera | Penggunaan/Penggantian Bendera Laut
Kapal Asing Menjadi | Kapal Menjadi Bendera Indonesia
Batiters Indciia juk yang diterbitkan
oleh Di; Jenderal Per
Laut untuk melaksanakan
penggunaan/penggantian bendera
kapal yang akan didaftarkan sebagai
kapal berbendera Indonesia.
39. b. Surat Tanda [rat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia 501 Angkutan
Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang memberi hak Laut
kepada kapal untuk dapat
mengibarkan bendera Indonesia
sebagai bendera kebangsaan kapal 502 Angkutan
termasuk kapal penangkap ikan. Sungai,  Danau
rat Tanda Kebangsaan Kapal terdiri dan
dari: Penyeberangan
1) Surat Laut;
2) Pas Besar;
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTJ‘A“‘:,C;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
3] Pas Kecil; dan
4) Pas Sungai dan Danau
70, ¢ Surat P Surat P Tanda Panggilan (Call 501 Angkutan
Tanda Panggilan (Call | Sign) adalah surat penetapan atas Laut
Sign) tanda panggilan berupa perangkat
radio kapal sebagai salah satu
identitas kapal.
41, d. Dokumen Riwayat | Dokumen Riwayat Kapal (Continuous 501 Angkutan
Kapal (Continuous | Synopsis Record) adalah riwayat dari Laut
Synopsis Record) kapal yang memuat data, seperti:
nama kapal, tanggal kapal
didaftarkan, nama pemilik, nama
i yang ikan dan
segala keterangan yang berkaitan
dengan riwayat kapal, termasuk
sertifikat-sertifikat klasifikasi yang ada
serta badan yang mengaudit.
2. e Penerbitan Akta Yang dimaksud Penerbitan Akta 501 Angkutan
adalah Laut
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43.

44.

pembuatan Akta Hipotek oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Balik Nama Kapal atas kapal
yang terdaftar untuk dijadikan
jaminan utang dengan
pembebanan hipotek atas kapal.

4. Akta Pengalihan Hipotek
Kapaladalah akta yang dibuat
sebagai keterangan atas
pengalihan hipotek kapal dari
pemilik awal kepada pemilik
berikutnya

5. Grosse Akta Penggantiadalah

Salinan dari Akta Pendaftaran
dan Akta Balik Nama Kapal

f.

Surat ¥
Nama  Kapal dan
Persetujuan Ganti
Nama Kapal

Surat Per: j P ian Nama
Kapal adalah surat persetujuan yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut kepada pemilik
kapal karena penggantian identitas
kapal berupa nama kapal yang
dicantumkan pada badan kapal.

Sertifikat
Penghapusan  Kapal
(Deletion Certificate)

Surat Keterangan Penghapusan
pendaftaran hak milik atas kapal dari
daftar kapal Indonesia dengan alasan
sebagai berikut:
1. Kapal tidak dapat dipergunakan
lagi;
2. Kapal dirampas oleh bajak laut
atau musuh;
3. Terjadi hal-hal tersebut dalam
Pasal 667 KUHD
4. Kapal ditutuh (scrapping)
5. Kapal beralih kepemilikan
kepada warga Negara dan atau
badan hokum asing.

Negeri atau putusan Pengadilan

a.

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut

BIDANG

DAFTAR PELAYANAN

DEFINISI

UNIT YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

KRITERIA KBLI
PERKA 95/2015 Jo
PERKA 19/2017

USULAN KODE
KBLI

45.

a6,

47.

48.

49.

50.

yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Fl

Surat  Penggunaan
Bendera Kapal Lelang

Surat Petunjuk Pelaksanaan
Penggunaan /Penggantian Bendera
Kapal Menjadi Bendera Indonesia
adalahsurat petunjuk yang diterbitkan
oleh Di: Jenderal Per

Laut untuk melaksanakan
penggunaan/penggantian  bendera
kapal yang di dapat dari hasil lelang
yvang akan didaftarkan sebagai kapal
berbendera Indonesia.

Surat Penggunaan
Nama Kapal

Surat Persetujuan penggunaan Nama
Kapal adalah surat persetujuan yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut kepada pemilik
kapal karena penggantian identitas
kapal berupa nama kapal yang
dicantumkan pada badan kapal.

Surat Penggunaan
Bendera

Surat Petunjuk pelaksanaan yang
diberikan Ditjen Hubla untuk pemilik
kapal yang akan mendaftarkan kapal
baru yang dibangun diluar negeri.

Surat Roya Kapal

Surat yang diberikan Ditjen Hubla
yang menyatakan bahwa kapal sudah
tidak lagi dijadikan jaminan utang
atau pembebanan hipotek atas kapal.

Halaman  Tambahan
Untuk Grosse Akta

Surat yang diberikan Ditjen Hubla
yang menyatakan bahwa dikapal ada
perubahan muatan akta (nama kapal
berubah, ukuran kapal berubah,
alamat pemilik kapal, dll}

Surat Ukur Sementara

Surat Ukur Sementara adalah surat
kapal yang memuat ukuran dan
tonase kapal berdasarkan hasil

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut
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51.

52.

53.

pengukuran sementara dengan jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
sebelum surat ukur tetap dikeluarkan

n. Surat Pengesahan
Daftar Ukur

Surat  Pengesahan Daftar  Ukur
adalahsurat kapal yang memuat
ukuran dan tonase kapal berdasarkan
hasil pengukuran sementara dengan
jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan, sebelum surat ukur tetap
dikeluarkan

o. D F

D i N

Manajemen

[
Keselamatan (Document of

(Document of
Compliance/DOC)

Dan Sertifikat
Manajemen
Keselamatan
Management
Certificate/SMC)

(Safety

p DOC) adalah  dokumen
pemenuhan  yang diterbitkan bagi
perusahaan yang telah memenuhi

per
dan pencegahan pencemaran dari
kapal  setelah  dilakukan  audit
eksternal oleh pejabat pemerintah
yang memiliki kompetensi, dalam hal
ini  Auditor ISM Code Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut atau
lembaga yang diberikan kewenangan
oleh Pemerintah.

Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/ SMC)
adalah  sertifikat yang diterbitkan
untuk kapal yang membuktikan
bahwa perusahaan dan manajemen di
atas  kapal  bekerja/terselenggara
sesuai dengan sistem manajemen

yang telah di:

p. Sertifikat Internasional
Ballast Water
Management (BWM)

Sertifikat yang diterbitkan
berdasarkan konvensi manajemen Air
Ballas dan sedimen bagi kapal-kapal
yvang berdasarkan hasil pemeriksaan
telah memenuhi peraturan Konvensi
Manajemen Air Ballas.

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut

BIDANG
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54.

55.

56.

q. Sertifikat
Pencegahan
Pencemaran (SNPP)

Nasional

Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi hanya didalam negeri dan
telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh minyak,
bahan cair beracun, kotoran, sampah
dan udara yang berasal dari kapal
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan.

5011  Angkutan
Laut Dalam
Negeri Untuk
Penumpang

5013  Angkutan
Laut Dalam
Untuk

r. Sertifikat
Internasional
Pencegahan
Pencemaran Oleh
Minyak (IOPP)

Sertifikat Internasional Pencegahan
Pencemaran oleh Minyak adalah
sertifikat  yang  diterbitkan  oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
untuk kapal yang beroperasi didalam
negeri  atau diluar negeri yang
mempunyai ukuran kapal GT 400 atau
lebih dan telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh minyak
yang berasal dari kapal berdasarkan
hasil pengujian dan pemeriksaan

s. Sertifikat
Internasional
Pencegahan
Pencemaran Oleh
Bahan Cair Beracun
(NLS)

Sertifikat Internasional Pencegahan
Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun
Secara Curah adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi didalam negeri atau diluar
negeri yang mempunyai ukuran kapal
GT 400 atau lebih yang mengangkut
bahan cair beracun secara curah dan
telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh bahan
cair beracun yang berasal dari kapal
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan.

DIREKTORAT
PERKAPALAN DAN
KEPELAUTAN

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan
Sungai, Danau
dan
Penyeberangan
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57. . Sertifikat Sertifikat Internasional Pencegahan 501 Angkutan
Internasional Pencemaran oleh Kotoran adalah Laut
Pencegahan sertifikat ~ yang  diterbitkan  oleh
Pencemaran Oleh | Di Jenderal P Laut
Kotoran (ISPP) untuk kapal yang beroperasi didalam 502  Angkutan
negeri atau diluar negeri yang Sungai, Danau
mempunyai ukuran kapal GT 400 atau dan
lebih yang telah memenuhi Penyeberangan
per
oleh kotoran yang berasal dari kapal
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan
58. u. Sertifikat Sertifikat Internasional Pencegahan 501 Angkutan
Internasional Pencemaran oleh Udara adalah Laut
Pencegahan sertifikat  yang  diterbitkan  oleh
Pencemaran Oleh | Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Udara (IAPP) untuk kapal yang beroperasi didalam 502  Angkutan
negeri atau diluar negeri yang Sungai, Danau
mempunyai ukuran kapal GT 400 atau dan
lebih dan/atau kapal yang memiliki Penyeberangan
mesin diesel 130 kW atau lebih yang
telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh udara
vang berasal dari kapal berdasarkan
hasil pengujian dan pemeriksaan
50. v. Sertifikat Sertifikat  Internasional Efisiensi 501 Angkutan
Internasional Efisiensi | Energi  adalah sertifikat  yang Laut
Energi (IEEC) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi didalam negeri atau diluar 502  Angkutan
negeri yang mempunyai ukuran kapal Sungai, Danau
GT 400 atau lebih dan/atau kapal dan
yang memiliki mesin diesel 130 kW Penyeberangan
atau lebih yang merupakan bagian
penerapan dari Annex VI MARPOL
73/78 dan telah memenuhi ketentuan
mesin yang didesain untuk
mempunyai efisiensi terhadap bahan
bakar tetapi dapat menghasilkan
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTJ:‘;XGBUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
tenaga yang besar, diterbitkan
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan.
60. w. Sertifikat Penilaian | Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal 501 Angkutan
Kondisi Kapal | adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Laut
(Condition A Dis Jenderal Per Laut
Scheme /CAS) untuk kapal tangki minyak yang
beroperasi dengan kontruksi dasar 502 Angkutan
tunggal (single bottom) dan/atau Sungai, Danau
kontruksi lambung tunggal (single hull) dan
yang mengangkut muatan minyak Penyeberangan
dengan bobot mati DWT 600 ton atau
lebih yang berumur 20 tahun atau
lebih sejak tahun penyerahan kapal,
diterbitkan berdasarkan hasil
pengujian dan pemeriksaan
—
61. x. Sertifikat Dana | Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi | DIREKTORAT 50133 Angkutan
Jaminan Ganti Rugi | Pencemaran adalah sertifikat yang | PERKAPALAN DAN Laut Dalam
Pencemaran (CLC) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal | KEPELAUTAN Negeri Untuk
Perhubungan Laut untuk kapal yang Barang Khusus
mengangkut muatan minyak secara
curah 2000 ton atau lebih wajib
atas kerugian pihak ketiga yang
disebabkan pencemaran oleh minyak
yang berasal dari muatan minyak dan
hasil pemeriksaan berkas
permohonan.
62. y. Sertifikat Dana | Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi 501 Angkutan
Jaminan Ganti Rugi | Pencemaran dari Bahan Bakar Minyak Laut
Pencemaran Dari | (CLC Bunker Internasional) adalah
Bahan Bakar Minyak | sertifikat  yang diterbitkan  oleh
(CLC BUNKER) Di Jenderal Per Laut 502  Angkutan
untuk kapal yang berukuran GT 1000 Sungai, Danau
atau lebih yang beroperasi di perairan dan
Internasional wajib mengasuransikan Penyeberangan
tanggung jawabnya untuk mengganti
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63.

64.

65.

66,

kerugian pihak ketiga yang
disebabkan oleh pencemaran minyak
yang berasal dari bahan bakar
(bunker) kapalnya, diterbitkan
berdasarkan hasil pemeriksaan berkas
permohonan

z. Sertifikat
Pengendalian ~ Sistem
Anti  Teritip  (Anti-
Fouling System/AFS)

Sertifikat Pengendalian Sistem Anti
Teritip (AFS) adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi didalam negeri atau diluar
negeri  yang telah memenuhi
persyaratan pengendalian sistem anti
teritip yang berasal dari cat yang
digunakan untuk kapal, diterbitkan
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan

aa. Sertifikat Keselamatan
Kapal dan Instruksi
Internal

Sertifikat Keselamatan adalah sertifikat
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut sebagai bukti bahwa
kapal telah memenuhi persyaratan
material, konstruksi, bangunan,
permesinan  dan perlistrikan, stabilitas,
tata susunan sertaperlengkapan termasuk
radio, dan elektronika kapal berdasarkan
hasil pengujian dan pemeriksaan.,

bb. Sertifikat Pembebasan
(Exemption)

Sertifikat yang diterbitkan
berdasarkan SOLA atau UU No. 17
Tahun 2008 bagi kapal-kapal yang
diberikan  pengecualian  terhadap
persyaratan/aturan tertentu.

cc. Pengesahan  Gambar
Rancang Bangun
Kapal

Pengesahan Gambar Rancang Bangun
Kapal adalah pengesahan  dan
pemberiaan rekomendasi yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut terhadap gambar
rancang bangun kapal bangunan

baru, dalam rangka perombakan,

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan
Sungai,  Danau
dan
Penyeberangan

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan
Sungai, Danau
dan
Penyeberangan

30111 Industri
Kapal dan Perahu
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67.

68.

69.

70.

71.

dalam rangka ganti bendera dan
dalam rangka sertifikasi setelah
dilakukan penilikan.

dd Pengesahan  Gambar
Rancang Bangun
Kapal Dalam Rangka
Perombakan

Pengesahan Gambar Rancang Bangun
Kapal adalah pengesahan dan
pemberiaan rekomendasi yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut terhadap gambar
rancang bangun kapal bangunan
baru, dalam rangka perombakan,
dalam rangka ganti bendera dan
dalam rangka sertifikasi setelah
dilakukan penilikan.

Sertifikat Nasional /
Internasional Garis
Muat Kapal

Sertifikat Garis Muat Kapal adalah
sertifikat  yang  diterbitkan  oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
untuk setiap kapal yang telah

per:
jarak vertikal yang diukur pada tengah
kapal dari sisi atas garis geladak
lambung timbul kearah bawah hingga
sisi atas garis muat.

=

Surat Autorisasi Garis
Muat Kapal

AutorisasiGaris Muat Kapal

kewenangan pemerintah kepada suatu

van
Organization) atau badan klasifikasi
dalam rangka pemeriksaan
pemenuhan persyaratan garis muat
kapal serta penerbitan sertifikat garis
muat untuk masing-masing kapal
yang dimohonkan oleh pemilik kapal.

gg Per j I
Tanki Kapal (Tank
Cleaning)

Per i yang diberikan kepada
per k

yang
kegiatan pencucian tanki kapal.

z
E

Sertifikat  Attestation
Removal _of Wrecks

Sertifikat bagi kegiatan pengangkatan

kerangka kapal yang tenggelam,

30111 Industri
Kapal dan Perahu

30111 Industri
Kapal dan Perahu

30111 Industri
Kapal dan Perahu
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2017 (WR) kandas atau terdampar dan telah di
tinggalkan,
7. Sertifikasi Bidang
Kepelautan, meliput:
1. D F D < F DIREKTORAT 501 Angkutan
(Safe Mini Safe ing | PERKAPALAN ~ DAN Laut
Document) Document) adalah dokumen untuk KEPELAUTAN
W W
geomdinn Ty gl g 22 g
g Sungai, Danau
efisien untuk memciptakan dan
keselamatan dan keamanan kapal, Penyeberangan
navigasi dan pengoperasian yang
aman baik dilaut, di pelabuhan, serta
untuk mencegah terjadinya
kecelakaan, cidera dan pencegahan
hilangnya kerusakan lingkungan laut
dan properti/harta benda.
73. 2, Scafarers Identity | Seafarers Identity Documents (SID) 501 Angkutan
Document (SID) adalah dokumen resmi negara yang Laut
dikeluarkan olehPemerintah
berbentuk kartu yang menerapkan
standar peralatan sistem teknologi 502 Angkutan
informasi yang berbasis pada ILO SID Sungai, Danau
0002  biometric fingerprintstandard dan
dengan template PDF 417 barcode, Penyeberangan
diatur dalam Konvensi ILO No. 185
tentang Konvensi Perubahan
Dokumen Identitas Pelaut, 1958 yang
telah diadopsi ILO pada tanggal 19
Juni 2003 dan mulai berlaku secara
internasional sejak tanggal 9 Februari
2005.
74, 3. Buku Pelaut Baru/ | Buku Pelaut adalah dokumen resmi 501 Angkutan
Habis Masa Berlaku/ | negara  yang  dikeluarkan  oleh Laut
Pemerintah vang berisi_identitas fisik
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERE:‘;IGA%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
Kehilangan Pelaut yang tidak berdasarkan standar 502 Angkutan
biometrik sidik jari dan bukan sebagai Sungai, Danau
dokumen perjalanan dan tidak dapat dan
menggantikan paspor Penyeberangan
75. 4. Penyijilan Awak Kapal | Disijil adalah dimasukkan dalam 501 Angkutan
Pada Buku Pelaut Dan | buku daftar awak kapal yang disebut Laut
Pengesahan Perjanjian | buku sijil yang berisi daftar awak
Kerja Laut kapal yang bekerja di atas kapal
sesuai dengan jabatannya dan tanggal 502 Angkutan
naik turunnya yang disahkan oleh Sungai, Danau
Syahbandar. dan
Penyijilan Buku Pelaut adalah adalah Penyeberangan
dimasukkan dalam Buku Pelaut
sesuai dengan jabatannya dan tanggal
naik turunnya yang disahkan oleh
Syahbandar.
Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
dilakukan sebelum penempatan pelaut
di atas oleh Direktur Jenderal atau
pejabat yang kewcnangan.
76. 5. Rekomendasi Rekomendasi  Penggunaan  Pelaut | DIREKTORAT 501 Angkutan
Penggunaan Pelaut | Warga Negara Asing adalah surat | PERKAPALAN DAN Laut
Warga Negara Asing rekomendasi yang dikeluarkan karena | KEPELAUTAN
i 1i pelaut Indonesi 502 Angkutan
sesuai dengan spesifikasi kapal Sungai, Danau
dimaksud dan bertujuan untuk alih dan
teknologi kepada pelaut Indonesia. Penyeberangan
77. 6. Sertifikat Pengukuhan | Sertifikat Pengukuhan / Certificate of 501 Angkutan
(Certificate Of | Endorsement adalah sertifikat yang Laut
Endorsement) menyatakan  kewenangan jabatan
kepada pemilik sertifikat keahlian 502 Angkutan
pelaut untuk melaksanakan tugas dan Sungai, Danau dan
fungsi sesuai dengan tingkat dan Penycberangan
tanggungjawabnya.
78. 7. Sertifikat Pengukuhan | Certifiate of  Recognize  adalah 501 Angkutan
Warga Asing (COR) pengakuan pengukuhan  sertifikat Laut
Negara  lain __terhadap _sertifikat 502 Angkutan
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kompetensi dan sertifikat kapal tanker Sungai, Danau
sesuai STCW 78/amandemen 2010
reg V/1-1dan V/1-2 Penyeberangan
79. 8. F pp: P i PP 1 Lembaga Diklat 501 Angkutan
Lembaga Diklat adalah pengakuan program Laut
diklat,simulator, laboratorium,
bengkel kerja dari lembaga diklat 502 Angkutan
kepelautan Sungai, Danau
n
Penyeberangan
80. Persetujuan Perckrutan | Surat Izin Usaha Perekrutan dan 7810  Aktivitas
dan Penempatan | Penempatan  Awak Kapal = adalah Penempatan
(SIUPPAK) Awak Kapal Badan Usaha yang didirikan khusus Tenaga Kerja
untuk keagenanawak kapal yang
melaksanakan perekrutan dan
penempatan pelaut dikapal.

81, | IZIN KOMERSIAL | 1. Persetujuan Izin  Pengadaan  Sarana  Bantu 43213 Instalasi
ATAU AL F / b Navigasi adalah izin yang Navigasi Laut dan
BIDANG nan Sarana Bantu | diberikan oleh Direktorat Jenderal Sungai
KENAVIGASIAN Navigasi Pelayaran Yang | Perhubungan  Laut ~ cq. Dirchlur

Dilaksanakan  Oleh ga kepada per
Pihak Ke-3 untuk memasang/membangun Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran yang terdiri 42214 Konstruksi
dari menara suar, rambu suar dan Telekomunikasi
pelampung suar yang berfungsi untuk: Sarana Bantu
Navigasi Laut dan
1) Menentukan  posisi  dan/atau Rambu Sungai
haluan kapal.
2) Memberitahukan adanya
bahaya/rintangan pelayaran.
3} Menunjukan batas-batas  alur
pelayaran yang aman.
4) Menandai garis pemisah lalu lintas
kapal.
5} Menunjukkan kawasan dan/atau
kegiatan khusus di perairan.
6) Batas wilayah suatu negara.
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82. 2. Persetujuan IzinVessel Traffic Services (VTS) adalah
Pengoperasian  Vessel | pelayanan lalu lintas kapal di wilayah
Traffic Service (VTSjnon | yang  ditetapkan ~ yang  saling
DJPL/Local Port Service | t€! dan dilak kan oleh
(LPS) pihak yang berwenang (Menteri

Perhubungan) serta dirancang untuk
meningkatkan  keselamatan  kapal,
efisiensi bernavigasi dan menjaga
lingkungan, yang memiliki
¥ untuk beri i dan
situasi  per
lalulintas kapal di wilayah VTS dengan
sarana radio
dan clektronika pelayaran.

83. 3. T F i Marine untuk 52221  Aktivitas
Marine untuk [ Komunikasi Stasiun Radio Pantai Pelayanan
Komunikasi Stasiun | adalah  surat rekomendasi yang Kepelabuhanan
Radio Pantai diberikan oleh Direktorat Jenderal Laut

Perhubungan Laut cq. Direktur

igasi kepada  perusah
untuk pengoperasian Stasiun Radio
Pantai diluar Dirjen Hubla, yang
merupakan persyaratan untuk
penerbitan izin stasiun radio pantai di
luar Ditjen Hubla yang diterbitkan
oleh Ditjen Postel.

84. 4. Rekomendasi Izin | Long Range Identification and Tracking 52221  Aktivitas
Komunikasi Data LRIT of Ship (LRIT) adalah sistem Pelayanan

identifikasi dan penjejakan kapal jarak Kepelabuhanan
jauh yang melibatkan kapal-kapal Laut

yang masuk dan keluar wilayah

perairan Indonesia untuk

menyediakan informasi data kapal,

posisi dan penjejakan kepada pihak

yang berwenang (Menteri

Perhubungan) melalui peralatan LRIT.
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Authority Identification
Code (AAIC)

kepada perusahaan angkutan laut

ional dan per h iliki izin
usaha jasa maritim yang bertanggung
jawab untuk melakukan perhitungan

jasa telekomunikasi dan
menyelesaikan  pembayaran  jasa
telekomunikasi radio kapal laut
schubungan  dengan penggunaan

fasilitas telekomunikasi untuk umum
dalam dinas bergerak pelayaran
dan/atau dinas bergerak satelit
pel baik ional
internasional.
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85. Pernyataan Nomor | Surat Pemberitahuan Nomor 501 Angkutan
Maritime Mobile Service | Identifikasi Maritime Mobile Service Laut
Identities (MMSI) Identities  (MMSI)  adalah  surat
pemberitahuan yang dikeluarkan oleh 502 Angkutan
Di Jenderal Per Laut Sungai, Danau
cq. Direktur Kenavigasian kepada dan
per Ly yang iliki Penyeberangan
kapal sebagai identifikasi dinas
bergerak pelayaran.
86. Pemberian Kuasa [ Izin ~ Kuasa  Perhi Jasa
Perhitungan Jasa | Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak
ikasi dalam | F (AAIC) Kuasa Perhitungan
Dinas Bergerak | adalah izin yang diberikan oleh
Pelayaran  Accounting Direktur Jenderal Perhubungan Laut
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